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. Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda

coretan di atas, a, i, u ()5, ).

. Bunyi huruf hidup dobel (diptong) ditransliterasikan dengan menggabungkan

dua huruf "ay”dan "aw"seperti layyinah, lawwamabh.

. Hamzah yang terletak di awal kata diikuti vokalnya tanpa diberi apapun, jika

terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

. Ta'al-Ta'nith di akhir kata, maka ditulis dengan huruf"h " .

. Kata yang berakhiran fa’" marbutah dan berfungsi sebagai sifah (modifier)

atau mudaf ilayh ditransliterasi dengan "ah”, sedang yang berfungsi sebagai

mudaf ditansliterasi dengan "at¢".




ABSTRAK

Munir, Misbahul, 2019, Komponen Kurikulum 2013 Fikih Siyasah Madrasah Aliyah
kelas XII Perspektif Civic Education, Disertasi. Pascasarjana, Program
Doktor (S-3), Program Studi Studi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya,
Promotor; (1). Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip.Is. (2). Prof. Masdar Hilmy,
S.Ag, MA, PhD.

Key Word : Kurikulum 2013, Fikih siyasah, Madrasah Aliyah, Civic Education.

Pengertian kurikulum pada dasarnya merupakan sejumlah mata pelajaran di
sekolah atau di akademi yang harus di tempuh oleh siswa untuk mencapai tujuan sesuatu
degree (tingkat) atau ijazah. Di tahun 2013 perubahan kurikulum kembali terjadi dan
pihak pemerintah menyebutnya sebagai ‘“pengembangan kurikulum”bukan “perubahan
kurikulum”. Sementara itu dalam bidang keagamaan terjadi juga perkembangan dengan
munculnya banyak aliran keagaamaan. Dampak nyata yang dirasakan bangsa Indonesia
saat ini adalah bermunculannya aneka ragam ekspresi keyakinan keagamaan, politik dan
budaya sebagai konsekuensi logis dari iklim demokrasi.

Dalam kurikulum 2013 yang mengedepankan konteks tematik seharusnya
menjadi jawaban akan kebutuhan masa kini khususnya dalam kurikulum 13 Fikih
siyasah yang sampai kini masih membahas tentang khilafah sebagai bentuk
pemerintahan Islam belum sesuai dengan Civic Education. Belum adanya konteks
demokrasi yang Islami sebagai materi dalam mata pelajaran Fikih di Aliyah menjadi
sebuah tanda tanya yang mana negara Indosesia menganut model demokrasi Pancasila
dalam bernegara. Hal inilah yang membuat disertasi ini mengambil judul Komponen
Kurikulum 2013 Fikih siyasah Madrasah Aliyah Kelas XII Perspektif Civic Education.

Dalam penelitian ini akan di analisis lebih dalam tentang komponen kurikulum
2013 mata pelajaran Fikih kelas XII Madrasah Aliyah materi kAilafah dalam Keputusan
Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014, komponen kurikulum 2013 mata pelajaran Fikih
kelas XII Madrasah Aliyah materi khilafah prespektif Civic Education dan isi materi
Fikih khilatah kelas XII Madrasah Aliyah Terbitan Kementrian Agama RI prespektif
Civic Education.

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitis dengan pendekatan Studi
kepustakaan (/ibrary reseach). Jenis penelitian ini memungkinkan untuk melakukan
rethinking secara konseptual terhadap Fikih siyasah, dalam presektif Civic Education.
Dalam menganalisa data menggunakan pendekatan content-analysis terhadap standar isi
kurikulum Fikih siyasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kajian Fikih siyasah belum menyentuh
pada masalah krusial bangsa Indonesia dalam Civic Education seperti legalitas sistem
demokrasi dalam Islam dan pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta pluralitas bangsa. KI-KD Materi Khilatah (Pemerintahan Dalam Islam) memiliki
keterbatasan dalam isi / kontent sebagaimana terpapar pada kompetensi dasar sehingga
tidak sesuai dengan SKL yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama No. 165
Tahun 2014. Materi Fikih siyasah khususnya yang berhubungan dengan Civic Education
dalam pembahasan sistem Pemerintahan di Indonesia perlu untuk diaplikasikan dalam
pengembangan dan perubahan Standar Isi kurikulum Fikih Madrasah Aliyah. Civic
Education haruslah menjadi bagian yang dibahas dalam Fikih siyasah karena tidak
bertentangan dengan syariat Islam.



ABSTRACT

Munir, Misbahul, 2019, “ The Component of Curriculum 2013 Siyasah Jurisprudence for
Islamic Senior High School Class XII by Civic Education Perspective’,
Dissertation. Postgraduate, Doctoral Program (S-3) PAIL, Sunan Ampel UIN
Surabaya, Approved by; (1). Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip.Is. (2). Prof. Masdar
Hilmy, S.Ag, MA, PhD.

Key Word: 2013 Curriculum, Siyasah Jurisprudence , Islamic Senior High School, Civic

Education.

Basically, The curriculum is a number of subjects in the school, academy,
college or university that must be taken by students to achieve the objectives of a
degree or diploma. In 2013, the curriculum has been changed again and the government
mentioned as “ a curriculum development", it is not "curriculum changing".

Meanwhile in the religious matters there were so many various religious
mainstream appeared. The real impact has been felt by the Indonesian people for the
time being is shown kind of religious belief expressions, political and cultural as logical
consequence of the climate of democracy. In the curriculum 2013 which is thematic
priority contexts it should be the answer as currently needs, especially in the curriculum
2013 of Siyasah Jurisprudence which is being discussed about khilafah as a form of
Islamic government but it is not suitable with Civic Education.

There has not been Islamic democratic context yet as Jurisprudence subject in
Islamic Senior High School, furthermore it becomes big question which is denoted to
democrazy country of Indonesian state in Civic Education. Therefore, this disertation
entitled The Component of Curriculum 2013 Siyasah Jurisprudence for Islamic Senior
High School Class XII by Civic Education Perspective.

In this study will be analyzed more deeply about the component of 2013
curriculum Siyasah Jurisprudence subject khila fah material for Madrasah Aliyah in the
Decree of the Minister of Religion No. 165 of 2014, component of curriculum 2013
Jurisprudence subjects in khAilafah material by Civic Education prespective, and content
of Jurisprudence material of khilafah class XII Madrasah Aliyah Published by the
Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in the perspective of Civic Education.

This research is analytical descriptive research with library study approach
(library reseach). This type of research makes it possible to conceptuallized rethinking of
Siyasah Jurisprudence legitimate, in Civic Education perspective. . In analyzing the
data using a content-analysis approach to the curriculum content standards of
Jurisprudence legal.

The results of this study indicates that legitimate Siyasah Jurisprudence
Studies have not touched on the crucial problems throughout the Indonesian people in
civic citizenship such as the legality of the democratic system in Islam and the point of
views Indonesian Republic and the nation plurality. KI-KD Material khilafah
(Government in Islam) has limited in content as exposed to basic competencies so that it
is not in accordance with the SKL contained in Minister of Religion Decree No. 165 of
2014. The material of Siyasah Jurisprudence, especially in relation to Civic Education in
the discussion of the Government system in Indonesia, needs to be applied in the
development and amendment of the Standards to the Jurisprudence of Islamic
Education. Civic Education must be a part of being discussed in figh siyasah because it
is not on contradiction with Islamic law.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia dari sejarahnya mengalami beberapa kali
perbaikan kurikulum mulai pada masa zaman penjajahan Belanda; zaman
Jepang; paska kemerdekaan; Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952;
Kurikulum periode 1964; Kurikulum periode 1968; Kurikulum periode 1975;
Kurikulum periode 1984; Kurikulum periode 1994; Kurikulum periode 2004
(KBK); Kurikulum KTSP dan yang terbaru sekarang adalah Kurikulum 2013."

Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami perkembangan
yang signifikan. Dengan keadaan yang semakin berkembang, teknologi yang
semakin canggih, dan perkembangan sains pada zaman sekarang, maka
kurikulum disusun menyesuaikan dengan perkembangan sehingga mengalami
perubahan dengan bertahap untuk menyesuaikan dengan keadaan dan
perubahan agar menjadi lebih baik.”

Konsep kurikulum sendiri sudah ada sejak zaman Yunani kuno.
Adapun pengertian kurikulum versi Indonesia sebagaimana yang dituangkan
dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pada bab I pasal 1 ayat 19 yaitu kurikulum

adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran

3.

" Oemar H Malik, Model- Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PPs UPI, 2004),

* Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 7.

1



serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.’

Pengertian  kurikulum pada dasarnya merupakan sejumlah mata
pelajaran di sekolah atau di akademi/collage yang harus di tempuh oleh siswa
untuk mencapai tujuan sesuatu degree (tingkat) atau ijazah.* Jadi kurikulum
merupakan proses/tahapan yang harus dilalui oleh siswa untuk menyelesaikan
semua mata pelajaran dan mencapai tujuan yang ada di dalam sekolah.

Setiap teori kurikulum memiliki penekanan yang berbeda-beda.
Sebagian pendapat menekankan pada isi atau mata pelajaran sebagian
menekankan pada proses atau pengalaman, sedangkan yang lain menekankan
pada dua pendapat tersebut dalam arti menekankan pada isi atau mata
pelajaran, dan juga proses atau pengalaman.’ Perbedaan terhadap penekanan
dalam kurikulum akan mempengaruhi langkah-langkah implementasi sebuah
kurikulum.

Di tahun 2013 perubahan kurikulum kembali terjadi dan pihak
pemerintah menyebutnya sebagai ‘“pengembangan kurikulum” bukan
“perubahan kurikulum”. Istilah ini bisa jadi untuk menghindari dampak
psikologis, dan bukan persoalan substansinya kenapa kurikulum itu terjadi

perubahan.’

? Binti Ma’unah, Pendidikan Kurikulum SD-MI. (Surabaya: elkaf, 2005), 1.

* Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012), 2.

> Muhammad  Zaini, Pengembangan Kurikulum (konsep implementasi evaluasi dan
inovasi). (Yogyakarta: Teras, 2009), 7.

® Imas Kurinasih & Berlin Sani. Implementasi Kurikulum 2013 (konsep dan penerapan).
(Surabaya: Kata Pena, 2014), 32.



Upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan sistem
pendidikan Nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan
zaman ini terus dilakukan. Hai ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional
kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.
Menghasilkan produk pendidikan yang kreatif, mandiri, produktif, dan juga
memiliki karakter yang kuat.”

Pihak Kementerian Pendidikan Nasional mengakui bahwa
penyusunan Kurikulum 2013 sudah dimulai sejak tahun 2010. Wakil
Presiden pada waktu itu menegaskan mengenai ide relevansi dan beban
pelajaran di sekolah. Terjadi beban berlebihan dari peserta didik, tetapi tidak
jelas apakah peserta didik mendapatkan sesuatu yang seharusnya dari
pendidikannya. Sudah waktunya tegas Budiono memikirkan apa yang
seyogyanya diajarkan agar manusia Indonesia mampu berkontribusi bagi
kemajuan bangsa.8

Kurikulum 2013 lebih bersifat tematik integratif yang berarti bahwa
ada mata pelajaran yang akan terkait satu sama lain, yakni dengan kata lain
mata pelajaran bukan dihilangkan melainkan di gabung. Di tingkat
SMP/MTs, jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10 dan jumlah jam
pelajaran bertambah dari 32 jam menjadi 38 jam per-minggu.

Pelaksanaan kurikulum terbagi atas dua tingkatan, yaitu pelaksanaan

kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pada

" Imas Kurinasih & Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013,(jakarta: Prenada Media,
2013), 32.

8Sulaiman, Attp.//www. kompashariini. blogspot.con/2012/08/kompas-edisi-rabu-29agustus-
2012,htmi?m=1, (15 Mei 2015),2.


http://www.kompashariini.blogspot.com/2012/08/kompas-edisi-rabu-29agustus-2012,html?m=1
http://www.kompashariini.blogspot.com/2012/08/kompas-edisi-rabu-29agustus-2012,html?m=1

pelaksanaan kurikulum sekolah, maka kepala sekolah yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang
dipimpinnya. Sedangkan pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas, maka yang
berperan besar adalah guru.9

Dengan disiapkannya kurikulum 2013 ini menjadi tantangan bagi
para guru (tenaga pendidik) untuk dapat menerapkan dan menyesuaikan
kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, guru tidak lagi dibebani dengan
kewajiban membuat silabus. Silabus dan bahan ajar di buat oleh pemerintah,
sedangkan guru hanya menyiapkan RPP dan media pembelajaran. Dengan
perubahan yang terjadi guru memaksimalkan dalam penyusunan materi yang
berkaitan, penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan
berfikir peserta didik agar dapat membangun karakter dan emosionalnya,
serta penilaian yang sesuai. 10

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi seperti
sekarang ini juga harus diikuti oleh setiap individu. Begitupun dalam dunia
pendidikan, guru harus mampu dan siap menghadapi perubahan yang terjadi
dilingkungannya terutama dalam hal pendidikan. Dalam persiapan
implementasi kurikulum 2013 masih banyak terjadi kekurangan yang bisa
menghambat keberhasilan dari tujuan kurikulum 2013.

Penerapan Kurikulum 2013 sendiri sudah dimulai. Karenanya, kepala

sekolah dan guru dari sekolah yang ditetapkan untuk mengikuti pendidikan

58.

 Muwahid Shulham dan Soim, Manajemen Pendidikan Islam. (Yogyakarta: teras, 2013),

10 Ibid., 58.



dan pelatihan. Namun demikian, ada berbagai kesulitan yang dihadapi, mulai
dari perubahan pola kegiatan belajar mengajar di kelas dari guru mengajar
dan murid belajar. Berbagai masih banyak kekurangan yang ada dalam
perencanaan implementasi kurikulum. Kondisi seperti sekarang ini
menunjukan bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa dan cenderung
memaksakan adanya perubahan kurikulum.''

Sejauh ini masih banyak terjadi pro-kontra di kalangan praktisi
pendidikan terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pihak yang
mendukung kurikulum baru ini menyatakan, kurikulum 2013 memadatkan
pelajaran sehingga tidak membebani siswa, lebih fokus pada tantangan masa
depan bangsa, dan tidak memberatkan guru dalam dalam penyusunan
kurikulum pengajaran. Pihak yang kontra menyatakan, kurikulum 2013
kurang fokus karena menggabungkan beberapa mata pelajaran. Ini terlalu
ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan dari setiap masing-
masing guru.12

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar
Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Menurutnya kebijakan
pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis observatif
integratif itu dinilai mengabaikan kesiapan guru. Belum benyak guru yang
tahu  bagaimana  konsep  kurikulum  2013. Pemerintah  tidak

mempertimbangkan kondisi hiterogen guru terutama guru dipedalaman,

" Imas Kurinasih & Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 (jakarta: Prenada Media,

2013), 35.
12 Muhammad, Attp./www.airlangga-edu.com/?page=artikel_detail&&no-19. (05 Juni

2015), 2.


http://www.airlangga-edu.com/?page=artikel_detail&&no-19

mereka tidak mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru apalagi
dalam waktu yang singkat.

Kurangnya pemahaman dari guru dalam menerapkan kurikulum 2013
akan bisa menimbulkan kesalahan yang dilakukan oleh guru sendiri. Masih
banyak guru yang beranggapan dalam kurikulum 2013 ini guru tidak lagi
perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata
pelajaran yang harus tetap dijelaskan oleh guru. Banyak juga guru-guru yang
belum siap secara mental dengan implementasi kurikulum 2013 ini, karena
kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, dan pada kenyataan sangat sedikit
para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar
bisa membuka cakrawala berfikir guru. Selain itu guru tidak pernah
dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, karena
pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang
sama."

Belajar dari pengalaman perubahan-perubahan kurikulum yang rutin
dilakukan oleh pemerintah harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah
dalam menerapkan kebijakan, jangan hanya sekedar mengkaji isi substansi
dari sebuah kurikulum. Namun juga harus mengkaji dan mempertimbangkan
operasional penerapan kurikulum baru di sekolah-sekolah juga harus
diperhatikan.

Ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan pemerintah dalam

menerapkan kebijakan implementasi kurikulum 2013 ini. Pertama, kesiapan

B 1bid., http/www.airlangga-edu.com/page=artikel detail&&no-19.3.
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guru sebagai elemen terpenting dalam mewujudkan tujuan kurikulum.
Kedua, kesiapan sekolah mulai dari kondisi sekolah dan infrastruktur yang
ada di setiap sekolah. Ketiga, kesiapan dokumen seperti buku pelajaran,
buku panduan untuk guru, dan dokumen lain sebagai pendukung. Seharusnya
pemerintah mempertimbangkan serta mengkaji kembali tentang kesiapan
dari guru, sekolah, dan dokumen yang mendukung proses penerapan
kurikulum 2013, karena belajar dari perubahan-perubahan kurikulum yang
terdahulu masih benyak kekurangan dan perubahan kurikulum 2013 ini
bukan hanya sekedar menjadi agenda tahunan yang justru merugikan. 14
Sementara itu dalam bidang keagamaan terjadi juga perkembangan
dengan munculnya banyak aliran keagaamaan. Dampak nyata yang dirasakan
bangsa Indonesia saat ini adalah bermunculannya aneka ragam ekspresi
keyakinan keagamaan, politik dan budaya sebagai konsekuensi logis dari
iklim demokrasi. Partisipasi rakyat yang amat pro-aktif dalam
menggerakkan roda demokrasi sungguh patut dibanggakan, namun di sisi
yang lain, memunculkan keprihatinan kita manakala kran demokrasi dan
keterbukaan tersebut dimanfaatkan bagi berkembangnya berkembangnya
paham radikalisme dan anti-toleransi yang diusung berbagai organisasi

massa, baik yang bergerak di bidang politik, sosial ataupun keagamaan yang

" 1bid, _http/www.airlangga-edu.com/page=artikel detail&&no-19. 4.
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berpontensi merusak sendi-sendi kesatuan dan harmoni dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara."

Maraknya paham radikalisme, rendahnya nilai-nilai toleransi
terhadap realitas kemajemukan (pluralitas) yang menjadi jati diri bangsa,
memudarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar Negara yang mengayomi segenap warga negara tanpa
membedakan latar-belakang agama, budaya, ras, dan bahasa adalah wujud
nyata dari kelemahan kurikulum pendidikan nasional dalam mewujudkan
tujuan sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU RI no. 20 tahun
2003 pasal 3.16

Berbagai konflik yang berbau sentimen keagamaan seringkali
disebabkan oleh sifat eksklusifisme dalam pandangan keagamaan. Seorang
yang eksklusif menginginkan orang-orang yang tidak seagama berubah
menjadi seagama dengannya supaya memperoleh keselamatan. Konflik antar
umat beragama sering ditimbulkan karena penyebaran agama, dan yang lebih
potensial adalah penyebaran agama yang disertai dengan sikap militan.'’

Sikap eksklusifisme pemeluk agama seperti tersebut di atas kemudian
akan menimbulkan ekstrimisme dalam beragama. Sikap ini ditengarai dapat
juga menjadi penyebab konflik, karena berimplikasi pada sebuah pandangan

tunggal tentang kebenaran (absolutisme) yang tidak mengakui kebenaran

"> Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Masa Depan Islam di Indonesia” dalam Abdurrahman Wahid
(ed.), Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta: The
Wahid Institute, 2009), 9.

" Ibid., 9.

7 Kaustar Azhari Noer, "Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan" dalam
Passing Over, Melintasi Batas Agama, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (Jakarta:
Gramedia, 1998), 128.



yang ada diluar agamanya.18 Jika sikap tersebut terus di pegangi oleh para
pemeluk agama, maka disharmoni menuju konflik akan senantiasa terbuka
lebar di tengah di masyarakat.

Tak hanya konflik bernuansa agama sebagaimana termaktub di atas,
paham demokrasi juga mendapat tentangan hebat dari kalangan muslim-
puritan sebagai sistem politik yang jauh dari nilai Islami. Bagi mereka,
demokrasi adalah produk Barat tentang kedaulatan rakyat yang bertentangan
dengan ajaran Islam tentang kedaulatan Tuhan, mereka memegang dasar
surat Al- Maidah ayat 44 yang berbunyi
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“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri
kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka,
disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka
menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-
ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang
yang kafir”

Sementara kalangan kelompok Islam-moderat, pada umumnya,
sepakat bahwa prinsip shura merupakan sumber etika demokratis dalam

Islam dengan dasar surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

'8 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural (Bandung: Mizan, 2000), 198.
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'aftkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu.” Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad,
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Hal ini menunjukkan adanya polarisasi di tengah masyarakat muslim
Indonesia tentang sistem politik negara yang menjadi fokus kajian dalam
Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam).*

Baru-baru ini, ada temuan dari Lembaga Kajian Islam dan
Perdamaian (LaKIP) tentang potensi radikalisme di Indonesia. Dalam
penelitian yang dipimpin Bambang Pranowo, guru besar Sosiologi Islam di
Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari
2011, terungkap bahwa hampir 50 persen pelajar setuju tindakan kekerasan
berdasarkan radikalisme. Data itu juga menyebutkan 25 persen siswa dan 21
persen guru menyatakan Pancasila tak relevan lagi. Yang lebih

mencengangkan, ada 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju

penerapan syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju

' Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik,
ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
2 Abou el-Fadl, Is/lam dan Tantangan Demokrasi (Jakarta : Ufuk Press, 2004), 14.
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dengan kekerasan demi solidaritas agama mencapai 52,3 persen siswa. Di
antaranya, ada 14,2 persen yang membenarkan serangan bom. Data ini
menunjukkan dua hal. Pertama, ada kesadaran dan keinginan sebagian orang
di Indonesia untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi syariat
Islam. Hal lain adalah tingginya potensi tindak kekerasan atas nama
agama.”!

Temuan intoleransi juga terjadi di sekolah, di mana masih ada siswa
yang cenderung menolak Ketua OSIS yang berbeda agama merupakan hasil
dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan
dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penelitian tersebut
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi
kasus dengan subjek siswa SMA/sederajat, guru, dan kepala sekolah dua SMA
negeri dan dua SMA swasta di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Kota
Singkawang, Kalimantan Barat.**

Benih-benih intoleransi itu tampak pada masih adanya siswa maupun
guru yang menganggap Ketua OSIS harus dari agama mayoritas, pemimpin
harus yang seagama, memilih teman yang seagama atau pun satu etnis, hingga
tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama.

Penelitian itu mengungkapkan benih intoleransi ini muncul karena berbagai

2! Tirto, “dibalik menguatnya intoleransi di indonesia”, https://tirto.id/di-balik-

menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl , diakses tanggal 3 September 2017

> Wawan H Prabowo, asal muasal penelitian kemendikbud dan temuan sikap intoleransi
di sekolah; http://nasional kompas .com/read/2017/05/03/14380761/asal muasal penelitian
kemendikbud dan temuan sikap intoleransi di seckolah, diakses tanggal 3September 2017



http://indeks.kompas.com/tag/intoleransi
http://indeks.kompas.com/tag/sekolah
http://indeks.kompas.com/tag/kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan
https://tirto.id/di-balik-menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl
https://tirto.id/di-balik-menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl
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faktor seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di
sekolah, penanaman nilai agama yang eksklusif, hingga faktor keluarga yang
masih kuat ikatan primordialnya.”

Berbagai konflik yang berbau sentimen keagamaan seringkali
disebabkan oleh sifat eksklusifisme dalam pandangan keagamaan. Seorang
yang eksklusif menginginkan orang-orang yang tidak seagama berubah
menjadi seagama dengannya supaya memperoleh keselamatan. Konflik antar
umat beragama sering ditimbulkan karena penyebaran agama, dan yang lebih
potensial adalah penyebaran agama yang disertai dengan sikap militan.**
Sikap eksklusifisme pemeluk agama seperti tersebut di atas kemudian akan
menimbulkan ekstrimisme dalam beragama. Sikap ini ditengarai dapat juga
menjadi penyebab konflik, karena berimplikasi pada sebuah pandangan
tunggal tentang kebenaran (absolutisme) yang tidak mengakui kebenaran yang
ada diluar agamanya.” Jika sikap tersebut terus di pegangi oleh para pemeluk
agama, maka disharmoni menuju konflik akan senantiasa terbuka lebar di
tengah di masyarakat.

Tak hanya konflik bernuansa agama sebagaimana termaktub di atas,
paham demokrasi juga mendapat tentangan hebat dari kalangan muslim-
puritan sebagai sistem politik yang jauh dari nilai Islami. Bagi mereka,

demokrasi adalah produk Barat tentang kedaulatan rakyat yang bertentangan

> Ibid.,

2 Kaustar Azhari Noer, "Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan" dalam
Passing Over, Melintasi Batas Agama, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (Jakarta:
Gramedia, 1998), 128.

2 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural, (Bandung: Mizan, 2000), 198.
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dengan ajaran Islam tentang kedaulatan Tuhan, sementara kalangan kelompok
Islam-moderat, pada umumnya, sepakat bahwa prinsip shura merupakan
sumber etika demokratis dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya polarisasi
di tengah masyarakat muslim Indonesia tentang sistem politik negara yang
menjadi fokus kajian dalam materi Fikih Siyasah.”®

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang tercapainya
tujuan pendidikan nasional yaitu dengan memasukkan agama sebagai salah
satu mata pelajaran yang harus ada dalam setiap jenis, jalur dan jenjang
pendidikan. Adapun salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan dalam
setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yaitu pendidikan agama Islam.
Namun sangat disayangkan bahwa keberadaan pendidikan agama Islam kini
kembali dipertanyakan. Belakangan banyak orang yang menggugat bahwa
pendidikan agama Islam justru mengajarkan intoleransi, anti demokrasi dan
kekerasan.

Gugatan-gugatan yang dilayangkan sebenarnya bukanlah tanpa sebab
karena berdasarkan beberapa temuan di beberapa daerah di Indonesia,
menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam mengalami berbagai masalah
mulai dari lingkungan sekolah, kurikulum, guru dan buku ajar hingga buku
LKS itu sendiri.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Maarif Institute pada
tahun 2001 tentang pemetaan problem radikalisme di kalangan sekolah

menengah umum (SMU) negeri yaitu di empat daerah Pandeglang, Cianjur,

2 Abou el-Fadl, Is/am dan Tantangan Demokrasi (Jakarta : Ufuk Press, 2004), 14
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Yogyakarta dan Solo menunjukkan bagaimana sekolah dapat menjadi tempat
masuknya paham radikalisme. Keberadaan sekolah dan lembaga pendidikan
sebagai ruang terbuka bagi semua organisasi-organisasi keagamaan seringkali
dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memasukkan paham-paham
keagamaan mereka mulai dari paham yang moderat hingga paham keagamaan
yang radikal. Kondisi seperti ini mempunyai konsekuensi makin banyaknya
siswa yang terpengaruh pada paham-paham radikal keagamaan®’

Selaras dengan riset maarif Institute, hasil riset yang dilakukan oleh
Abu Rocmad menunjukkan bahwa banyaknya unit-unit kajian keislaman di
sekolah yang proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga menyebabkan
unit kajian keislaman rentan terhadap penyebaran paham radikal. Selanjutnya
adanya beberapa pernyataan dalam buku ajar dan buku lembar kerja siswa
yang dapat mendorong lahirnya sikap intoleran dan eksklusif dalam diri siswa.

Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama
(Madrasah) diharapkan mampu berperan dalam menanggulangi dampak
ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang
mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang rahmatal lil alamin dan toleran.*®

Setelah pendidikan kita berkembang dan menuju era modern dengan
pengembangan kurikulum yang slalu disesuaikan dengan konteks zaman,

maka seharusnya kita juga mempunyai kurikulum yang menedepankan pola

" AF, Ahmad Gaus. (2005). Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam
Kontemporer, Jakarta: Paramadina, hal. 175

28http://bimalsislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan—radikalisme-dan-
ekstremisme-berbasis-agama-, diakses tanggal 3September 2017


http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama-
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/penanggulangan-radikalisme-dan-ekstremisme-berbasis-agama-
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pikir kekinian dan tidak hanya mengikuti pemikiran lama yang masih
didominasi dengan pemikiran yang belum bersifat plural.

Dalam kurikulum 13 yang mengedepankan konteks tematik
seharusnya menjadi jawaban akan kebutuhan masa kini khususnya dalam
kurikulum 13 Fikih Siyasah yang sampai kini masih membahas tentang
keKhilafah an sebagai bentuk pemerintahan dalam Islam. Belum adanya
konteks demokrasi yang Islami sebagai materi dalam mata pelajaran Fikih di
Aliyah menjadi sebuah tanda tanya yang mana negara Indosesia menganut
model demokrasi dalam bernegara. Hal inilah yang membuat disertasi ini
mengambil judul Komponen Kurikulum 2013 Fikih Siyasah Madrasah
Aliyah Kelas XII Perspektif Civic Education.

Pendidikan kewarganegaraan (Civil Educaton) mempunyai banyak
pengertian dan istilah. Dalam majalah 7he Citizen and Civic, Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) Henry Randall Waite merumuskan
pengertian Civics sebagai “The science of education, the relation of man, the
individual, to man in organized collections, the individual in his relation to
the state” (ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang
lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seseorang
individu dengan negara). Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan oleh
Muhammad Numan Somantri sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang
membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-
perkumpulan yang terorganisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, (b)

individu-individu dengan negara. Edmonson merumuskan makna Civics ini
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dengan “Civics is usually defined as the study of government and of
citzenship, that is, of the duties, right and privileges of citizens” (Civics
selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan
kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa
warga negara). Pengertian ini menunjukan bahwa Civics merupakan cabang
dari ilmu poltik. Sebagaimana tertuang dalam Dictionary of Education
sebagai berikut “Civics (is) the elements of political science or taht branch
of political science dealing with the right and duties of citizens’ (Civic
merupakan komponen dari ilmu politik atau cabang ilmu politik yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara).29

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan Civics adalah
education. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond, seperti dikutip
Somantri, menjelaskan rumusan education sebagai berikut; “Education as it
relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense,
education includes only legal status in country adn the activities closely
related to the political function-voting, governmental organization, holding
of office, and legal right and responsibility....”. Citizen sebagaimana
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian:
(salah satunya) dalam arti luas, education hanya mencakup status hukum

dalam sebuah negara dan kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan

2 Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2006), 5.



17

pemilu, oranisasi-organisasi pemerintah, pemegang kekuasaan, dan hak legal
serta bertanggungjawab).”

Dapat dikatakan bahwa Civics dan Education erat kaitannya dengan
urusan warga negara dan negara. Pendidikan Demokrasi secara substantif
menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai,
budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-
unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu
negara.’'

Sementara itu, jikalau kita menyimak ruang lingkup kajian Fikih
Siyasah pada Madrasah Aliyah yang tertuang dalam Keputusan Menteri
Agama No. 165 tahun 2014, nyata sekali bahwa kurikulum Fikih Siyasah
belum menyentuh aspek dan nilai yang lebih mendasar dan urgen sesuai
realitas politik dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti sistem
politik demokrasi dan pandangan tentang keragaman (pluralitas) bangsa
dalam keyakinan, ekonomi, sosial, budaya, ras, dan etnis. Padahal kajian-
kajian tersebut justru memiliki peran yang amat vital untuk membekali
generasi muda Islam sebuah pemahaman tentang nilai dan moralitas Islam
sebagai agama rahmatan Ii al-‘alamin yang menjunjung tinggi etika sosial
dan harkat kemanusiaan sebagai khalifat Allah fi al-ard.

Akibat dari kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam,
khususnya mata pelajaran Fikih sebagaimana termaktub di atas, berimplikasi

pada munculnya sikap eksklusifisme beragama dan penolakan terhadap

30 {10
Ibid., 5.
31 Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 6.
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sistem demokrasi Pancasila sebagaimana penulis paparkan di depan, hal ini
dikarenakan kurikulum pendidikan agama Islam yang diberikan pada peserta
didik kurang menekankan pada nilai-nilai moral seperti; kasih sayang,
pluralisme, toleransi, dan cinta. Kurikulum Fikih juga kurang memberikan
apresiasi terhadap penganut paham keagamaan lain sebagai bagian dari sikap
menghormati nilai kemajemukan.

Hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi awam dalam memahami
perbedaan dan bahkan bersikap eksklusifisme dan absolutisme dalam

32
beragama.

maka penulis merasa perlu melakukan tinjauan terhadap
kurikulum Fikih Siyasah yang dilandaskan pada Keputusan Menteri Agama
Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014 dan Buku Fikih Madrasah
Aliyah Kelas XII. Adapun buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII yang akan
penulis teliti ada tiga penerbit. Pertama: Terbitan Kementrian Agama RI, Tim
Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Akik Pustaka. dengan
menggunakan perspektif civic education.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian penulis tentang latar belakang penyusunan disertasi ini,

ada beberapa masalah yang dapat penulis identifikasikan, yaitu :
1. Kurikulum Fikih Siyasah pada Madrasah Aliyah hanya mengkaji tentang

hal-ihwal kepemimpinan (Khilafah ), meliputi dasar penegakan dan

sistem pengangkatan, syarat-syarat khalifah, ahAl al-hall wa al-'agd dan

32 Kaustar Azhari Noer, Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat

Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama, dalam Th. Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik
dan Pendidikan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), 239.
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majelis shura. Kajian Fikih Siyasah belum menyentuh pada masalah
krusial yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia kontemporer seperti
legalitas sistem demokrasi.

2. Terjadi diskursus seputar keabsahan (legalitas) sistem demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dimana terdapat segolongan umat
Islam yang menolak paham tersebut sebagaimana konsep Hizbut Tahrir
tentang khilafah yang berarti pemerintahan Islam adalah wajib dan
sebagai salah satu agenda di dalam perjuangan politiknya. Dimana hal
ini bukanlah pemikiran yang baru, tetapi warisan pemikiran dan
kesepakatan ulama orfodok Islam yang secara sadar mengakui
kepemimpinan dan pemerintahan Islam sebagai sebuah keniscayaan yang
harus ditunaikan apabila ingin menerapkan hukum Islam pada segala
aspeknya yang berimplikasi pada timbulnya gesekan sosial, bahkan
politik sehingga terjadi dis-harmoni di masyarakat,terjadinya gerakan
radikalisme dan intoleransi di masyarakat yang mengancam kerukunan
antar umat beragama.

Berangkat dari identifikasi masalah sebagaimana termaktub, dan agar
fokus kajian dalam penelitian ini tidak melebar, penulis memberi batasan-
batasan masalah sebagai berikut :

1. Kajian tentang kurikulum Fikih Siyasah penulis batasi dalam Keputusan
Menteri Agama No. 165 tahun 2014, tentang KI dan KD serta materi

yang terdapat dalam bahan ajar Fikih di tingkat Madrasah Aliyah.
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2. Kurikulum 2013 Fikih Siyasah pada Madrasah Aliyah penulis lakukan

peninjauan dengan menggunakan perspektif civic education.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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C. Rumusan Masalah

Hal-hal yang akan penulis teliti dalam disertasi ini meliputi beberapa

permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana komponen kurikulum 2013 mata pelajaran fikih kelas XII

Madrasah Aliyah materi khilafah (pemerintahan dalam islam) dalam
Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2014 perspektif civic

education?

. Bagaimana isi materi khilafah (pemerintahan dalam islam) dalam bahan

ajar fikih kelas XII Madrasah Aliyah terbitan Kementrian Agama RI,
Busantik terbitan Tim pendidikan tarbiyatul alamin Mojokerto dan modul

Hikmah terbitan Akik pustaka perspektif civic education?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari disertasi ini dapat penulis rumuskan sebagai

berikut:

1.

Memahami Komponen Kurikulum 2013 mata pelajaran Fikih dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 Materi Khilafah
(Pemerintahan Dalam Islam) kelas XII Madrasah Aliyah

Menganalisis Komponen Kurikulum 2013 mata pelajaran Fikih dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 Materi Khilafah
(Pemerintahan Dalam Islam) kelas XII Madrasah Aliyah perspektif civic
education.

Menganalisis isi Materi Khilafah  (Pemerintahan Dalam Islam) mata

pelajaran Fikih kelas XII Madrasah Aliyah yang terdapat dalam bahan
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ajar Fikih terbitan Kementrian Agama RI, Busantik terbitan Tim
Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Modul Hikmah terbitan

Akik Pustaka Tuban perspektif civic education.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian Disertasi

ini antara lain :

1.

Kegunaan secara teoritis
Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat kepada
para pembaca tentang konsep Fikih Siyasah khususnya materi Khilafah
dalam yang lebih bernuansa humanistik dengan mengakomodasi konsep-
konsep demokrasi dan pluralisme agar mampu membentuk sikap dan cara
pandang siswa yang demokratis, saling menghormati dan memiliki rasa
toleran yang tinggi dalam memandang kemajemukan serta perbedaan
yang sesuai dengan spirit Islam sebagai agama rahmatan /il-'Alamin.
Manfaat Praktis dari Penelitian

Pertama, hasil penelitian disertasi ini dapat menambah
perbendaharaan literatur ilmiah bagi perpustakaan program pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel tentang ilmu pendidikan
dan hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian disertasi ini dapat bermanfaat sebagai
masukan atau referensi ilmiah bagi para guru Fikih dalam
mengembangkan materi ajar Fikih Siyasah dalam Kurikulum 2013 di

tingkat lembaga Madrasah Aliyah.
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Ketiga, hasil penelitian disertasi ini menjadi karya intelektual bagi
penulis dalam mengasah kemampuan berfikir kritis, analisis dan ilmiah.
Hal ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan potensi intelektual
dan kemampuan berfikir ilmiah sebagai modal dasar dalam
pengembangan kehidupan intelektual penulis di masa-masa yang akan
datang.

F. Kerangka Konseptual
1. Konsep Fikih Siyasah

Fikih menurut makna etimologisnya adalah “al-fahm’
(pemahaman), “fasawwur’ (persepsi) dan “idrak” (kognisi).”> Secara
terminologis, Fikih adalah disiplin keilmuan yang konsen pada hukum-
hukum syara' yang bersifat praktis yang diderivasikan dari dalil-dalil yang
terperinci. Secara terminologis fikih adalah disiplin keilmuan yang
konsen pada hukum-hukum syara’ yang kemudian membedakan dengan
tegas antara pemahaman (understanding) dan penafsiran (interpretation)
untuk memproteksi otentisitas dan kesempurnaan wahyu.’* Jadi fikih
lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-
kaidah yang bersifat bayaniyah, dan tidak pada tafsiran yang fungsional

bagi kehidupan manusia.

3 Walaupun fikih merupakan pemahaman, persepsi dan kognisi manusia, akan tetapi
sering kali metode dan hasilnya direpresentasikan sebagai “aturan Tuhan”. Walaupun teks
diyakini sebagai sempurna dan abadi, akan tetapi interpretasinya tidak terlepas dari tafsir dan
pandangan dunia yuris. Meskipun demikian, interpretasi tersebut dipresentasikan sebagai
perintah Tuhan untuk tujuan, kepentingan, agenda sekolompok kecil penguasa. Lihat, Jasser
Auda, Maqasid al-Shari ‘ah as Philosophy Of Islamic Law : a System Approach (The
International Institute of Islamic Thought London-Washington, 2008) ,193.

** Sinasi Gunduz dan Cafer S. Yaran (ed), Dlalectial Relation Between Change and
Turkish Intellectual Tradition (Washington D.C.: The Council for Research in Value and P), 82.
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Adapun kata Siyasah merupakan bentuk masdar dari kata sasa,
memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali,
cara pengendalian, mengatur (regelen), mengurus(besturen), dan
memerintah (sturen), seperti para penguasa mengatur dan mengurus
rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan™, dan juga mengatur kehidupan
masyarakat®®. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau
membuat kebijaksanaan (politic dan policy)’’.

Secara terminologis, Siyasah adalah suatu perbuatan yang
membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak
mewahyukannya,”® atau undang-undang yang diletakkan untuk mengatur
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sedangkan
Ahmad Fathi Bahanthi mendefinisikan Siyasah sebagai pengurusan
kepentingan-kepentingan (masalil) umat sesuai dengan tuntunan Syara'*’.
Kurikulum Madrasah 2013

Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj,
yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada

bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan

» Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi, 7aj al-'Urus min

Jawahir al-Qamus, Vol. 1, 3978; Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, vol VI, 107: Luwis Ma'luf, A/
Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam (Beirut : Dar al-Mashriq, 1986), 59.

3% Abd al-Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Y ogyakarta : Tiara Wacana, 1994), viii.
37 Rohi Ba'labaki, a/-Maurid (Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1988), 653; J. Suyuthi Pulungan,

Figh Siyasah (Jakarta : Rajawali, 1994), 23.

¥ Ibn Qayyim al-Jauziyah, Turug al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah (Kairo :

Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961), 16; lihat pula Khallaf, a/-Siyasah, 17.

%% Khallaf, al-Siyasah, 4-5.
%0 Ahmad Fathi Basanthi, a/-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Shari'ah (Mesir : Dar al-Urubah,

1965),61.
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terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk
mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauly
dalam Muhaimin menjelaskan bahwa a/-Manhaj sebagai seperangkat
rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam
mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.*' Sedangkan Omar
Hamalik mengartikan kurikulum sebagai program pendidikan yang
disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.*.

Adapun secara etimologi, berkembang beberapa definisi
kurikulum yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang
dianut. Rogen (1966) dan Robert S. Zais (1976) dalam Hamalik,
mendefinisikan kurikulum sebagai mata pelajaran atau bidang studi.
seperti ungkapan Rogen (1966) : “the curriculum has meant the subject
taught in school, or the course of study”. * dan Robert S. Zais (1976)
dalam Syaodih, mengartikannya sebagai: “ A race course of subject
matters to be mastered™

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Knezevich (1961),
dimana kurikulum didefinisikan: “Curriculum as all experiences for leaner
provided under the direction of an institution for education.” , sedangkan

J. Galen Saylor dan william M. Alexander (1956), mengartikannya : “7The

' Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja

Grafindo, 2004),1.

*2 Omar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 65.

“ Oemar Hamalik, Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum (Bandung
Mandar Maju, 1992), 56.

* Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek (Bandung
: Rosdakarya, 2000), 4.
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curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning,
whether in the classroom, on the playground, or out of school. ™

Kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa kurikulum adalah
seluruh pengalaman belajar siswa yang diupayakan pihak sekolah atau
lembaga pendidikan, baik di dalam kelas, halaman sekolah maupun diluar
sekolah.

Dalam Bab [ Ketentuan Umum pasal 1, ayat 19 Undang-Undang
RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.*

Dengan
demikian ada tiga komponen yang termuat dalam kurikum yaitu tujuan,
isi dan bahan pelajaran, serta cara pembelajaran, baik yang berupa strategi
pembelajaran maupun evaluasinya.

Kurikulum 2013 diciptakan untuk menjawab tantangan baik
internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan
kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu

kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

* Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, Administrasi Pendidikan (Malang :

FKIP IKIP Malang, 1989), 65.

2008),2.

* Asep Jihad, Pengembangan Kurikulum Matematika (Bandung : Multi Pressindo,
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kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
. Konsep Civic Education.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta
didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan (Civil Educaton) mempunyai banyak
pengertian dan istilah. Dalam majalah 7he Citizen and Civic, 4
Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Henry Randall Waite (1886)
merumuskan pengertian Civics sebagai “The science of education, the
relation of man, the individual, to man in organized collections, the
individual in his relation to the state” (ilmu tentang kewarganegaraan,
hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan
yang terorganisir, hubungan seseorang individu dengan negara).”’

Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan oleh Muhammad Numan
Somantri sebagai [lmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan
manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang
terorganisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, (b) individu-individu
dengan negara. Edmonson (1985) merumuskan makna Civics ini dengan
“Civics is usually defined as the study of government and of citzenship,
that is, of the duties, right and privileges of citizens” (Civics selalu

didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan

4" Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 5.
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kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak
istimewa warga negara). Pengertian ini menunjukan bahwa Civics
merupakan cabang dari ilmu poltik. Sebagaimana tertuang dalam
Dictionary of Education sebagai berikut “Civics (is) the elements of
political science or taht branch of political science dealing with the right
and duties of citizens’ (Civics merupakan komponen dari ilmu politik
atau cabang ilmu politik yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
warga negara).48

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan Civics adalah
education. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond, seperti dikutip
Somantri, menjelaskan rumusan education sebagai berikut; “Education as
it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense,
education includes only legal status in country adn the activities closely
related to the political function-voting, governmental organization,
holding of office, and legal right and responsibility....” (Citizen
sebagaimana berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai
dua pengertian: (salah satunya) dalam arti luas, education hanya
mencakup status hukum dalam sebuah negara dan kegiatan-kegiatan yang
erat hubungannya dengan pemilu, oranisasi-organisasi pemerintah,
pemegang kekuasaan, dan hak legal serta bertanggungjawab).

Dapat dikatakan bahwa Civics dan Education erat kaitannya

dengan urusan warga negara dan negara. Pendidikan Demokrasi secara

8 Ibid., 6.



29

substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep,
sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang
meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara
dalam suatu negara.49

Indonesia dimasa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi
system pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warganegara
yang menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
bangsa dan Negra. Kehidupan demokratis didalam kehidupan sehari-hari
dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan
organisasi-organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dimulai,

diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan Negara

Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis dapatkan terkait dengan

kurikulum 13 dan kajian terhadap civic education dalam penelitian Disertasi

ini, antara lain :

1.

Wati, Suryaningtias Yundiah dari UIN Sunan Ampel Surabaya menulis
pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan multikultural di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Surabaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penerapan
kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru dalam proses belajar mengajar.

Pada kurikulum 2013 ini terdapat kompetensi sikap, yang mencakup

* Ibid, 7.
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aspek spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi
keterampilan.

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia akan memungkinkan
terjadi konflik diantara mereka dengan adanya kurikulum 2013 sesuai
dengan kompetensi sikap maka SMP Negeri 13 Surabaya menerapakan
pendidikan multikultural sebagai alat untuk meminimalisir adanya
konflik yang tidak diinginkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
peneliti menggunakan metode penelitian kaulitatif. Metode ini dipilih
agar diperoleh data penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh
mengenai Pengembangan Kurikulum 2013.

Melalui Pendidikan Multikultural di Sekolah Menengah Pertama
13 Surabaya. Adapun perolehan hasil dalam penelitian ini ditemukan
bahwa, (1) Pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan
multikultural di SMP Negeri 13 Surabaya dilatar belakangi oleh
beragamnya latar belakang siswa berdasarkan budaya, bahasa,
pengalaman-pengalaman belajar siswa di SMP Negeri 13 Surabaya dan
penanaman cara hidup menghormati, toleransi dan mengurangi praktik
diskriminasi dalam proses pendidikan dalam kelas maupun diluar kelas.
(2) Pelaksanaan pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan
multikultural di SMP Negeri 13 Surabaya masih belum maksimal
dikarenakan masih baru diterapkan sehingga masih banyak yang perlu

diperhatikan. (3) Faktor pendukung dalam pengembangan kurikulum
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2013 melalui pendidikan multikultural dalah keanekaragaman latar
belakang budaya peserta didik, dan fasilitas yang memadai.

Sedangkan masih banyak faktor penghambat salah satunya adalah
beberapa guru yang memiliki kurang pemahaman mengenai pendidikan
multikultural dan tidak ada jam khusus untuk membahas tentang
pendidikan multikultural yang didalamnya mengajrkan nilai, tujuan dan
visi ajaran multikulturalisme dan pluralisme.”

2. Rheza Firmansyah, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Tesisnya
“Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyasah” ini membahas
mengenai permasalahan status kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini
muncul ketika Arcandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi Sumber
Daya Mineral. Sempat diketahui bahwa Arcandra ini memiliki passport
warga negara Amerika Serikat, menurut UU No 12 tahun 2006 secara
sukarela Arcandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara
Indonesia. Pengangkatan inilah yang menjadi polemic di kalangan ahli
hukum tata negara mengapa sampai bisa lolos menjadi menteri. Akhirnya
diturunkanlah Arcandra dari kursi menteri ESDM. Tidak hanya kasus
Arcandra kasus Gloria pun turut mengikuti kasus yang menguatkan
tentang wacana kewarganegaraan ganda ini. Gloria adalah seorang warga
keturunan prancis yang gagal menjadi Paskibraka ketika 17 Agustus 2016

lalu. Dari kedua kasus ini muncullah wacana penerapan asas

0 Wati, Suryaningtias Yundiah, (“pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan
multikultural di sekolah menengah pertama negeri 13 surabaya.”), 2013. Surabaya : UINSA
Surabay.a



32

kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata
negara.

Dari permasalahan ini dia menemukan sebuah rumusan masalah
yang digunakan untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut
adalah Bagaimana tinjauan fikih siyasah terkait wacana dwi
kewarganegaraan di Indonesia? Selain itu untuk menambah
komperhensifnya penelitian ini dikaji pula tentang dampak yang
ditimbulkan jika Indonesia menerapkan asas dwi kewarganegaraan ini.
Apakah menimbulkan dampak yang postif ataukan menimbulkan dampak
yang negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara
Kedua rumusan maslah ini dijawab dengan menggunakan teori fikih
siyasah untuk membedah permasalahan ini.

Teori ini difokuskan kepada kajian hak- hak dan kewajiban warga
negara serta tugas negara dalam Islam. Dari kajian teori tersebut
muncullah hasil dari sebuah analisis yang dilakukan dari proses
penumpulan data dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum
tata negara Islam tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan
dikarenakan prinsip kewarganegaraan di dalam Islam adalah prinsip
akidah. Selain itu dwi kewarganegaraan ganda ini sangat riskan jika
diterapkan di Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan

kedaulatan negara akan terancam, spionase yang dilakukan oleh negara
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lain, ekspansi politik, ekonomi dan budaya yang kian sukar untuk
dibendung.”!

3. Abid Rohmanu. "Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam
Konsepsi Fikih Humanistik Abou el-Fadl", Jurnal Is/amica, PPs TAIN
Sunan Ampel, volume 4, No.l, (september 2009)% Penelitian ini
menemukan hal-hal sebagai berikut: 1). Jihad menurut Abou El Fadl
adalah sebuah prinsip, dan bukan institusi. Sebagai sebuah prinsip, jihad
mempunyai cakupan makna aplikasi yang tidak tunggal. Inti dari prinsip
jihad adalah spirit akhlak/moralitas dalam segenap aktivitas muslim
dalam menggapai kebaikan.

Jihad bagi Abou El Fadl tidak identik dengan kekerasan, karena
kekerasan sudah diwadai dalam konsep gital. Jihad juga tidak identik
dengan perang suci, terorisme, serta bukan simtom dari benturan
peradaban (clash of civilizations). 2). Epistemologi yang dikembangkan
Abou El Fadl bercorak humanistic. Kebenaran fikih menurut Abou El
Fadl bersifat subjektif selaras dengan keilmuan humaniora pada
umumnya. Epistemologi yang dianut ini selaras dengan metode
hermeneutika hukum yang ditawarkannya. 3). Konsepsi tersebut
menurutnya harus dijembatani dengan fondasi teologis yang humanis dan

fungsional bagi kehidupan dan harmoni antar sesama.

! Rheza Firmansyah, Dalam Tesisnya “Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif
Siyasah’, ( Tesis- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

°? Lihat Abid Rohmanu. "Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsepsi
Figih Humanistik Abou el-Fadl", Jurnal Is/amica, PPs TAIN Sunan Ampel, volume 4, No.l,
(september 2009), 17-34.
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Ahmad Safrudin dalam penelitian tesis di Universitas Sunan
Kalijaga Yogyakarta mengangkat persoalan demokrasi dalam perspektif
Abou El Fadl. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengagas bagaimana
konsep demokrasi dalam Islam menurut Abou El Fadl. Dari studinya,
Safrudin menyimpulkan bahwa tanpa iklim demokrasi, yakni tanpa
adanya konsen pada hokum dan moralitas, penafsir teks hukum akan
mudah terjebak otoritarianisme. Karenannya, ia berpendapat bahwa
menurut Abou El Fadl demokrasi adalah bukan nilai, akan tetapi hanya
sebuah cara atau metode untuk menghidarkan dari bentuk otoritarianisme
dan kesewenang-wenangan para penafsir hukum.”® Kesimpulan tentu bisa
dipertimbangkan ulang, karena Abou El Fadl menyatakan Demokrasi
pertama-tama adalah persoalan nilai dan moralitas, “Democracy ethical
good’, dan dalam kerangka inilah konsep dan praktek demokrasi dahulu
bisa dikembangkan®*.

4. Baidhowi, ‘Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila”, jurnal UNNES,
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016. Indonesia dengan keragaman agama,
suku dan budaya menjadi ciri khas kehidupan berbangsa. Slogan
"Bhinneka Tunggal Ika" mampu menunjukkan sikap persatuan. Pilihan
Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah teruji untuk sekian waktu.

Reformasi merupakan pertanda ketidak puasan terhadap pelaksanaan

33 Ahmad Safrudin, “Demokrasi dalam Islam: Studi atas Pemikiran Abou El Fadl” dalam
http://dilig.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-
ahmadsafru2120&qg-=......... abou%20el% ( 6 Juli 20015).2.

% El Fadl, Khaled Abou. “Is/am and the Challenge og Democracy”, Journal UCLA School
of Law



http://dilig.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-ahmadsafru2120&q=.........abou%20el%25
http://dilig.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka-ahmadsafru2120&q=.........abou%20el%25
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Pancasila. Namun reformasi bukan semata-mata kebebasan yang
keblabasan. Reformasi harus dimaknai sebagai pengingat bahwa
kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara yang bineka tunggal Ika harus
terus dikembangkan dan dimantapkan. Pancasila,merupakan rumusan dan
pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan hasil penggalian
nilai-nilai yang hidup di masyarakat, musti disampaikan dan diajarkan
kepada masyarakat. Hendaknya diyakinkan bahwa negara ini didirikan
oleh para pendiri bangsa untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Tujuan bangsa Indonesia tersebut harus tetap dipejuangkan realisasinya.
Tidak lantas menyimpulkan bahwa reformasi bangsa Indonesia,
menujukkan Negara Indonesia dengan Pancasila telah gagal dan harus
berubah ideologi bangsa.Khilafah sebagai sebuah ajakan pembentukan
negara bersarkan agama bagi negara Pancasila nampaknya kurang relefan.
Hal ini dapat ditinjau dari sisi historis,, normatif dan filosofid bangsa
Indonesia.”

5. Setyabudi Daryono, “Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-
Nabhani”, T E S I S, UIN Sultan Syarif Kasim 2011. Agama Islam adalah
sebuah agama sempurna yang telah memberikan informasi yang
komprehensif kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menapaki
kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat kelak. Wujud dari

kesempurnaannya, Islam mengatur perkara mu’amalah diantaranya sistem

*® Baidhowi, “Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila”, jurnal UNNES, Volume 2
Nomor 1 Tahun 2016.
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pemerintahan, cakupannya adalah tentang bentuk negara dan sekaligus
struktur pemerintahannya. Yang mendorong penulis meneliti masalah
stuktur Negara Islam adalah adanya kenyataan bahwa berbagai sistem
pemerintahan yang ada didunia saat ini sangat jauh dari sistem
pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi
isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum Muslim, yakni bahwa semua sistem
pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan
Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Akan tetapi,
yang menimbulkan kebingungan dalam diri kaum Muslim adalah dugaan
mereka, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi
strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan
kontemporer. Urgennya penelitian ini dilakukan, agar umat Islam dapat
mengetahui dan memahami bahwa Islam telah memiliki aturan yang
berkenaan dengan struktur negara dalam Islam. Setelah memahami,
diharapkan umat Islam tidak lagi mengambil dan menerapkan sistem dan
struktur negara yang tidak berasal dari Islam. Pengambilan dan penerapan
struktur negara Islam ini sangat menentukan terlaksananya hukum-hukum
Islam secara keseluruhan.™
H. Metode Penelitian
1. Metode dan Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitis dengan

pendekatan Studi kepustakaan yang mana dapat diartikan sebagai suatu

% Setyabudi Daryono, “Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani”, T E
S 1S, UIN Sultan Syarif Kasim 2011.
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langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus
dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan
data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan
penelitian lapangan ataupun laboratorium atau didalam museum.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode
Penelitian® mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi
kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan.”’

Selanjutnya menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan langkah
yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic
penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan
dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian
teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari
kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat
diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan
tesis), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila
kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk
disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena

itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasikan

" Moh. Nazir. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesi , 1988 )., 17.
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teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang
memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.58

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat
dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan
bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi
kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi
tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan
penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat
memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan
dengan penelitiannya’’

2. Teknik Penggalian Data

Dalam penelitian Disertasi ini, penulis melakukan penggalian data
terhadap kurikulum Fikih Siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai dengan
Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014, dan juga civic education
melalui studi pustaka (/ibrary research).

Penulis menggali data seputar kurikulum mata pelajaran Fikih
Siyasah dari berbagai sumber, seperti lampiran Keputusan Menteri
Agama No. 165 tahun 2014, dokumen, dan buku-buku literatur terkait
dengan isi kajian kurikulum Fikih Siyasah, sedangkan penggalian data

tentang civic education penulis dapatkan dari sejumlah karya baik dari

8 Moh. Nazir. Metode Penelitian, 17.
% Nana Syaodih Sukmadinata, Mefode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), 60.
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buku, makalah maupun artikel yang diterbitkan. Disamping penggalian

data dari sumber primer sebagaimana termaktub, penulis juga menggali

sumber data sekunder seperti hasil pemikiran ulama' Fikih klasik maupun
kontemporer sebagai referensi pembanding.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari bahan
pustaka (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini
diantaranya :

1. Buku Siswa Fikih Pendekatan Scientifik Kurikulum 2013 untuk
Madrasah Aliyah (Jakarta; Kementerian Agama, 2016), Busantik yang
diterbitkan Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan Modul
Hikmah terbitan Akik Pustaka..

2. Keputusan Menteri Agama Nomer 165 Tahun 2014 beserta
Lampiranya.

3. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Jakarta;
Erlangga, 2015).

Buku tersebut sebagai sumber data primer karena Buku Siswa

Fikih Pendekatan Scientifik Kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah

(Jakarta, Kementerian Agama, 2016) merupakan buku utama yang

digunakan siswa secara nasional dalam pembelajaran. Sedangkan

Keputusan Menteri Agama Nomer 165 Tahun 2014 beserta lampiranya

merupakan acuan dasar guru dalam mengimplementasikan pembelajaran
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Fikih pada siswa. Sementara buku PKN sebagai pembanding utama dalam
penelitian ini.

Disamping penggalian data dari sumber primer sebagaimana
termaktub, penulis juga menggali sumber data sekunder seperti hasil
pemikiran para ahli sebagai referensi pembanding di antaranya : Civic
Education (IAIN SA Press, Surabaya2011), Pendidikan Pancasila untuk
Mahasiswa (Bandung; Alfabeta, 2015), Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk Perguruan Tinggi (Yayasan Pena, Banda Aceh, 2016), Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta; Paradigma,
2016), Pendidikan Kewarganegaraan PKN Perguruan Tinggi (Yogyakarta;
UNY Press, 2008), Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat
Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidyatullah, 2006), Mewujudkan
Masyarakat Madani (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 2007), Nasionalisme Islam
Nusantara (Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2015), Ilusi Negara
Islam — Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta; PT.
Desantara Utama Media, 2010), Demokrasi di Negara-Negara Muslim
(Bandung; Mizan, 1999), Syariah Demokratik (Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2004), Kewargaan Multikultural (Jakarta; LP3ES, 2011),
Gelombang Demokrasi Dunia (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002) dan
buku-buku literatur terkait dengan bahan ajar yang dipakai oleh para guru
pada mata pelajaran Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah penulis dapatkan
dari sejumlah karyanya, baik dari buku, makalah maupun artikel yang

diterbitkan dalam jurnal ilmiah di website.
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4. Teknik Analisis data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan pendekatan
content-analysis. Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam analisis wacana
kritis, wacana tidak hanya dipahami semata-mata sebagai studi bahasa
dalam linguistik tradisional, tetapi juga menghubungkan dengan konteks,
seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi.*’

Kajian tentang komponen kurikulum Fikih Siyasah pada Madrasah
Aliyah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.
165 tahun 2014, penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan
content-analysis terhadap standar isi kurikulum Fikih Siyasah.

Kajian tentang bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata
pelajaran Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah, penulis lakukan dengan
menggunakan pendekatan content-analysis terhadap standar isi dan
materi berupa buku teks yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran
Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah. Analisis isi (content analysis) yaitu
menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen resmi, buku-buku
kemudian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisa
isinya. Atau membandingkan data satu dengan lainnya, kemudian
diinterprestasikan ~ dan  akhirnya  diberi  kesimpulan.”’  Peneliti

menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menganalisis

8 Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta : LKis, 2001), 7-

%! Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 87.
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karya-karya tertulis dari beberapa buku teks yang digunakan dalam

pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII.

Dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis),

menurut Klaus Krippendorff, ada 6 tahapan analisis isi yaitu : Unitizing,

Sampling, Recording, Reducing, Abductively infering, Narating.®*

1.

Unitizing yaitu mengambil data berupa karya-karya dari dari beberapa
buku teks yang digunakan dalam pembelajaran fikih Madrasah Aliyah
Kelas XII.

Samping yaitu penyederhanaan penelitian dengan membatasi data
sehingga terkumpul data-data yang memiliki tema yang sama yaitu
tentang komponen kurikulum 2013 pada pembelajaran fikih Madrasah
Aliyah Kelas XII perspeltif civic education.

Recording berarti pencatatan semua data yang ditemukan dan
dibutuhkan di dalam penelitian ini

Reducing adalah penyederhanaan data sehingga dapat memberikan
kejelasan dan keefisienan data yang diperoleh

Abductively inferring merupakan penganalisisan data lebih dalam
untuk mencari makna data yang dapat menghubungkan antara makna
teks dengan kesimpulan penelitian. Peneliti melakukan pemahaman
yang mendalam tentang komponen kurikulum 2013 pada
pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Kelas XII perspeltif civic

education. Selain itu penelitian dilakukan secara sistematis, artinya

62 Klaus Krippendorf, Content Analysis: An Indtroductions to its Methodology (Secondary
Edition), (California: Sage Publications, 2004), 27.
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dilakukan tidak saja melihat pada satu buku saja tetapi dari beberapa
penerbit lain sebagai pembanding.

6. MNarating ialah penarasian data penelitian untuk menjawab rumusan
penelitian yang telah dibuat. Pola pikir yang digunakan oleh penulis
dalam menarik kesimpulan penelitian ini ialah pola pikir induktif,
yaitu pola pemikiran yang berangkat dari suatu pemikiran khusus
kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Mengingat penelitian Disertasi ini menggunakan pendekatan studi
pustaka (/ibrary research), maka penjelasan teori maupun hasil analisis
data yang penulis sajikan bersifat deskriptif analisis. Karena hanya
mengandalkan data kepustakaan, penelitian ini juga disebut sebagai
penelitian sekunder, yakni pendekatan penelitian yang menggunakan data
yang telah selanjutnya dilakukan proses analisa dan interprestasi terhadap
data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini.*’ Karena itu, data dalam
penelitian ini diperoleh dari sumber tidak langsung, atau teks, yakni
dokumen data yang dihimpun dari buku-buku resmi materi Fikih dari
pemerintah serta buku-buku tentang civic education ®. Jenis penelitian
ini memungkinkan untuk melakukan rethinking secara konseptual

terhadap Fikih Siyasah, dalam presektif civic education.

%ndraB udi, PenelitianSekunder,dalamwww.es.ui.ac.id/WebKuliah/MetodologiPendidikanda
nPenelitianSekunder.ppt (16 Juni 2015),3.

4 Ada keunggulan dan kelemahan dari jenis studi pustaka dan sekunder. Di antara
keunggulannya bahwa penelitian pustaka relative murah pembiayaannya, subjek penelitiannya
tidak dapat diakses untuk diakses dan karenanya peneliti tidak perlu memasuki dunia subjek
penelitiannya secara fasilitas data bisa dipertanggungjawabankan karena didasarkan pada tulisan
orang yang ahli dibidang lihat selengkapnya dalam http://www.scribid.com/doc/6067785/Studi-
Dokumentasi ( 16 Juli 2015).



http://www.es.ui.ac.id/WebKuliah/MetodologiPendidikandanPenelitianSekunder.ppt
http://www.es.ui.ac.id/WebKuliah/MetodologiPendidikandanPenelitianSekunder.ppt
http://www.scribid.com/doc/6067785/Studi-Dokumentasi
http://www.scribid.com/doc/6067785/Studi-Dokumentasi
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I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Disertasi ini dapat penulis
uraikan sebagai berikut:

Bagian pertama, bab pendahuluan yang memuat latar belakang
penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka konseptual, penelitian terdahulu yang penulis gunakan. Pada
bagian akhir bab ini tak lupa penulis uraikan sistematika pembahasan isi
disertasi.

Bab kedua, berisi tentang landasan teoritis, meliputi kajian seputar
tinjauan tentang kurikulum, tinjauan tentang Fikih Siyasah, tinjauan tentang
Madrasah Aliyah serta civic education.

Bab ketiga berisi pembahasan disertasi yang meliputi penyajian data
komponen kurikulum mata pelajaran Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII
materi Khilafah sesuai Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014.

Bab keempat, berisi analisis tentang komponen kurikulum dan isi
materi dalam bahan ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII materi
Khilafah perspektif civic education.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi

guru Fikih , pimpinan sekolah serta pemerhati pendidikan.



BABII

KAJIAN TEORI

A. Fikih Siyasah
1. Pengertian Fikih Siyasah
Kata al-Figh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti.
Kata tersebut adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang agama
dan yurisprudensi Islam®. Secara etimologi, figh adalah keterangan
tentang pengertian atau paham terhadap maksud ucapan pembicara,®
atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan
perbuatan.®’
Adapun secara terminologi, figh adalah pengetahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan shari'ah mengenai amal perbuatan
manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci®®, yakni dalil-dalil

yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui istinbat atau

ijtihad®

% Muhammad bin Mukram bin Manzur, Lisan al-'Arab vol. XIII (Beirut : Dar al-Sadr,
1968); lihat pula T.M. Hasbi as-Shiddiqy, Pengantar limu Figh (Jakarta : Bulan Bintang, 1978),
30.

5 Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rif (Singapura : al-Haramain, tt), 168.

%"Muhammad Abu Zahrah, Usiul al-Figh (Beirut : Dar al-Fikr, 1958), 6; Abd al-Wahab
Khallaf, /lm Usul al-Figh, (Jakarta : Majlis a'la al-Indonesi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), 11.

S%Lihat Muhammad Abu Zahrah, Usal al-Figh.., 6; Abd al-Wahab Khallaf, Z/m Usul al-
Figh, 11; lihat pula Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkam, juz 1, hal. 1 (al-Maktabah al-
Shamilah).
Istinbat berasal dari kata nabata, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan air dari sumbernya
atau mengeluarkan sesuatu dari persembunyiaannya. Kemudian kata ini digunakan dalam arti
menggali hukum dari sumbernya, yakni al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan ijtihad, berasal dari
kata ( fjtahada — jahada) yang berarti mengerahkan segenap kemampuan atau menanggung beban
berat, digunakan dalam pengertian mencurahkan semua kemampuan untuk mencari atau menggali
hukum syara' yang bersifat operasional dari sumbernya, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dalam

44
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Menurut Abd al-Wahab Khallaf dalam Faishal Haq, hukum-
hukum amaliyah (figh) dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua macam,
yakni :

(a) Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah, seperti shalat,
puasa, zakat, haji dan lain sebagainya,

(b) Hukum-hukum yang berhubungan dengan mu'amalah, yang meliputi
hukum keluarga (ahwal al-shakhsiyyah), hukum ekonomi dan keuangan
(al-igtisadiyah wa maliyah), hukum pidana (jinayah), hukum acara
perdata (murafa’ah), hukum ketata-negaraan (al-siyasiyah), dan hukum
perkait hubungan internasional (a/-duwaliyah)”

Adapun kata Siyasah merupakan bentuk masdar dari kata sasa,
memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali,
cara pengendalian’', mengatur (regelen), mengurus (besturen), dan
memerintah (sfuren), seperti para penguasa mengatur dan mengurus
rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan’®, dan juga mengatur kehidupan
masyarakat”>. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau

membuat kebijaksanaan (politic dan policy)’”.

Ushul Figh kedua istilah ini digunakan dalam arti yang hampir sama. Lihat Ridwan HR, Figih
Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan (Y ogyakarta : FH UII Press, 2007), 66.

" A. Faishal Haq "Bahthul Masa'il di bidang Fiqih Siyasah : Studi Pemaknaan PWNU
Jatim terhadap proses dan metode penetapan hukum dan Hasil Bahthul Masa'ildi bidang Figh
Siyasah" (Disertasi, IAIN Sunan Ampel,2007), 42.

"' M. Quraish Shihab, Wawasan , 417,

> Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi, 7% al-'Urus min
Jawahir al-Qamus, Vol. 1, 3978; Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, vol VI, 107: Luwis Ma'luf, A/-
Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam (Beirut : Dar al-Mashriq, 1986), 59.

3 Abd al-Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Y ogyakarta : Tiara Wacana, 1994), viii.

™ Rohi Ba'labaki, a/-Maurid (Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1988), 653; J. Suyuthi Pulungan,
Figh Siyasah (Jakarta : Rajawali, 1994), 23.
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Secara terminologis, Siyvasah adalah suatu perbuatan yang
membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak
mewahyukannya,”” atau undang-undang yang diletakkan untuk mengatur
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”® Sedangkan
Ahmad Fathi Bahanthi mendefinisikan Siyasah sebagai pengurusan
kepentingan-kepentingan (masalih) umat sesuai dengan tuntunan Syara'’’.

Setiap bahasan tentang hukum Islam diketahui oleh penjelasan
beberapa konsep yang memang sering kali menimbulkan kesalah pahaman
pengertian, yakni shari’ah, tashri’, figh, usul al-figh dan hukum Islam.
Shari’ah secara etimologis berarti jalan ke tempat pengairan, tempat yang
dituju manusia untuk mengambil air minum. Jadi dalam makna
etimologis ini terkandung makna “jalan” yang harus dilalui untuk sebuah
“tujuan”. Kata shari’ah berikut derivasinya dalam al-Qur’an, disebut lima
kali yang intinya bermakna jalan yang jelas, lurus dan terang yang
membawa pada kemenangan. Dalam konteks hukum Islam “shari’ah”
adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perilaku mukallaf
baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau
penghalang).”® Dalam makna ini “shari’ah” lebih berkaitan dengan

hukum-hukum yang bersifat praktis. Dalam hal Mu’jam Usul al-Figh.

" Tbn Qayyim al-Jauziyah, Turug al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah (Kairo :
Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961), 16; lihat pula Khallaf, a/-Siyasah, 17.

"® Khallaf, al-Siyasah, 4-5.

" Ahmad Fathi Basanthi, al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Shari'ah (Mesir : Dar al-Urubah,
1965),61.

8 Abdul al-Wahhab Khallaf, //m Usil al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalm, 1977), 100.
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“shari’ah” dimaknai secara lebih general, yakni apa-apa yang
disyari’atkan Allah lewat lisan Nabi Muhammad s.a.w, dan lisan Nabi-
Nabi sebelum beliau dalam hal-hal yang belum dinasakh.”

Pada awal konsepsinya “shari’ah” memang mencakup semua
aspek ajaran Islam; teologi, hukum, dan akhlak. Semua aspek ajaran Islam
ini mewujudkan dalam perilaku konkrit, manisfestasi dari akidah
misalnya, tentu mewujud dalam perbuatan yang konkrit. Karena itulah
ketiganya mempunyai kaitan yang erat walaupun pada akhirnya
“shari’ah ”lebih berkonotasi pada aspek hukum.

Sedangkan tashri’ sepadan dengan makna fagnin atau legislasi.
Kalau shari’ah adalah materi hukum, maka tashri’ adalah penetapan
materi hukum tersebut. 7ashri’ dalam hal ini adala berkaitan dengan cara,
proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak-tanduk
manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniawiaan mereka.*

Sebagaimana konsep shari’ah yang mengalami penyempitan
makna, konsepsi fikih juga mengalami hal yang serupa. Pada konsepsi
awal, konsep fikih mencakup pemahaman terhadap hukum-hukum

I'tigadiyah, amaliyyah dan khulugiyah (teologi, hukum dan moralitas).®'

7 Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Usul al-Figh (Mesir: al-Rawdah, 1998), 159.

8 Amir Syarifudin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Tim Penulis Proyek
Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Filsafat Hukum Isiam (Jakarta:
Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1987), 10.

8! Pemikir yang lain menyatakan bahwa pada awal Islam, fikih identik dengan agama.
Sementara terminology fikih justru datang belakangan. Fikih, sebagaimana maksud
“pemahaman”, pertama kali dipakai untuk menyebut studi hukum dan teologi secara eksklusif.
Akhirnya secara eksklusif menunjuk pada konotasi hukum. Lihat, John Aiden Will (Forgotten
Book, 2008), 82.
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Pada perkembangnya, dimensi teologi dikeluarkan dari konsepsi
fikih. Karena itu persoalan akhlak masih masuk dalam bangkai fikih,
seperti kewajiban untuk rendah hati dan keharaman berlaku sombong.
Fikih pada fase ini sebut juga dengan al-ahkam al-shar’iyah, yakni bukan
I’tigadiyah alam perkembangan berikutnya, setelah terjadinya diferensiasi
keilmuan, yakni dimulai pada awal pemerintahan ‘Abbasiyyah, fikih
menjadi dislipin keilmuan yang murni konsen pada persoalan-persoalan
syara’ yang bersifat praktis (hukum), sedangkan akhlak lebih identik
dengan ilmu tasawwuf dan menjadi keilmuan yang mandiri.*

Difenrensiasi keilmuan ini merupakan akibat langsung dari
perkembangan keilmuan dalam Islam, dan justru pada fase ini, menurut
Fazlur Rahman, relasi antar keilmuan dicoba dibangun oleh pemikir
Muslim. Akan tetapi, tambah Fazhur Rahman, relasi yang dibangun
belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Fikih sebagai sebuah dislipin keilmuan yang mandiri mempunyai
keterkaitan yang erat dengan shari’ah. Fikih pada dasarnya adalah
formula praktis yang dipahami dari shari’ah. Ini berarti bahwa shari’ah
tidak mungkin diterapkan tanpa adanya fikih. Fikih sebagai penerapan
dari shari’ah, karenanya terikat dengan konteks ruang dan waktu.
Gunawan Adnan menyebut fikih sebagai interprestasi cultural terhadap

teks (al-Qur’an dan Hadits).*

%2 Khalid Ramadhan Hasan, Mujam Usul al-Figh, 213.
% Lihat Fazlur Rahman, “Functional Interdepence of law and Theology”, dalam Theology,
89
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Sejarah fikih telah menunjukkan adanya keragaman pendapat,
aliran dan mazhab hukum, karena perbedaan konteks dan budaya ini.
Karena itulah, fikih selalu dalam level zanni sebagai buah dari penalaran
dan interprestasi mujtahid terhadap shari’ah, yang memang membuka
ruang untuk itu, sehingga prinsip shari’ah ‘rahmah li al-‘alamin” dan
“salih likull zaman wa al-makan” bisa terealisasi. Sifat zann fikih tidak
kemudian menghilangkan sifat keilmuan fikih, karena difat zann fikih
kuat, dan perumusannya didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran, maka
ia merupakan bagian dari ilmu.

Dalam konteks keindonesiaan, dikenal istilah hukum Islam yang
sering kali menimbulkan kekaburan makna, apakah ia dalam pengertian
shari’ah atau fikih. Dalam literatur Barat dikenal istilah “Zs/lamic Law”’
yang secara harfiah berarti hukum Islam. Dilihat dari subtansinya, bisa
dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah bukan shari’ah tetapi yang
dikembangkan oleh para mujtahid sesuai dengan konteks ruang dan
waktu. Hasbi dalam hal ini, senada dengan hal diatas, member pengertian
hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk
menerapkan shari’ah atas kebutuhan masyarakat.*®

Fikih sebagai sebuah pemahaman terhadap shari’ah tentu
membutuhkan kerangka teoritik, metodologi, dan logika hukum untuk
menderivasikan hukum dari sumbernya, dari inilah yang disebut dengan

usul al-figh. Dalam keilmuan ini terkandung muatan filsafat, dan

¥ Gunawan Adnan, Women and Glorius Qur’an: An Analytical Study of Women-Belated
Ver Nisa (Gottingen: des Universitatsverlages, 2004), 24.
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karenanya peran nalar dalam penderivasian hukum begitu kental
sebagaimana ditandaskan oleh para tokoh usul/ sejak al-Qadi ‘Abd al-
Jabbar hingga al-Ghazali. Walaupun begitu, terjadi perdebatan tentang
seberapa porsi penggunaan nalar dalam penderivasian hukum
“’sebagaimana termanifestasikan dalam debat antara ah/ al-ra’y dan ahl
al-hadith.

Perdebatan ini juga sekaligus menandaskan adanya muatan kalam
sekaligus muatan etis dalam usul al-figh, seperti perdebatan apakah nalar
bisa mengetahui baik dan buruk secara independen dari wahyu, dan
apakah baik buruknya sesuatu itu terletak pada esensinya atau karena
adanya ketetapan shara’. Perdebatan ini kemudian terekspresikan dalam
teori-teori penalaran hukum yang cukup beragam sesuai prinsip yang
dipegangi masing-masing. Dari sini bisa dipahami bahwa usu/ al-figh
sebagaimana fikih, merupakan hal kontruksi para yuris, karenanya gabil /i
al-taghyir.

Adapun kata Siyasah merupakan bentuk masdar dari kata sasa,
memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali,
cara pengendalian, mengatur (regelen), mengurus(besturen), dan
memerintah (sturen), seperti para penguasa mengatur dan mengurus

rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan®, dan juga mengatur kehidupan

% Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi, 74/ al-'Urus min Jawahir
al-Qamus, Vol. 1, 3978; Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, vol VI, 107: Luwis Ma'luf, A/-Munjid fi al-
Lughah wa al-A'lam (Beirut : Dar al-Mashriq, 1986), 59.
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masyarakat86. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau
membuat kebijaksanaan (politic dan policy)*’.

Secara terminologis, Siyasah adalah suatu perbuatan yang
membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak
mewahyukannya,™ atau undang-undang yang diletakkan untuk mengatur
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.® Sedangkan
Ahmad Fathi Bahanthi mendefinisikan Siyasah sebagai pengurusan
kepentingan-kepentingan (masalih) umat sesuai dengan tuntunan Syara"’

Dari berbagai definisi seperti dikemukakan para pakar hukum
politik Islam sebagaimana termaktub, dapat disimpulkan bahwa Siyasah
adalah segala sesuatu yang terkait dengan cara mengurus, mengelola dan
mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan
membimbing mereka menuju kemaslahatan dan menghindarkan dari
kerusakan / madlarat.”’

2. Sumber Kajian Figh Siyasah (al-Siyasah al-Shar’iyyah)

Ditilik dari sumbernya, kajian figh siyasah dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yaitu Siyasah wadh'iyyah, dan Siyasah shariyyah.

Siyasah wadh'iyyah, adalah kajian Siyasah yang didasarkan pada

8 Abd al-Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), viii.

87 Rohi Ba'labaki, al-Maurid, 653; J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah , 23.

® Tbn Qayyim al-Jauziyah, Turug al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah (Kairo :
Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961), 16; lihat pula Khallaf, a/-Siyasah, 17.

% Khallaf, al-Siyasabh..., 4-5.

% Ahmad Fathi Basanthi, a/-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Shari'ah (Mesir : Dar al-Urubah,
1965),61.

°! Lihat Faishal Haq, Bahthul masa'il44.
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pengalaman sejarah, adat-istiadat masyarakat, dan merupakan hasil
pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan
bernegara.”> Siyasah kategori ini masih dapat diterima selama tidak
bertentangan dengan prinsip ajaran dan ruh Islam.”

Adapun Siyasah shar'iyyah adalah Siyasah yang berorientasi pada
nilai-nilai wahyu, yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang
berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-
prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan
bernegara.”

Dengan demikian, Siyasah shariyyah yang disebut juga dengan
istilah figh Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara
bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan
terhindar dari kemudlaratan serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam
dan prinsip-prinsip hukum Islam yang umum, meskipun tidak sesuai
dengan pendapat mujtahid”.

Adapun yang dimaksud dengan permasalahan umum, dalam hal ini
adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai

perundang-undangan negara, kebijakan dalam ekonomi dan keuangan,

%2 1. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : Raja
Grafindo, 1997), 25.

% Lihat Abd al-Rahman al-Taj, a/-Siyasah al-Shar'iyyah, 10-13.

% J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, 25.

%5 Khallaf, al-Siyasah,15.
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penetapan hukum, peradilan maupun berkenaan dengan urusan dalam dan
luar negeri.%

Sementara Abd al-Rahman al-Taj mengartikan Siyasah shar'iyyah
adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa shariah (hukum
Islam) dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk
merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun
tidak ditunjukkan oleh nas-nas tafsili yang juz'i dalam al-Qur'an dan al-
Sunnah.”’

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa Siyasah shar'iyyah atau
figh Siyasah digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan
Sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam konteks ini secara pasti Fikih
Siyasah memiliki relevansi dengan shariah atau bersifat shariah, yang
secara teoritik dapat disebut Siyasah shariyyah, yaitu politik
ketatanegaraan yang bersifat shar’.

3. Obyek Kajian Figh Siyasah

Kajian figh Siyasah, seperti dinyatakan Abd al-Wahab Khallaf,
mengkhususkan diri dalam bidang mu'amalah dengan spesialisasi hal-
ihwal atau seluk-beluk yang berhubungan dengan tata aturan Negara dan

pemerintahan. Obyek figh Siyasah adalah membuat peraturan dan

perundangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai pokok-

% Tbid.,15-16; lihat pula Abdul Aziz Dahlan(et.al) Ensiklopedia Hukum Isiam,vol.5 (Jakarta
: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1657.
%7 Abd al-Rahman al-Taj, Siyasah, 10.
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pokok ajaran agama. Realisasinya adalah kemaslahatan manusia dan
untuk memenuhi kebutuhan mereka.”®

Obyek kajian figh Siyasah atau Siyasah shar'iyyah meliputi tiga
aspek utama, yaitu :

a. Dusturiyah (tata-negara), yang meliputi prinsip dasar yang berkaitan
dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak
rakyat, dan pembagian kekuasaan.”

b. Kharijiyah (hubungan Internasional), yang meliputi hubungan Negara
dengan Negara lain, kaidah yang melandasi hubungan tersebut, tata-
aturan tentang keadaan perang dan damai.'®

c. Maliyah (keuangan), meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja
Negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum, bukan kepentingan
individu, tetapi juga tidak meninggalkan kemaslahatan khusus.'"'

Adapun dalam pembahasan isidisertasi, penulis membatasi fokus
penelitian hanya pada kajian figh Siyasah kategori pertama, yakni tentang
figh tata-negara (Siyasah al-dusturiyah), yang dapat penulis uraikan
topik-topik kajiannya sebagai berikut :

a. Hubungan antara Agama dengan Negara
Konsep politik tentang hubungan agama dengan kekuasaan Negara,

terdapat tiga aliran :

% Khallaf, Siyasah, 5.

% Ibid., 25; lihat pula Dahlan, Ensiklopedi, 1659.
1% Ibid.,62 ; Ibid., 1659.

0 Ibid,,101; Ibid, 1659.
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a) Agama Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap,

termasuk di dalamnya aspek kehidupan bernegara.

b) Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan antara

manusia dan tuhannya, sebagaimana yang dipahami barat. Agama

tidak ada hubungannya dengan politik kekuasaan (negara).

¢) Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya

rasul-rasul yang diutus sebelumnya, dengan tugas tunggal untuk
mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan
m%njunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Nabi tidak pernah
dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.
Dengan kata lain, dalam Islam tidak terdapat sistem
ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi
kehidupan bernegara.'*

Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan secara baku

untuk dipraktekkan oleh umatnya, Islam hanya memberikan dasar-
dasarnya saja, seperti keadilan, musyawarah, persatuan dan lainnya. Bagi
Khallaf, Islam memberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan
sendiri bentuk dan corak pemerintahan yang diinginkan asalkan tidak
menyimpang dari prinsip keadilan yang diatur secara eksplisit dalam

shari'ah.'®

102

Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : Ul

Press, 1993), 1-2.; Abul A'la al-Maududi, al-Khilatah wa al-Mulk (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978),

73-78.

195 A Faishal Haq, bahthul masa'il, 4.
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b. Hak Warga Negara
Ada beberapa kewajiban Negara terhadap warganya yang harus
dipenuhi oleh pemerintah. Hak-hak rakyat sebagai warga Negara
yang menjadi tanggungjawab pemerintah terdiri atas dua macam,
yaitu :
1. Hak Asasi Manusia (a/-Hurriyah al-Shakhsiyah), seperti :
1) Jaminan Keselamatan dan perlindungan atas kehidupan pribadi (a/-
Hurriyah al-Fardiyah wa hurriyah al-dhat)
2) Jaminan tempat tinggal (Hurriyah al-Ma'wa)
3) Jaminan kepemilikan ( Hurriyah al-Milkiyyah)
4) Jaminan kebebasan untuk memeluk agama (Hurriyah al-I'tigad)
5) Jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat ( Hurriyah al-Ra'y)
6) Jaminan / hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Hurriyah
al-ta'lim)
7) Hak mendapat persamaan (a/-Musawah) di muka hukum dan
pemerintahan.
2. Kekuasaan Negara (a/-Sultah)
Kekuasaan Negara terbagi atas tiga bagian, yaitu : lembaga
legislatif (al-Sultah al-Tashri'iyyah)'®, lembaga yudikatif (a/-Sultah al-
Qadaiyyah)'®, dan lembaga ecksekutif (a/-Sultah al-Tanfidhiyah)'.

Pada awal sejarah ketatanegaraan Islam, ketiga lembaga tersebut tidak

1% Khallaf, Siyasah., 42; Dahlan, Ensiklopedi, 1661.
1% 1bid., 48
1% 1bid., 51
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pernah dipisah, tetapi berada dalam satu tangan, yaitu kepala Negara.
Pada masa-masa berikutnya, ketiga kekuasaan tersebut masing-masing
melembagakan diri dan bersifat mandiri.'”’

4. Konsep Sunni Tentang Fikih Siyasah.

Teori politik (nazhariyatul fighi Siyasi) eksistensinya jauh
tertinggal dari kondisi riil politik umat Islam. Secara defacto dan dejure,
Nabi Muhammad saw memang pernah membangun model negara/kota di
Madinah. Kemudian diteruskan para khulafaurrasyidin, lalu dirombak
oleh Muawiyah ke dalam bentuk dinasti. Bentuk dinasti ini, kemudian
diperpanjang di era Abbasiyah dan masih perlu pelacakan secara ilmiah
mengenai kapan dan siapa penggagas disiplin ilmu tersebut. Imam
mawardi dengan karyanya Alahkam Alsuthoniyah yang dipandang sebagi
peletak dasar ilmu ini, walaupun karya itu merupakan notulensi penguasa
dan tidak membahas teori politik.

Di kalangan Sunni muncul Taqiyudin ahmad Ibn Thaimiyah
seorang ulama madzab Hanbaliyah menulis tentang figh Siyasi dalam
sebuah karya AsSiyasah as Syariyah. Menurut dia, sistem Khilafah
merupakan satu satunya bentuk pemerintahan dalam Islam, sehingga
wajib hukumnya mendirikan pemerinthan model A/khulataurrasyidin.

Diskursus tersebut menjadi hangat ketika Syaikh Ali Abdur roziq,
alumnus Universitas Al Azhar, menulis kitab a/ Islam wa usulul Hukm

pada tahun 1926, ia menyatakan bahwa bentuk negara Islam bukanlah

197 Ahmad Sukarja, Figh Siyasah dalam Eksiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta : Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2002), 198.
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satu satunya pilihan. Suatu negara itu haruslah memenuhi tiga sendi pola
bernegara, yaitu keadilan (A/ adalah), persamaan derajat (musawwah) dan
Demokrasi (Shura), sehingga apabila terdapat tiga unsur ini maka
diterima keabsahannya oleh Islam.

Syaikh Sli Abdur Roziq mendapat kecaman keras dan dimusuhi
serta diusir dari Universitas Al Azhar. Reaksi ini memberikan indikasi
atas kuatnya mayoritas umat Islam waktu itu dalam memegang sisi
normatif (Fikih) sehingga mereka sulit membedakan antara negara
sebagai institusi agama atau hanyalah sekedar instrumennya.

Institusionalisasi agama dalam lintasan sejarah membawa dampak
pada pentakdisan atau mistifikasi negara. Selain akan menutup pintu
transparansi manajemen pemerintahan, mistifikasi ini juga akan
membelenggu kreasi dan ekspresi warga. Mistifikasi ini bisa mengarah
pada goyahnya kemurnian tauhid seorang Muslim, karena mistifikasi
tiada lain adalah pen-taqdis-an makhluk Allah (negara).'®

Disamping itu realita saat ini menunjukkan bahwasanya teori
Khilafah yang diagungkan oleh ibn Thaimiyah dan penganutnya, justru
menjadi pola monarki. Sistem Khilafah yang juga dikuatkan oleh Rasyid
Ridha pada akhirnya menjadi sebuah ilusi dan impian dengan membatasi
diri pada satu sitem saja.

Sehingga konsep khialafah menurut Ahlussunnah wal jamaah

bukanlah menjadi satu satunya pola pemerintahan karena pada dasarnya

1% Said Aqil Siroj, “Tasawuf Sebagai Kritik Sosial’, (Bandung: Mizan,2006), 142.
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kita tidak diwajibkan menjadikan Khilafah sebagai satu-satunya sistem
dalam bernegara. Dengan demikian kita semenjak khulafaur rasyidin
hingga saat ini, tidak hidup dalam bayangan dosa dan kesalahan dalam
bernegara.

. Konsep Demokrasi dalam Kajian Fikih Siyasah

Kontent / isi kurikulum Fikih Siyasah juga mengandung problem
dalam hal relevansi teori yang disajikan dengan realitas yang dihadapi
peserta didik. Ada gap antara teori-teori yang disajikan dalam content / isi
kurikulum Fikih Siyasah dengan kondisi sosio-politik yang melingkupi
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Referensi kajian yang
merujuk pada pendapat para fuqaha klasik seperti Imam al-Mawardi
dengan al-Ahkam al-Sultaniyah-nya, demikian pula dengan pendapat para
imam madzhab tentang konsep Khilafah / imamah dirasa belum cukup
untuk menjebatani gap antara teori dan praktek dalam kehidupan politik
tanah air. Apalagi topik yang disuguhkan dalam content / isi kurikulum
Fikih Siyasah hanya sebatas tentang pengertian Khilafah , proses
pemilihan khalifah, hak dan kewajiban rakyat serta mengatur tentang
majelis shura.

Justru yang lebih urgen, menurut penulis, kajian kurikulum Fikih
siyasah seyogyanya menemukan sejauhmana konsep demokrasi sebagai
sistem pemerintahan sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat Islam,
bagaimana peran serta rakyat dalam sistem demokrasi, serta

tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat yang memiliki keragaman
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dalam tradisi dan kepercayaan (pluralitas) yang menjadi jati diri bangsa
Indonesia ditinjau dari sudut padang ilmu Fikih Siyasah shar'iyyah.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sistem politik dan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut bangsa Indonesia secara
tegas dinyatakan sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia yang
menganut sistem demokrasi Pancasila dengan semboyan "Bhinneka
Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Realitas politik inilah
yang seharusnya menjadi asas dan landasan berfikir dalam mengkaji
budaya politik bangsa.

Sistem pemerintahan Khilafah  Islamiyah dalam kajian Fikih
klasik yang dicoba untuk digaungkan kembali melalui berbagai
pergerakan politik seperti Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI), menurut
penulis, sesungguhnya kurang sesuai dengan karakteristik, watak dan jiwa
bangsa Indonesia. Namun, apakah sistem demokrasi yang dianut oleh
bangsa Indonesia ini memiliki landasan syariah, atau setidaknya tidak
menyalahi konsep syariat Islam tentang kekuasaan politik, hal tersebut
merupakan sesuatu yang urgen untuk dianalisis dan dirumuskan

Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap paham adanya
keragaman dalam masyarakat (pluralisme). Kenyataan bahwa negara
Indonesia terbentuk dari berbagai macam masyarakat dengan ragam
tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda menuntut
tanggungjawab segenap pihak untuk mengembangkan sikap toleransi

demi menjaga integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara. Dalam



61

hal ini, penting untuk dirumuskan bagaimana seharusnya pemahaman

perbedaan (pluralisme) dalam masyarakat menurut sudut pandang syariat

Islam, sementara kajian Fikih Siyasah dalam kurikulum madrasah Aliyah

sama sekali belum menyentuh substansi masalah ini.

Arti pluralisme, menurut 7he Oxford English Dictionary, adalah
"sebuah watak untuk menjadi plural", dan dalam ilmu politik
didefinisikan sebagai :

a. Sebuah teori yang menentang kekuasaan monolitik negara dan
bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi
organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan seseorang
dalam masyarakat. Juga, percaya bahwa kekuasaan harus dibagi
diantara partai-partai politik yang ada.

b. Keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis dan
budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan
atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan
sebagainya.'”’

Dalam perspektif kajian ilmu sosial, menurut Diana Eck (2002)—
dalam Zuhairi Misrawi, pluralisme dapat dipahami dalam tiga garis besar
pemahaman, yakni : Pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif (active
engagement) di tengah keragaman dan perbedaan. Pluralisme
meniscayakan munculnya kesadaran dan sikap partisipatif dalam

keragaman. Kedua, pluralisme lebih dari sekedar toleransi. Dalam

1 J A. Simpson dan E.S.C. Weiner, The Oxford English Dictionary, Vol. XI, (Oxford :
Clarendon Press, edisi ke-2, 1989), 1089.
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toleransi akan lahir sebuah kesadaran tentang pentingnya 'menghargai’
orang lain. Tetapi dalam pluralisme, meniscayakan adanya upaya untuk
membangun pemahaman yang konstruktif (constructive understanding)
tentang yang lain. Ketiga, pluralisme bukan sekedar relativisme.

Pluralisme adalah upaya untuk menemukan komitmen di antara
partikularitas-partikularitas. Komitmen merupakan landasan moral untuk
mewujudkan tantangan keragaman yang lebih baik. Keragaman bukan
justru dihilangkan dengan langkah unifikasi, melainkan dibina melalui
komitmen bersama untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena
itu, pluralisme sangat berbeda dengan relativisme yang menafikan
pentingnya membangun komitmen bersama diantara pelbagai komunitas
masyarakat. Ketiga hal tersebut selanjutnya dapat direkonstruksi dalam
sebuah istilah yang sangat populer, bahwa kata kunci dalam pluralisme
adalah dialog. Bagaimana ukuran pluralisme dalam masyarakat telah
tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari parameter seberapa besar
ketersediaan kanal-kanal dialog dan berkurangnya fatwa-fatwa
keagamaan yang cenderung menghakimi orang lain.""

Sementara itu, demokrasi sering dipahami dengan pengertian
“prinsip persamaan hak-hak politik, sosial dan ekonomi antara warga
negara dan juga hak rakyat membuat legislasi yang diinginkannya. Ide
persamaan hak inilah yang mengharuskan rakyat melalui badan

perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan. Kemauan rakyat

10 Zuhairi Misrawi, “Rekonstruksi Pluralismé", (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 67.
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yang lahir dari sistem demokrasi sekurang-kurangnya dalam teori adalah
“pribadi bebas yang sama sekali tidak terikat oleh pengaruh luar dan
berdaulat terhadap dirinya".'""

Menurut Fazlur-Rahman dalam buku, "Is/am” (1966), keterlibatan
Islam dalam proses pembangunan politik modern terutama sekali
dipengaruhi oleh gagasan modernisme Islam yang kali pertama
dikenalkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad
Abduh (1849-1905). Sebagai kaum modernis, mereka mencoba
mengartikulasikan dan mengupayakan penyadaran untuk mereformulasi
nilai-nilai dan prinsip Islam dalam istilah-istilah pemikiran modern, atau
untuk menyatukan pemikiran dan institusi modern dengan tradisi
Islam.'"?

Berkat dukungan mereka sebagai reformis yang menyerukan
reinterpretasi, membantu perkembangan transformasi pengertian tentang
kepercayaan dan institusi-institusi tradisional untuk mengakomodasi dan
melegitimasi perubahan politik dan sosial modern, akibatnya, seperti
dinyatakan L. Esposito, Generasi-generasi muslim di masa kemudian,
baik kaum modernis maupun tradisionalis, mampu berbicara tentang

demokrasi Islam guna memandang konsep-konsep tradisional mengenai

konsensus masyarakat dan musyawarah menjadi bentuk pemerintahan

"' Muhammad Asad, Minhaj al-Islam fi al-Hukum, terj. Manshur M. Mahdi dari 7h
Principless of States and Government in Islam (Birut : Dar al-'Tlm li al-Malayin, 1978), 48.

"2 Pazlur Rahman, /s/am (London : Weidenfeld and Nicolson, 1966), 22 dalam Masykuri
Abdillah, Demokrasi di persimpangan, 2.
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perwakilan parlementer, menerima bentuk nasionalisme dan sosialisme
Islam.'"

Banyak intelektual muslim yang menerima istilah demokrasi
dengan modifikasi tertentu sesuai ajaran Islam. Diantara mereka adalah
Fazlur-Rahman, Hamid Enayat, Muhammad Asad dan Javid Igbal.
Menurut Muhammad Asad, lembaga legislatif—Majelis shura, harus
benar-benar mewakili seluruh komunitas, baik laki-laki maupun
perempuan. Karakter perwakilan semacam ini hanya dapat dicapai
melalui kebebasan dan pemilihan umum, karenanya para anggota majelis
harus dipilih dengan hak pilih yang seluas mungkin, termasuk laki-laki
dan perempuan.'"*

B. Kurikulum Madrasah 2013
1. Pengertian Kurikulum Madrasah 2013
Secara terminology, istilah kurikulum sebenarnya baru dikenal
dalam dunia pendidikan dalam kurun waktu lebih kurang satu abad yang
silam. Term “kurikulum” ini sebelumnya tidaklah dijumpai pada kamus
Webster tahun 1812 dan baru muncul untuk pertama kalinya di tahun 1856,
yang diartikan sebagai : “1. a race course; a place for running, a chariot. 2.

a course in general, applied particulary to the course of study in a

university’. Jadi term “kurikulum” pada saat itu dipakai untuk

'3 John L. Esposito, Is/am and Politics, edisi 2 (Syracuse, New York : Syracuse University
Press, 1987), 56.

"4 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, sebagaimana di
sebut dalam John L. Esposito dan James Piscatori, “Democratisation and Islam” pada Middle
East jurnal, Vol. 45, No. 3, (Musim Dingin, 1991), 428.
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menunjukkan jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam
perlombaan; atau sebuah chariot, kereta pacu zaman dahulu, yakni suatu
alat yang digunakan untuk membawa seseorang dari start sampai finish;
atau juga diartikan sebagai sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi.

Selanjutnya dalam kamus Webster 1955, term “kurikulum” telah
memiliki arti yang lebih spesifik dan mengambil bagian yang amat penting
dalam dunia pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai : “... A. a. Course
esp. a spicified tixed course of study, in school or college, as one leading to
a degree. B. The whole body of courses offered in an educational
institution, or departement there of, -. the usual sense’. Dengan pengertian
tersebut, kurikulum dipahami sebagai sejumlah mata pelajaran atau mata
kuliah di perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu
ijazah atau tingkat; atau dapat diartikan sebagai keseluruhan pelajaran
yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan.'"

Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj,
yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada
bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan
terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk
mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauly dalam
Muhaimin menjelaskan bahwa a/-Manhaj sebagai seperangkat rencana dan

media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan

!5 Qutrisno Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 3.
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pendidikan yang diinginkan.116 Sedangkan Omar Hamalik mengartikan
kurikulum sebagai program pendidikan yang disediakan oleh lembaga
pendidikan (sekolah) bagi siswa.'!”.

Adapun secara etimologi, berkembang beberapa definisi kurikulum
yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut.
Rogen (1966) dan Robert S. Zais (1976) dalam Hamalik, mendefinisikan
kurikulum sebagai mata pelajaran atau bidang studi. seperti ungkapan
Rogen (1966) » “the curriculum has meant the subject taught in school, or
the course of study”. ''® dan Robert S. Zais (1976) dalam Syaodih,
mengartikannya sebagai: “ A race course of subject matters to be mastered
119,

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Knezevich (1961),
dimana kurikulum didefinisikan: “Curriculum as all experiences for leaner
provided under the direction of an institution for education.” , sedangkan J.
Galen Saylor dan william M. Alexander (1956), mengartikannya : “7The
curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning,
whether in the classroom, on the playground, or out of school. **°

Kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa kurikulum adalah

seluruh pengalaman belajar siswa yang diupayakan pihak sekolah atau

"6 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2004),1.

"7 Omar Hamalik, Proses Belajar mengajar, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 65.

"8 Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013),56.

"9 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT remaja
rosdakarya), 4.

120 Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, Administrasi, 65.
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lembaga pendidikan, baik di dalam kelas, halaman sekolah maupun diluar
sekolah.

Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1, ayat 19 Undang-Undang RI
Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan
bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu.'*’

Dengan demikian ada tiga
komponen yang termuat dalam kurikum yaitu tujuan, isi dan bahan
pelajaran, serta cara pembelajaran, baik yang berupa strategi pembelajaran
maupun evaluasinya.

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para pakar
pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki dua
macam pengertian berdasar dua sudut pandang, yakni:

a) Secara sempit, kurikulum hanya meliputi rangkaian materi pelajaran
atau bidang studi yang harus disampaikan guru atau mata pelajaran
yang harus dipelajari oleh siswa.

b) Secara luas, kurikulum berarti segala sesuatu, baik yang dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak oleh sekolah untuk memperoleh hasil
yang diharapkan dalam situasi didalam maupun di luar sekolah.

c) Pengertian dialektik, yang memandang bahwa kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran

121 Asep Jihad, Pengembangan Kurikulum, ( Jogjakarta : Multi Presindo: 2014,)2.
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serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar

Batasan definisi kurikulum sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
tersebut menunjukkan bahwa acuan kurikulum yang digunakan dalam
sistem pendidikan nasional mengarah pada pengertian dialektik, yakni
sinkronisasi dari dua kutub pengertian sebelumnya, yakni pengertian
sempit yang menganggap kurikulum sebagai bahan ajar atau materi yang
harus dipelajari dengan pengertian kurikulum secara luas yang menganggap
bahwa kurikulum adalah segala sesuatu yang dilakukan, baik sengaja
ataupun tidak, di dalam maupun di luar sekolah untuk memperoleh hasil
pendidikan sebagai dasar teori dalam penulisan disertasi ini.
. Komponen Kurikulum 2013

Menurut Hilda Taba dalam Nasution, setiap kurikulum pada
hakekatnya merupakan cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi
sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Bagaimanapun
polanya, setiap kurikulum selalu mempunyai komponen tertentu, yakni: (1)
pernyataan tentang tujuan dan sasaran; (2) seleksi dan organisasi bahan dan
isi pelajaran; (3) bentuk dari kegiatan belajar mengajar; (4) evaluasi hasil
belajar122

Sementara Beauchamp membedakan kurikulum menjadi dua bagian,

yaitu kurikulum sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem yang

122 . . .
Sutrisna. Nasution, Asas-asas Kurikulum,, 5.
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merupakan bagian dari sistem persekolahan. Sebagai rencana pengajaran,
kurikulum memiliki beberapa komponen pokok, yakni : (1) tujuan yang
ingin dicapai; (2) bahan yang akan disajikan,; (3) kegiatan pengajaran; (4)
alat-alat pengajaran, dan (5) jadual pengajaran. Adapun sebagai suatu
sistem, komponen kurikulum menyangkut : (1) penentuan segala kebijakan
tentang kurikulum; (2) susunan personalia dan prosedur pengembangan
kurikulum; (3) penerapan kurikulum; (4) evaluasi, dan (5) Penyempurnaan
kurikulum.'*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah kurikulum paling
tidak memiliki empat komponen dasar, yakni : (1) tujuan; (2) isi atau
materi; (3) metode sistem penyampaian dan media; serta (4) evaluasi.

a) Komponen tujuan

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara
keseluruhan yang mencakup tiga aspek dalam pendidikan, yaitu aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara hirarkis tujuan pendidikan
dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah yaitu dapat
diruntutkan sebagai berikut:
1) Tingkat pendidikan nasional
2) Tingkat institusional, tujuan kelembagaan atau tingkat Satuan

Pendidikan

3) Tujuan kurikuler (tujuan mata pelajaran atau bidang studi)

'2 Burhan, N, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum sekolah. 1998. (Jogjakarta:
BPFE), 50.
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4) Tujuan instruksional (tujuan pembelajaran) yang terdiri dari (a)
Tujuan pembelajaran umum (TPU), yang dalam KBK dan KTSP
disebut Standar Kompetensi, dan (b) Tujuan pembelajaran khusus
(TPK) atau Kompetensi Dasar'**

Dalam UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sisdiknas
tujuan pendidikan nasional adalah:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
Jjawab’.

Dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub diatas,
secara eksplisit dapat dijabarkan bahwa pendidikan nasional berupaya
membentuk manusia yang memiliki sifat-sifat:

1) Cerdas

2) Iman dan bertaqwa

3) Berbudi luhur ( berakhlak mulia)

4) Sehat jasmani dan rohani,

5) Berpengetahuan dan keterampilan (cakap),

6) Berkepribadian mantap, kreatif dan mandiri

7) Demokratis, dan

8) Bertanggungjawab.

Pada tingkat satuan Pendidikan, kurikulum sekolah atau

madrasah memiliki tujuan yang merupakan penjabaran dari tujuan

pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU RI no. 20 tahun

124 Asep Jihad, Pengembangan, 5.
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2003 pasal 3, yang bersifat lebih khusus dan spesifik, biasanya
dituangkan dalam visi dan misi sekolah.

Tujuan dalam Kurikulum 2013 yaitu bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.'*

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diperlukan
profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar
kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan
merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya
atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah'*®

Dalam Kurikulum Madrasah, khususnya pada mata pelajaran
PAI dan Bahasa Arab mempunyai Standar Kompetensi Lulusan yang
harus dicapai. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan
utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian
pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

125 Sukmadinata, N.S, Pengembangan KurikulumTeori dan Praktek. 2009. (Bandung: PT
remaja rosdakarya), 3.

126 Kementrian Agama, Lampiran KMA Nomor 165 Tahun 2014, BAB I “Kerangka
Umum dan Struktur Kurikulum”,41
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b) Komponen Isi Kurikulum

Menurut Sudjana, untuk menentukan isi kurikulum, ada
beberapa kriteria yang dapat digunakan para perancang kurikulum
dalam menyusun atau menentukan isi / materi kurikulum, yaitu :

1. TIsi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan
siswa.

2. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial.

3. Isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehenship, artinya
mengandung aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang

4. Isi Kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan
uji (tidak lapuk).

5. Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip,
konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya informasi faktual.
Isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan
yang nantinya dijabarkan dan dilaksanakan melalui proses
pengajaran / pengalaman belajar anak didik.'*’

Sementara dalam menentukan scoupe (ruang lingkup bahan) dan
sequences (urutan bahan), ada beberapa pertimbangan yang harus
diperhatikan, yaitu :

1. Kematangan anak didik atau siswa
2. Latar belakang pengalaman anak didik;

3. Minat dan perhatian anak;

127 Nana Sudjana, Pembinaan danPengembangan kurikulum di sekolah, ( Bandung: Sinar
Baru Al-Gesindo), 24.
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4. Kegunaan bahan bagi anak;
5. Tahap kesulitan bahan;

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu
satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu
dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.'*®

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan
nasional dalam domain sikap spritual dan sikap sosial, pengetahuan,
dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk
menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai
dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi
Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman
materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta
proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut
memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui
aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati,

dan mengamalkan.

2 Kementrian Pendidikan dan kebudayaan,Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi,1.
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Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui,
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati,
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik
kompetensi beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi
Standar Isi.'”

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab dalam kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Quran Hadis,
2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan 5)
Bahasa Arab. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya
saling terkait dan melengkapi.'*’

1. Al-Quran-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti
keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, syari’af/fikih (ibadah,
muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur
tersebut.Akidah merupakan akar atau pokok agama. Syar7’ah/fikih
(ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni
sebagai manifestasi dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan
hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup
manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.
dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi

sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan

129 1.
Ibid., 2.
30 Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP , (Jakarta : Kementerian Agama,
2014), 5.
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sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan,
kekeluargaan, Kebudayaan/seni, ilmu pengetahuan dan teknologi
olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang

kokoh.

. Fikih (syari’ah) merupakan sistem atau seperangkat aturan yang

mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. (oablum-
Minallwh), sesama manusia (oablum-Minan-nws), dan dengan
makhluk lainnya (oablum -Ma ‘al-Gairi).

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan
perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam
beribada, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan
sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi

oleh akidah.

. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memahami ajaran

Islam. Dengan Bahasa Arab, ajaran Islam dapat dipahami secara
benar dan mendalam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan
Hadis serta literatur-literatur pendukungnya yang berbahasa Arab
seperti Kitab Tafsir dan Syarah Hadis.

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah

memiliki karakteristik sebagai berikut:'*!

131

Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP, 5.
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Al-Quran Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik
dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta
mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan
dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan
mampu mempertahankan keyakinan/keimanannya serta menghayati
dan mengamalkan nilai-nilai al-Asmw’ al-ousnw. Akhlak
menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri
akhlak terpuji (mapmudah) dan menjauhi serta menghindari diri dari
akhlak tercela (mazmumah) dalam kehidupan sehari-hari.

. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai
ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan
ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-
hari.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan
mengambil 7/brah/hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani
tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena
sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk
mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini
dan masa yang akan datang.

. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan
untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap Bahasa
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Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu
kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan
maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap
positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam
membantu memahami sumber ajaran Isalam yaitu Al-Quran dan
Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan
Islam bagi peserta didik. Untuk itu, Bahasa Arab di madrasah
dipersiapkan untuk pencapaian Kompetensi Dasar berbahasa, yang
mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara
integral, yaitu menyimak (mahwratu al- istimw’), berbicara
(mahwratu al-kalwm), membaca (mahwratu al-girw’ah), dan
menulis (mahwratu al-kitwbah).

Pencapaian standar isi (SI) memuat kompetensi inti (KI) dan
kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah
melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada
akhirnya mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah
menyelesaikan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara
tuntas. Untuk mencapai KI, KD, maupun SKL yang diharapkan, peserta
didik perlu didukung oleh berbagai standar lainnya, antara lain standar

proses serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.'**

132

Kementrian Agama RI, Pedoman Penyusunan RPP, 6.
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1. Kompetensi Inti

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan,
Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki
peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang
Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah.
Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya
usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.
Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai Kompetensi
Dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dij aga.133

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi Ilulusan
multidimensi, Kompetensi Inti juga memiliki multidimensi. Untuk
kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap
dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan
tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang
beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang terkait dengan
tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang
berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk
dibentuk melalui pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar dari
sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata
pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang

diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas

133 1bid., 9.
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tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki
oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran
harus mengacu pada Kompetensi Inti yang telah dirumuskan.
Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari
pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan
Kompetensi Inti. 122
Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran
apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi
yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Ibaratnya,
Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai Kompetensi Dasar yang
harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta
berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran.
Dalam konteks ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata
pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu.
Kompetensi Inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik,
sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan
demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi
(organizing element) Kompetensi Dasar. Sebagai unsur
pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk
organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar.'*
Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan

Kompetensi Dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga

134 Kementrian Agama RI, Pedoman Penyusunan RPP, 9.
¥ Ibid., 10
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memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang
berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik.
Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara Kompetensi Dasar
satu mata pelajaran dengan Kompetensi Dasar dari mata pelajaran
yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses
saling memperkuat.

Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan
notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2
untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti
pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti
keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang
disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri
dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.'*®

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah
dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk
merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk
mencapainya.

Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada

akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional

136

Kementrian Agama R, Pedoman Penyusunan RPP, 10.



81

perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang
menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas
pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang
kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas
X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti."*’
2. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian
kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu,
Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran
yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata
pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut
harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,
khususnya ketentuan pada Pasal 37."*®
Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk
membentuk kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu
dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian

didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan

7K ementrian Agama RI, Pedoman Penyusunan RPP, 9.
¥Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Fokus Media,2003).



82

kompetensi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata
pelajaran.

Kompetensi Dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus
dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai
rujukan untuk menyusun indikator. Kompetensi Dasar juga dapat
diartikan sebagai konten atau seperangkat tindakan cerdas yang
terdiri atas sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang bersumber
pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. '*

Kompetensi Dasar dirumuskan sebagai sabagai tangga untuk
mencapai kompetensi inti. Rumusan Kompetensi Dasar
dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta
didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.
Kompetensi Dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan
pengelompokkan Kompetensi Inti sebagai berikut:

a) Kelompok 1. Kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual
dalam rangka menjabarkan KI-1;

b) Kelompok 2. Kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam
rangka menjabarkan KI-2; dan

c) Kelompok 3. Kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan

dalam rangka menjabarkan KI-3;

139

Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP, 16.
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d) Kelompok 4. Kelompok Kompetensi Dasar keterampilan
dalam rangka menjabarkan KI-4.'*

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti,
capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-
Kompetensi Dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui
pembelajaran Kompetensi Dasar yang disampaikan melalui mata
pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan
karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu
mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi  Inti, kompetensi dasar dikelompokkan
menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang
didukungnya, yaitu: 1). Kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual
(mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok Kompetensi Dasar
sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2, 3). Kelompok
Kompetensi Dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3,
dan 4). Kelompok Kompetensi Dasar keterampilan (mendukung KI-
4) atau kelompok 4.'*!

Uraian Kompetensi Dasar yang rinci ini adalah untuk
memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai
pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan
bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran

ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi

149 1hid., 39.
11 1bid., 40.
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juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan
keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya
memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan
sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya
dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.'*

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari
kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada
dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi
Dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2)
bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan,
tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi
pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada
pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung
dalam materinya.

Dengan kata lain, Kompetensi Dasar yang berkenaan dengan
sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung
KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu
pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung
KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi,
proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian

dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada

42 Tbid., 40
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pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun
pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari
Kompetensi Dasar kelompok Hasil rumusan Kompetensi Dasar
kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar
kelompok 4.
Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4
dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan
2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa
pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap
sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara
Kompetensi Dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.'®
c¢) Komponen Metode / Strategi Pembelajaran dan Media dalam
Pelaksanaan Kurikulum
Metodologi pembelajaran sebagai pelaksanaan kurikulum,
seperti dinyatakan Langgulung dalam Jihad, menyangkut seluruh hal
yang akan membawa proses belajar mengajar bisa lebih efektif.'*
Dalam pelaksanaannya, proses belajar-mengajar membutuhkan media
dan strategi. Media merupakan perantara untuk menjelaskan isi
kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pemanfaatan
dan pemakaian media dalam pembelajaran secara tepat akan membantu

kelancaran penyampaian maksud pengajaran. Sedangkan penggunaan

strategi dalam pengajaran pada hakekatnya menyangkut seluruh

> Ibid., 40
144 Asep Jihad, Pengembangan Kurikulum, 23.
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komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran.
Subandijha memasukkan komponen evaluasi kedalam komponen
strategi. Hal ini berbeda pula dengan pendapat para ahli lainnya yang
mengatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri
sendiri.'*

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin
lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat,
berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.
Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk
memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang
diharapkan.

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk
memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam
dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pebelajar
mandiri sepanjang hayat. dan yang pada gilirannya mereka menjadi
komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain
yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses
pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerja sama,

solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup

45 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Depok: RajaGrafindo

Persada,1996),65.
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peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban
dan martabat bangsa.'*

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen
kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang:
l.berpusat pada peserta didik, 2. mengembangkan kreativitas peserta
didik, 3. menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang,
4.bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 5.
menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan
berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan,
kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks,
mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan
melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang
sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup.
Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak
dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik
adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari,
mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan.'*’

Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan

yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi

146 .
Ibid., 66.
147 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah.
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pengetahuan dalam proses kognitifnya agar benar-benar memahami
dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk
bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk
dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan
mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta
didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi
sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk
belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik
untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman
yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi
semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus
bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu™.'**

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi
pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang
dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju
kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang
lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak.
Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang,
dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni
sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional

formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang

148

Kementerian Agama, Pedoman Penilaian (Jakarta : Kementerian Agama 2014), 244.
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memasuki usia sekolah, jejang kedua dan ketiga dimulai ketika
seseorang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, sedangkan
jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam sekolah
dasar.'?’

Proses pembelajaran itu mungkin saja terjadi akibat dari
stimulus dari luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses
tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta
didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses
pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar
dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan
kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat
secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru
menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan
berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan
potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan
dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut
semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri
dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat.'*’

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap,

pengetahuan, dan keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang

149 1 -
Ibid.,
130 Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan Silabus ,( Jakarta : Kementerian Agama
2014). 321.
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bervariasi. Setiap kegiatan belajar memiliki kombinasi dan penekanan
yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari sifat muatan
yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur
penggerak untuk pengembangan kemampuan lain.

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses
pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses
pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah
proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan,
kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi
langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP
berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung
tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis,
dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan
analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan
keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect."

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang
terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang
dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan
pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang
nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung

oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses

B! Ibid., 322
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pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata
pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan
masyarakat.'>>

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013,
semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran
untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak
langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran
langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang
dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara
bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk
mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung
berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang
dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 salah satunya
terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:1. mengamati; 2.
menanya; 3. mengumpulkan informasi; 4. mengasosiasi; dan 5.
mengkomunikasikan.

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu
pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan,

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.'”

152 1bid., 323.



92

a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: menyiapkan peserta didik
secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari;
mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas
yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan
menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; dan
menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang
kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan
permasalahan atau tugas.'™*

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai
tujuan, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi
pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti
menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta
didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya,
mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk

pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur

133 Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP, 55.
"** Ibid., 56.
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untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik
dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh
guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan
pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan
kepada peserta didik. Dalam setiap kegiatan guru harus
memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur,
teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai
pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara
pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang
dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan,
perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya
peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan
menerapkannya. Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima

kegiatan belajar (/learning event) yang diuraikan dalam tabel di

atas.

1) Mengamati, Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara
luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan
pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar,
dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk
melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan
(melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu

benda atau objek.



2)

3)
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Menanya, dalam kegiatan mengamati, guru membuka
kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya
mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau
dilihat."> Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat
mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil
pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstra
berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain
yang lebih abstrak.Pertanyaan yang bersifat faktual sampai
kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana
peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih
memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan
sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan
pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan
sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan
rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya
maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan
terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih
lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai
yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai
sumber yang beragam.

Mengumpulkan dan mengasosiasikan, tindak lanjut dari

bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari

155

Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP , 58.
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berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik
dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan
fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan
eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah
informasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan
berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan
keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya,
menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan
mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

4) Mengkomunikasikan hasil, kegiatan berikutnya adalah
menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam
kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan
pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru
sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik
tersebut.

Kegiatan Penutup

Kegiatan Penutup,dalam kegiatan penutup, guru bersama-
sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau
refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten
dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling
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dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok

sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 156

d) Komponen Evaluasi / Penilaian Kurikulum

Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum
sebagai program pendidikan untuk menentukan efesiensi, efektifitas,
relevansi, dan produktivitas dalam mencapai tujuan-tujuan

pendidikan."”’

Hasil evaluasi kurikulum dapat memberi petunjuk
apakah sasaran yang ingin dicapai sudah terealisasikan atau belum.

Di samping itu, evaluasi kurikulum juga berguna untuk menilai
apakah strategi pelaksanaan kurikulum telah berjalan dengan optimal
atau sebaliknya, yang kemudian dijadikan sebagai umpan balik bagi
usaha perbaikan atau penyempurnaan kurikulum yang ada, baik dalam
hal tujuan, isi, metodologi, bahkan pada evaluasinya sendiri.

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap tiga sasaran
sebagai berikut : (1) evaluasi terhadap program; (2) evaluasi terhadap
proses kurikulum; dan (3) evaluasi terhadap hasil atau produk
kurikulum.

Evaluasi program diarahkan untuk melihat efektifitas program

dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mencapai

156 11
Ibid., 329.
57 Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan kurikulum di sekolah (Bandung : Sinar baru,

1989), 49.
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kompetensi yang telah diterapkan. Evaluasi program ini termasuk
evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

Evaluasi proses menilai apakah proses pelaksanaan pelaksanaan
kurikulum berjalan optimal, sehingga memungkinkan tercapainya
tujuan. Dalam evaluasi ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut :
1) evaluasi mengacu kepada tujuan; 2) evaluasi dilakukan secara
menyeluruh, baik hasil dan proses belajar-mengajar; dan 3) evaluasi
harus obyektif.

Evaluasi produk diarahkan untuk menilai apakah keberhasilan
pencapaian atau penguasaan kompetensi dari peserta didik, sesuai
dengan tujuan yang harus dicapai, baik menyangkut domain
kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.'>®

Dalam kurikulum 2013 evaluasi yang digunakan yaitu dengan
menggunakan penilaian autentik. Wiggins (dalam Materi Pelatihan
Guru Implementasi Kurikulum 2013) mendefinisikan penilaian otentik
sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang
mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam
aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi
dan membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa,
berkolaborasi dengan antarsesama melalui debat, diskusi dan

sebagainya.'”

138 Asep Jihad, Pengembangan kurikulum, 8-10.
%9 Kementrian Agama RI, Pedoman Penyusunan Penilaian Autentik. (Jakarta:
Kemenag RI), 7.
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Berikut ini adalah standar penilaian yang digunakan dalam
Kurikulum Madrasah 2013:
1. Pengertian Dasar Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik,
penilaian dalam pengertian ini mencakup: penilaian autentik,
penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan
harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional,
dan ujian madrasah, yang diuraikan secara ringkas sebagai
berikut:'*

1. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara
komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (inpur),
proses,dan keluaran (output) pembelajaran.

2. Penilaian diri (self assessment) merupakan penilaian yang
dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk
membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah
ditetapkan.

3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang

dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar

1K ementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik, 333.
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peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di
dalam (in class) atau di luar kelas (out class) khususnya pada
perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.

. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam
proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan
hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara
periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah
menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih sesuai
perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik.

. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik setelah melaksanakan 8 — 9 minggu kegiatan pembelajaran.
Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator
yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode
tersebut.

. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator
yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester

yang sudah berjalan.
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8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK
merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan
pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.
Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang
merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi
tersebut.

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut
UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.
Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang
merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi
tersebut.

10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan
kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta
didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional
Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

11. Ujian Madrasah merupakan kegiatan pengukuran
pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada
UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. '’

2. Prinsip dan Pendekatan Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1! Kementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik, 334.
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a Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan
tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.

b Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara
terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang
dilakukan secara berkesinambungan.

¢ Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.

d Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan
dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.

e Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan
kepada pihak internal madrasah maupun eksternal untuk aspek
teknik, prosedur, dan hasilnya.

f Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan
pendidik.'®

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian, maka

direkomendasikan menggunakan pendekatan penilaian acuan

kriteria (PAK). penilaian acuan kriteria merupakan penilaian
pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan
minimal (KKM).

Kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria ketuntasan belajar

minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan

mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan

162 1bid.,335.
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dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Kriteria
ketuntasan minimal memiliki konsekuensi ganda yaitu, bagi
pendidik dituntut untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan
tugas mengajar dan bagi peserta didik dituntut untuk bersungguh-
sunggguh dan optimal dalam menjalani proses pembelajaran.'®
3. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian
a. Ruang Lingkup Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang
sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap
peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan
penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata
pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.
b. Teknik dan Instrumen Penilaian
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai
berikut.'®
1) Penilaian kompetensi sikap
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui
observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer
evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian

163 1bid.,336.
164 1bid., 337.
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antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian

(rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal

berupa catatan pendidik.

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan
secara berkesinambungan dengan menggunakan indera,
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah
indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh
pendidik saat proses pembelajaran.

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara
meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan
kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi.
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri
yang berisi ceklist aspek kepribadian.

c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian
dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai
terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang
digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang
berisi cheklis tentang aspek yang dinilai.

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar

kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang
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kekuatan dan kelemahan peserta didik berkaitan dengan
sikap dan perilaku.'®
2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai
peserta didik melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan,
pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi;
1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian,
jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 2) Instrumen
tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada
peserta didik berserta pedoman penskoranya. 3) Instrumen
penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang
dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan
karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik.
3) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang
pendidik harus menilai kompetensi keterampilan melalui
penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik
mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan

menggunakan tes praktik, projek,produk dan penilaian

195 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2016. tentang Standar Penilaian Pendidikan.
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portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau
skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.
Adapun penjelasan instrument penilaian keterampilan
yaitul66:
Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa
keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan
tuntutan kompetensi.
Projek adalah tugas-tugas belajar (/earning tasks) yang meliputi
kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis
maupun lisan dalam waktu tertentu.
Produk adalah penilaian kemampuan peserta didik membuat hasil
karya,produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan halal
(contoh: tempe halal, kue halal, asinan halal, baso halal, dll),
pakaian, sarana kebersihan halal (contoh: sabun, pasta gigi, cairan
pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh:, paper/makalah,
powerpoint peta konsep Isami,jam yang menunjuk waktu sholat,
alarm pengingat waktu sholat, alarm dengan nuansa islami), hasil
karya seni (contoh: kaligrafi, lukisan dan gambar), dan barang-
barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam yang
berciri khas ilami.
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara

menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu

166

Kementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik, 336.
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yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat,

perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam

kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan

nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap

lingkungannya.
Instrumen  penilaian kompetensi  keterampilan  harus
memenuhi  persyaratan berikut yaitu: 1)substansi yang
merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 2) konstruksi
yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk
instrumen yang digunakan; dan 3) penggunaan bahasa yang
baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.'"’

4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a) Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan,
pemerintah dan/atau lembaga mandiri.

b) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian
autentik, penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat
kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian madrasah,
dan ujian nasional. Penjelasan lebih rinci masing-masing bentuk

penilaian sebagai berikut:

167

Kementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik., 336.
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Penilaian autentik dilakukan oleh pendidik secara
berkelanjutan.

Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali
sebelum ulangan harian.

Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab
atau tema pelajaran.

Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan
proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
Ulangan tengah semester dan wulangan akhir semester,
dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan
pendidikan.

Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan
pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII
(tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan
kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat
kompetensi pada akhir kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat
4A), dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.

Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode
survei oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas
IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), kelas XI (tingkat 5) dan
kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.

Ujian madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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i Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Perencanaan wulangan harian dan pemberian projek oleh
pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Kegiatan ujian madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: a)
menyusun  kisi-kisi ujian; b) mengembangkan (menulis,
menelaah, dan merevisi) instrumen; c) melaksanakan ujian; d)
mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan
peserta didik; dan e) melaporkan dan memanfaatkan hasil
penilaian.

Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur
dalam Prosedur Operasi Standar (POS).

Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik
sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik
yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran
remedial.

Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan
dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada

: 168
orangtua dan pemerintah.

5. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian

Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik

168

Kementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik, 337.



109

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara

berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan

kemajuan belajar peserta didik serta untuk  meningkatkan

efektivitas pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a

Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai
acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada
awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian,
pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator
dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran
sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali
dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes.
Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya
untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan
kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.

Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan
dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap
mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema yang sudah

diselaraskan secara konseptual dan metodologis.'®

199 1bid., 337.



d

110

Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk
mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan
kepada peserta didik disertai balikan (feedback) berupa
komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada
pihak  terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan
pembelajaran.

Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk: 1)
nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil
penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan
termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu
khususnya pada tingkat dasar, 2) deskripsi sikap, untuk hasil
penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.

Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada
kepala madrasah dan pihak lain yang terkait (waka.
kurikulum, wali kelas, pendidik Bimbingan dan Konseling,
dan orangtua/wali) pada periode yang ditentukan.

Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan
oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya
diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi

kompetensi oleh wali kelas/pendidik kelas.'™

2) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan

170 1bid.338.
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Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk

menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang

meliputi kegiatan berikut:

a

menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi
dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata
pelajaran;

mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat
kompetensi, dan ujian akhir madrasah;

menyelenggarakan ujian madrasah dan menentukan kelulusan
peserta didik dari ujian madrasah sesuai dengan POS Ujian
Madrasah;

menentukan kriteria kenaikan kelas, sesuai ketentuan standar
yang telah ditetapkan dan disyahkan pemberlakuanya;
melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat
kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk
buku rapor;

melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan
pendidikan kepada bidang pendidikan madrasah kementerian
agama kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
melaporkan hasil ujian kompetensi kepada orangtua/wali
peserta didik dan bidang pendidikan madrasah kementerian

agama kabupaten/kota dan provinsi.
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h  menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
melalui rapat kelulusan sesuai dengan kriteria: 1)
menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) mencapai
tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan
kompetensi sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori
baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal
sama dengan KKM yang telah ditetapkan; 3) lulus ujian
madrasah dan ujian madrasah berstandar nasional; dan 4)
lulus Ujian Nasional.

i menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah
Berstandar Nasional (SKHUMBN) setiap peserta didik bagi
satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional; dan Ujian
Madrasah Berstandar Nasional.

j  menerbitkan ijazah untuk setiap peserta didik yang lulus dari
satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah
terakreditasi.'”"

3) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah.
Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian
Nasional, Ujian Madrasah Berstandar Nasional dan Ujian Mutu
Tingkat Kompetensi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Ujian Nasional

171

Kementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik ,339.
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l)Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh
suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal
serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

2) Hasil Ujian Nasional digunakan untuk: a) salah satu syarat
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; b) salah
satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang
pendidikan berikutnya; c¢) pemetaan mutu; dan d)
pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan
mutu.

3) Dalam rangka standardisasi UN diperlukan acuan berupa
kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh
Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan komposisi
tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah.

4)Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap
tahun oleh Pemerintah.

5)Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu
program dan/atau  satuan pendidikan, Pemerintah
menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan
menyampaikan hasilnya kepada pihak yang
berkepentingan.

b. Ujian Madrasah Berstandar Nasional PAI dan Bahasa Arab
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1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UMBN didukung oleh
suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal
serta pelaksanaan harus dengan aman, jujur, dan adil.

2) Hasil UMBN digunakan untuk:

e bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu
madrasah;

e salah satu syarat ketentuan kelulusan;

e umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran di
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah;

e alat pengendali mutu pendidikan;

e pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah.

c. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi

1) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan oleh
Kementerian Agama bersama Pemerintah pada seluruh
satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan
penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan.

2) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan sebelum peserta
didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu,
sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan

proses pembelajaran.
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3) Instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan ujian mutu Tingkat
Kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif
sebagaimana hasil studi lain dalam skala nasional ataupun
internasional.'”
3. Konsep Pengembangan Kurikulum 2013

Pengertian pengembangan menunjukkan kepada suatu kegiatan
yang menghasilkan suatu cara yang “baru”, di mana selama kegiatan
tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus
dilakukan. Pengertian pengembangan ini berlaku juga bagi kurikulum
pendidikan. Karena pengembangan kurikulum juga terkait penyusunan
kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada satuan pendidikan disertai
dengan evaluasi dengan intensif.'”

Murrary Print mengatakan bahwa pengembangan kurikulum adalah
“curriculum development is defined as the process of planning,
constructing, implementing and evaluating learning opportunities intended
to produce desired changes in leaner’s’. Maksudnya bahwa pengembangan
kurikulum adalah, sebagai proses perencanaan, membangun, menerapkan,
dan mengevaluasi peluang pembelajarn diharapkan menghasilkan
perubahan dalam belajar.'™

Landasan pengembangan kurikulum yakni:'”

172 K ementerian Agama, Pedoman Penilaia autentik, 339-340
'73 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, him. 5
]74Murrary Print, Curriculum Design and Development, (Australia: Allen & Unwin, 1993),

23.
'7°'S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 23.
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Bagan 2 1 Landasan pengembangan kurikulum
Pengembangan  kurikulum juga menggunakan pendekatan-
pendekatan lain diantaranya:'’°

Pendekatan Pendekatan

Subjek Humanistik
Akademik

Pendekatan
Rekonstruksi
Sosial

Pendekatan
Teknologis

Bagan 2 2pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum

Alur Pengembangan kurikulum di Madrasah bisa digambarkan

dalam bagan berikut ini

'7°E Mulyasa, Kurikulum — Berbasis ~ Kompetensi ~ Konsep — Karakteristik — Dan
Implementasikan ( Bandung: Remaja Rosdakarya ,2006), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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FIASTL |

Pengemb
Bahan Ajar

PROGRAM

SILABUS/RPP

Bagan 2 3Alur Pengembangan kurikulum di Madrasah

Sedangkan beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum
madrasah, yaitu:
1. analisis dan diagnosis kebutuhan,
2. perumusan tujuan.
3. pemilihan dan pengorganisasian materi.
4. pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar.
5. pengembangan alat evaluasi.

Madrasah adalah salah satu lembaga sekolah di bawah Kementrian
Agama, dalam pengembangan kurikuluum madrasah utamanya dalam
kurikulum 2013, pengembangan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri
Agama Nomor 165 Tahun 2014, dalam lampiran tersebut dijelaskan
Kementerian Agama telah berupaya untuk mentransformasikan pemikiran
yang menjembatani segala sesuatu yang telah ada saat ini (what it is)

dengan segala sesuatu yang seharusnya ada di masa yang akan datang
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(what should be next) dalam suatu rancangan kurikulum yang fungsional
dan aktual dalam kehidupan.'”’

Sesuai dengan arah kebijakan dan penugasan secara khusus,
selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan aspek yang
berkenaan dengan pengembangan kurikulum dan penguatan pelaksanaan
kurikulum satuan pendidikan dengan melakukan rekonseptualisasi ide
kurikulum, desain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi
kurikulum.

Rekonseptualisasi ide kurikulum merupakan penataan ulang
pemikiran teoritik kurikulum berbasis kompetensi. Teori mengenai
kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran
pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi
diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu (ability to perform)
berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut
terumuskan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 178

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian
Agama RI. memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang
dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang
terkait dengan domain sikap untuk pengembangan sofi-skills yang
seimbang dengan hard-skills, seiring dengan ruh Pendidikan Agama Islam

itu sendiri.

77 K ementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Teknis, 5.
"bid., 11.
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Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada
pengertian bahwa kurikulum adalah suatu pola pendidikan yang utuh untuk
jenjang pendidikan tertentu. Desain ini menempatkan mata pelajaran
sebagai organisasi konten kurikulum yang terbuka dan saling
mempengaruhi. Desain  kurikulum yang akan digunakan untuk
mengembangkan kurikulum baru harus mampu mengaitkan antar konten
kurikulum baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum keseluruhan dimensi
kurikulum, yaitu ide, desain, implementasi dan evaluasi kurikulum,
direncanakan dalam satu kesatuan. Hal inilah sebenarnya yang menjadi inti
dari pengembangan kurikulum (curriculum development).'”

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai
tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan
eksternal. Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan
zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola
kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak
kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan
penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang
diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis,
sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan

pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah

'7” Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Teknis, 12.
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merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar
dan Kompetensi Dasar pada setiap Madrasah.'™®

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan
kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja
didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan
pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem
pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model
konsep pendidikan mana yang digunakan. Model pengembangan kurikulum
dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi
berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam
kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum
humanistik, teknologis dan rekonstruksi sosial. Ada beberapa model
pengembangan kurikulum, yaitu:

1. The administrative model

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama
dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff
karena inisiatif dan gagasan pegembangan datang dari para administrator
pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang
administrasinya, administrator pendidikan (apakah dirjen, direktur atau
kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan) membentuk suatu
komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggota-anggota

komisi atau tim ini terdiri atas, pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan,

'80 Lampiran KMA No. 165 Tahun 2014, BAB I “Kerangka Umum”, 1.
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ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan
perusahaan. Tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep-konsep
dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam
pengembangan kurikulum. '*!

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, selama tahun-tahun
permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan
pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan
beberapa saat perlu juga dilakukan suatu evaluasi, untuk menilai baik
validitas  komponen-komponennya, prosedur pelaksanaan maupun
keberhasilannya. Penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus
dari tingkat pusat atau daerah, sedang penilaian persekolah dapat dilakukan
oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut
merupakan umpan balik, baik bagi instansi pendidikan di tingkat pusat,
daerah, maupun sekolah.

2. The grass roots model

Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama.
Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi
dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum
yang pertama, digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum
yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grass roots akan berkembang

dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model

pengembangan yang bersifat grass roots seorang guru, sekelompok guru

181 Hasan Bahrun, Pengembangan Kurikulum : Theory dan Praktek (Bandung: Pustaka
Jaya, 2009), 54.
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atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan
kurikulum. '

3. Beauchamp's system

Model pengembangan kurikulum ini, dikembangkan oleh
Beauchamp seorang ahli kurikulum. Beauchamp menyatakan ada empat
kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum,
yaitu: (1) para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat
pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar, (2) para ahli
pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, (3)
para profesional dalam sistem pendidikan, (4) profesional lain dan tokoh-
tokoh masyarakat.'®

4. The demonstration model

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grass roots, datang dari
bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru
bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan
kurikulum. '**

Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau
beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan
komponen kurikulum. Karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti
kurikulum yang ada, pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan

dari pihak-pihak tertentu.

182 |pid; 57.
183 1hid:87.
184 1hid ; 88.
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5. Taba's inverted model

Menurut cara yang bersifat tradisional pengembangan kurikulum
dilakukan secara deduktif, dengan urutan: 1) Penentuan prinsip-prinsip dan
kebijaksanaan dasar, 2) Merumuskan desain kurikulum yang bersifat
menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu, 3) Menyusun
unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, 4)
Melaksanakan kurikulum di dalam kelas. '®

Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak
merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya pengembangan
kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah
yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari
model tradisional.

6. Roger's interpersonal relations model

Meskipun Rogers bukan seorang ahli pendidikan (ia ahli psikologi
atau psikoterapi) tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi khususnya
bagaimana membimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang
pendidikan dan pengembangan kuriulum. Memang ia banyak
mengemukakan konsepnya tentang perkembangan dan perubahan
individu.'*

Menurut Rogers manusia berada dalam proses perubahan

(becoming, developing, changing), sesungguhnya ia mempunyai kekuatan

¥3Hilda Taba , Curriculum Development: Theory and Practices. (New York: Brace and

World, Inc, 1926), 12.

186 Nana Syaodih S, Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktek), 89.
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dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-
hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu
memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga
tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan
mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan
pemberi informasi apalagi penentu perkembangan anak, mereka hanyalah
pendorong dan pemelancar perkembangan anak. '’
. Landasan Kurikulum 2013
Landasan kurikulum mengacu pada dua hal yaitu filosofis dan
yuridis.188
a. Landasan Filosofis
Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.
Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar
falsafah negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai
filsafat bangsa dan negara Indonesia menjadi sumber utama dan penentu

arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung

187 Ibid ; 90.
38 1bid., 7.
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dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Kurikulum 2013
dikembangkan dengan membawa amanah harus mampu menumbuhkan
nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik.

Landasan filosofi pengembangan Kurikulum 2013 adalah berakar
pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat eksperimentalisme,
rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perenialisme,
pandangan filsafat eksistensialisme, dan romantik naturalism.'*

Kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa, memiliki arti
bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai
hidup yang penting. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-
nilai budaya setempat dan nasional menjadi nilai budaya yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi nilai yang
dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan di masa depan.

Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pandangan filsafat
eksperimentalisme harus dapat mendekatkan apa yang dipelajari di
sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu apa yang
terjadi di masyarakat adalah merupakan sumber kurikulum. Filosofi
rekonstruksi sosial memberi arah kepada kurikulum untuk menempatkan
peserta didik sebagai subjek yang peduli pada lingkungan sosial, alam,

dan lingkungan budaya.

'8 Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP, 17.
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Kurikulum  juga harus dapat menjadi sarana untuk
mengembangkan potensi intelektual, berpikir rasional, dan kemampuan
membangun masyarakat demokratis peserta didik menjadi suatu
kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan
masyarakat yang lebih baik. Sesuai dengan pandangan filsafat
esensialisme dan perenialisme, kurikulum harus menempatkan
kemampuan intelektual dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang
harus menjadi kepedulian kurikulum untuk dikembangkan.

Kurikulum harus dapat mewujudkan peserta didik menjadi
manusia yang terdidik dan sekolah harus menjadi centre for excellence.
Pandangan filsafat esensialisme dan perenialisme menuntut kurikulum
mampu membentuk peserta didik menjadi manusia cerdas secara
akademik dan memiliki kepedulian sosial. Pandangan filsafat
eksistensialisme dan romantik naturalisme memberi arah dalam
pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat mewujudkan
peserta didik memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, kemampuan
berinteraksi dengan sesama dalam mengangkat harkat kemanusiaan, dan
kebebasan berinisiatif serta berkreasi.'”’

Menurut pandangan filsafat ini, setiap individu peserta didik
adalah unik, memiliki kebutuhan belajar yang unik, perlu mendapatkan
perhatian secara individual, dan memiliki kebebasan untuk menentukan

kehidupan mereka. Pada intinya kurikulum harus mampu

190 1hid., 18.
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mengembangkan seluruh potensi manusia yaitu menjadikan peserta
didik sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki kekuatan
yang berguna bagi dirinya masyarakat, bangsa, dan negara.

Kurikulum 2013 diciptakan untuk menjawab tantangan baik
internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan
kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu
kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan
eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu
yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan
informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan
pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser
pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi
masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade
Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran
kekuatan ekonomi dunia, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang
pendidikan.

Dengan tujuan diadakannya Kurikulum 2013 menandakan bahwa
adanya pengaruh postmodern didalamnya. Untuk melihat pengaruh

pendidikan  utamanya dalam persekolahan oleh  pendekatan
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postmodernisme memang sulit untuk dijelaskan. Hal ini dikarenakan
sangat jarang postmodernisme dikaitkan dengan masalah pendidikan.
Sebab sudah dari dulu tema postmodernisme lebih banyak dikontekskan
pada seni, arsitektur, kebudayaan, dan juga filsafat. Akan tetapi, jika
diperhatikan secara mendasar postmodern ditemukan dari problem
pendidikan di Indonesia, maka untuk itu yang penting bagaimana
menempatkan  paradigma  baru  pendidikan  Indonesia  dari
keterpengaruhan postmodernisme.

Postmodern dapat juga diartikan sebagai keterbukaan untuk
melihat hal-hal baru, yang berbeda sambil menolak kecenderungan
apatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan, atau kaidah baru.
Kritik-kritik oleh postmodernisme juga merambah pada dunia
pendidikan, yang berakibat semakin dipertanyakannya kualitas institusi
pendidikan dalam memberikan transformasi nilai dan pengetahuan.
Postmodernisme yang mengusung tema pluralitas, heterogenitas serta
deferensiasi adalah bukti betapa pendidikan harus disebarkan melalui
kerja-kerja yang tidak harus dibebankan pada sekolah.'"!

Pendidikan pada saat sekarang tidak lagi diartikan sebagai proses
transformasi pengetahuan yang hanya dikuasai oleh sekolah. Guru
dengan demikian tidak lagi dipandang sebagai seorang yang selalu benar
dengan segala kemampuannya untuk melakukan proses pencerdasan

masyarakat. Gudang ilmu mengalami pergeseran, tidak lagi terpusat

Y1 Arifin, konsep dan model pengembangan kurikulum. (Bandung: PT remaja
rosdakarya), 66.
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pada guru. Ruang pendidikan tidak lagi harus berada di sekolah,
melainkan juga harus dimainkan oleh masyarakat, entah itu melalui
pendidikan formalmaupun informal. Kritik postmodernisme atas situasi
masyarakat modern sebenarnya juga merupakan kritik atas proses
pendidikan yang hanya mengedepankan satu aspek dari keseluruhan nilai
yang dimiliki manusia.

Kehadiran postmodernisme dalam bidang pendidikan manusia
disadari telah membuat warna baru yang menarik untuk dikaji. Hal ini
tidak saja karena kehadirannya cukup menyentakkan dunia akademik,
melainkan juga postmodernisme telah turut membawa pesan-pesan kritis
untuk melakukan pembacaan ulang atas berbagai tradisi yang selama ini
diyakini kebenarannya. Kurikulum 2013 sudah membuktikan adanya
postmodernisme di dunia pendidikan Indonesia, namun justru dihentikan
oleh masa pemerintahan yang baru karena dianggap kurang kesiapan
dari beberapa aspek dan mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Peralihan kewenangan secara penuh ini mencitrakan sebuah
demokrasi pendidikan. Artinya, masyarakat dan sekolah berkepentingan
dan bertanggungjawab secara optimal atas kemajuan sebuah
penyelenggaraan pendidikan. Melalui persiapan bidang pendidikan yang
baik, maka komponen kurikulum dan pengangkatan guru misalnya akan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,
sesuai dengan kesiapan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia.

Prinsip ini jelas menuntut kesiapan SDM agar penentuan kurikulum
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berbasiskan kompentensi dapat diwujudkan dan dihasilkan secara
optimal'”?
. Landasan Yuridis

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks
Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan
Menengah menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa
(Lampiran I) dan Buku Panduan Guru sebagai buku guru (Lampiran
II) yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus
memahami baik buku peserta didik maupun buku guru dan mampu
menggunakannya dalam pembelajaran.

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa perencanaan
pembelajaran  dirancang  dalam bentuk Silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), penilaian proses pembelajaran
menggunakan pendekatan penilaian outentik (authentic assesment)
yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Pelaksanaan pembelajaran juga melaksanakan program remidial dan
program pengayaan. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan
harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan
memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya.'”’

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, bahwa “Sesuai dengan

192192 ¥ ementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP,10 .
193 Kementerian Agama, Pedoman Penyusunan RPP,11.



C.

131

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran
yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran
terpadu.”’
Hal ini dipertegas kembali dalam Permendikbud Nomor 59
Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
menyebutkan, bahwa ““Pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan melalui
pembelajaran dengan pendekatan saintifik”.
Civic Education
1. Pengertian Civic Education
Salah satu unsur penting yang ada dalam suatu negara, yakni
adanya penduduk (7ngezenten) atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu
Negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah
sebuah negara.194 Mereka secara sosiologis lazim dinamakan “rakyat” dari
negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu
rasa persamaan, solidaritas social dan bersama-sama mendiami suatu
wilayah tertentu.'”
Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang sah bertempat
tinggal tetapdalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan mengenai masuk suatu negara dan mengadakan

tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.'”

49.

9 Samidjo, Z/mu Negara (Jakarta: Armico, 1986), 35.
193 Basyir Kurniawi, Civic Education (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 52
1% Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Liberty, 1996),
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Rakyat/penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi
hukum, terdiri dari:"’

a. Warga Negara (staatsburgers), yaitu setiap orang yang memiliki ikatan
hukum dengan pemerintahan negara tersebut.

b. Orang asing, yaitu warga Negara asing yang bertempat tinggal pada
Negara tersebut atau semua orang orang-orang yang bukan warga
Negara asli.

c. Kewarganegaraan berasal dari kata warga dan Negara, warga berarti
anggota. Misalnya, anggota keluarga, anggota perkumpulan dan Negara
(warga Negara). Warga Negara mengandung arti hal yang berhubungan
dengan Negara.'”®

Warga Negara dengan negara mempunyai ikatan khusus dalam
mengatur kedudukan serta hubungan yang terkait dengan hak dan
kewajiban warga Negara. Warga negara memiliki hubungan hak dan
kewajiban yang bersifat fungsional, yakni kewajiban dan hak yang saling
timbale balik antar keduanya. Hak dan kewajiban tersebut sangat jelas
diatur secara eksplisit dan tetulis dalam konstitusi atau UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang bersifat organik dibawahnya.

Maksudnya, bahwa perincian hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara

diatur dalam hukum dasar dan peraturan turunannya yang bersifat

7 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Prestasi

Pustaka, 2006), 228
8 C.S.T. Kansil. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2005), 168.
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menjabarkan dalam berbagai peraturan yang derajatnya dibawah

konstitusi.'”’

Warga Negara dalam konteks Negara Republikindonesia yang

mengacu kepada UUD 1945, dimana warga Negara yang diklasifikasikan

dalam dua kelompok besar, yakni WNI dan WNA akan berbeda satu

dengan lainnya. Mereka sebagai penduduk asli atau penduduk asal

nusantara yang dikenal dengan penduduk pribumi, maka mereka memiliki

kewajiban, antara lain:

1.

Mereka berkewajiban untuk taat dan menjujung tinggi dasar Negara
Indonesia: Pancasila

Mereka berkewajiban untuk taat dan menjujung tinggi Konstitusi atau
UUD 1945dengan hasil amademen ke I, II, III, dan IV sebagai sumber
hukum tertinggi dan kontitusional di republik ini.

Mereka berkewajiban untuk menghormati pemerintah yang sah hasil
dari pilihan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis.
Mereka berkewajiban untuk membela Negara jika Negara RI dalam
ancaman musuh baik dari dalam negeri maupun ancaman dari dari luar
negeri.

Mereka berkewajiban untuk taat hukum dan peraturan yang berlaku di
tanah air dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.

Mereka berkewajiban untuk menjujung tinggi dan menghormati

lambing-lambang kebesaran Negara.”"’

199

Basyir Kurniawi, Civic Education, 85.
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7. Mereka berkewajiban untuk membayar pajak bagi setiap penduduk
yang berdomisili di tanah air sebagai kontrak sosial melekat sebagai
warga Negara di RI.

8. Mereka berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, terutama
menghormati HAM orang lain dalam tatanan pengaturan hukum yang
berlaku.

9. Semua warga Negara berkewajiban untuk membina kesadaran hukum
dan menghormati hukum secara kontrak sosial atau kesepakatan
bersama dalam menegakkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh
pemerintah bersama wakil-wakil rakyat sebagai hukum yang sah, dan
kewajiban lain yang patut dengan etika yang berlaku umum.*"’

Sedangkan hak-hak bagi warga Negara secara mendasar telah diatur
dalam UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang
konstitusional, antara lain adanya jaminan HAM yang pasti dalam
konstitusi. Hal yang tercantum dalam BAB X-A perihal pengaturan Hak
Asasi Manusia.

Aturan yang tercantum pada pasal 28-A dan 28-J. dalam pasal-pasal
tersebut terdapat pengaturan hak warga Negara, antara lain: hak untuk
mempertahankan kelangsungan hidup, hak melanjutkan keturunan dalam
perkawinan yang sah, jaminan perlindungan dari diskriminasi dan bebas
dari kekerasan, mendapatkan akses kualitas hidup yang patut dan

kesejahteraan yang adil, hak mendapatkan jaminan hukum yang transparan

200 Basyir Kurniawi, Civic Education, 86.
21 1bid. , 87
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dan adil (equality before the law), jaminan politik dan persamaan dalam
pemerintahan, jaminan hukum wuntuk berserikat, berkumpul, dan
berorganisasi baik sosial dan organisasi poltik, jaminan kebebasan
beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya (pasal 28E, pasal
29), hak mendapatkan imbalan yang adil dalam bekerja yang adil dan layak,
hak atas status kewarganegaraan dan cara mendapatkannya (pasal 28F),
dan hak-hak dasar yang bersifat hak asasi yang melekat dalam diri setiap
warga Negara yang brsifat fitrah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa
yang tidak dapat dicabutoleh siapapun, bahkan Negara sekalipun.””

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta
didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat
penting. Hal ini sangat berdasar mengingat pendidikan dijadikan sebagai
salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan manusia. Tentu saja, berkualitas
tidaknya tingkat kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh sejauh mana
kualitas pendidikan yang didapatkannya di bangku sekolah. Atau dengan
kata lain, kualitas proses belajar berimplikasi tidak langsung pada tingkat
kesejahteraan manusia. Tidak terkecuali kualitas pelaksanaan proses belajar

dan pemahaman pendidikan kewarganegaraan.””

202 Basyir Kurniawi, Civic Education, 87.

29 Azyumardi, Azra, Menuju Masyarakat Madani, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,
1999), 178
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Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai education
education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan
warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang
pendidikan. Pendidikan kewaranegaraan dapat diartikan menjadi 2
golongan, yaitu Civic Education dan Education Education.”®® Civic
Education dapat diartikan sebagai suatu pelajaran yang dirancang untuk
mempersiapkan para generasi muda agar setelah dewasa mampu berperan
aktif dalam masyarakat, sedangkan cityzenship mempunyai arti yang lebih
luas yang mencakup formal dan informal. Pendidikan kewarganegaraan
dapat juga disebut civic education yang artinya adalah suatu program
pendidikan yang merupakan perkembangan dan perluasan dari ilmu
kewarganegaraan yang berfokus pada perluasan Demokrasi Politik,
Demokrasi Sosial, dan Demokrasi Ekonomi dengan pengaruh positif dari
pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat.**

Pendidikan kewarganegaraan (Civil/ Educaton) mempunyai banyak
pengertian dan istilah. Dalam majalah 7he Citizen and Civic, 4 Pendidikan
Kewargaan (Civic Education) Henry Randall Waite (1886) merumuskan
pengertian Civics sebagai “The science of education, the relation of man,
the individual, to man in organized collections, the individual in his

relation to the state” (ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan seseorang

dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir,

204

1990), 13.
25 Adi Suryadi, Culla, Masyarakat Madani pemikiran, (jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), 45.

Budiman, Arief, State and Civil Society, (Clayton:Monash Paper Southeast Asia,
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hubungan seseorang individu dengan negara). Dari definisi tersebut, Civics
dirumuskan oleh Muhammad Numan Somantri sebagai Ilmu
Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a)
manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi-organisasi
sosial, ekonomi, politik, (b) individu-individu dengan negara. Edmonson
(1985) merumuskan makna Civics ini dengan “Civics is usually defined as
the study of government and of citzenship, that is, of the duties, right and
privileges of citizens’ (Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi
tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan
kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara). Pengertian ini
menunjukan bahwa Civics merupakan cabang dari ilmu poltik.
Sebagaimana tertuang dalam Dictionary of Education sebagai berikut
“Civic (is) the elements of political science or taht branch of political
science dealing with the right and duties of citizens” (Civics merupakan
komponen dari ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban warga negara).”"

Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan Civics adalah
education. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond, seperti dikutip
Somantri, menjelaskan rumusan education sebagai berikut; “ Education as it
relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-sense,

education includes only legal status in country adn the activities closely

related to the political function-voting, governmental organization, holding

206 Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2006), 5.
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of office, and legal right and responsibility....” (pendidikan sebagaimana
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua
pengertian: (salah satunya) dalam arti luas, education hanya mencakup
status hukum dalam sebuah negara dan kegiatan-kegiatan yang erat
hubungannya dengan pemilu, oranisasi-organisasi pemerintah, pemegang
kekuasaan, dan hak legal serta bertanggungjawab).

Dapat dikatakan bahwa Civics dan Education erat kaitannya dengan
urusan warga negara dan negara. Pendidikan Demokrasi secara substantif
menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai,
budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-
unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu
negara.”’’

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional
bukanlah hal baru di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada
dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta
mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan Negara. Upaya
mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu
Negara merupakan tugas pokok Negara. Konsep warga Negara yang cerdas
dan baik (smart and good education) tentunya amat bergantung dari

pandangan hidup dan system politik Negara yang bersangkutan.”®

207 Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 6.
2% Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education),
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),3.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
social bagi seluruh rakyat Indonesia.*"

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai
dengan sekarang, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa
yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam
dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat
kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu
ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya
generasi muda sebagai penerus bangsa.'’

Indonesia dimasa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi
system pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warganegara
yang menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
bangsa dan Negra. Kehidupan demokratis didalam kehidupan sehari-hari
dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-
organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan

diterapkan demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

29 yuD 45 & Perubahannya, (Jakarta : PT Kawan Pustaka, 2010), 2.
219 M. Ridwan, daden dkk, Pengembangan Masyarakat Madani dan Tantangan
Demokratisasi Indnesia (Banddung:Mizan, 1999), 23.
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Demokrasi dalam suatu Negara hanya akan tumbuh subur apabila
dijaga oleh warga Negara yang demokratis. Warga Negara yang demokratis
bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus
memikul tanggung jawab secara bersama-sam dengan orang lain untuk
membentuk masa depan yang cerah.*"’

Sekalipun hampir setiap orang mengatakan kata demokrasi,
khususnya setelah lahirnya era reformasi, yang menganggap terbukanya
keran yang selama ini tersumbat, kata demokrasi masih banyak disalah
artikan. Sejak lengsernya orde baru di tahun 1998, demokrasi menjadi
kosakata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Dari
kalangan cendikiawan hingga kalangan awam menggunakan demokrasi
dengan pengertian masing-masing. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi
kini sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda.
Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan
dalam perbincangan sehari-hari, tak kira dimanapun berada, tetapi banyak
juga yang disalah artikan bahkan seringkali ia dikontraskan dengan agama,
padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai
demokrasi.”'?

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil

(civil society), baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun

211
212

Pusat kurikulum, Balibang Depdiknas untuk pelajaran Kewarganegaraan, 1.
Ernest, Gallner, Membangun Masyarakat Sipil:Prasyarat Menuju Kebebasan
(Bandung:Mizan, 1999) 56.
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antara masyarakat dengan Negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat
sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak.*"

Masyarakat madani merupakan wujud masyarakat yang memiliki
keteraturan hidup dalam suasan perikehidupan yang mandiri, berkeadilan
social, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat
kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis
dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.*"*

Demokrasi memiliki arti yang penting bagi masyarakat yang
menggunakanya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk
menentukan sendiri jalanya organisasi Negara dijamin, demokrasi sebagai
dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai
kehidupannya, jadi Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat , atau jika ditinjau dari sudut
organisasi, ia berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat
sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan
rakyat.*'?

Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan secara substantive tidak
saja mendidik generasi muda menjadi warga Negara yang cerdas dan sadar

akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan

213 Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education),
35.

1 Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI,(Jakarta : Erlangga, 2007), 48.
215 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,

(Yogyakarta : Paradigma, 2007), 55.
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bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan
kewarganegaraan melainkan juga membangun kesiapan warga Negara
menjadi warga dunia (global society).*'®

2. Urgensi Civic Education

Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak
bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi berkeadaban karena
beberapa alasan. Pertama, meningkatnya gejala dan kecendrungan
political illiteracy; tidak ‘melek’ politik dan tidak mengetahui cara kerja
demokrasi dan lembaga-lembaganya dikalangan warga Negara. Kedua,
meningkatnya political apathism (apatis berpolitik) yang ditunjukkan
dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.
Ketiga, masih terjadinya pelanggaran terhadap HAM, baik yang
dilakukan Negara maupun warganya.>'’

Pembentukan warga Negara yang cerdas secara intelektual,
emosional memiliki keadaban demokratis, dan demokrasi berkeadaban
merupakan tuntutan dan keniscayaan. Pendidikan kewarganegaraan
merupakan sarana pendidikan yang efektif dan strategis bagi Negara-
negara demokratis baru untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat
luas tentang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan

dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan, dan melestarikan

216 Dede Rosyada dkk, Buku Panduan doses civic education, (Jakarta : Prenada Media,
2004), 2.
21" Muhammad, Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta:LP3ES, 1999), 78.
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demokrasi guna terwujudnya masyarakat madani, serta penghormatan dan
penegakan HAM.*'®

Demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola piker atau perilaku
politik yang dapat dibangun sekali jadi. Demokrasi adalah proses dimana
masyarakat dan Negara berperan didalamnya untuk membangun kultur
dan system kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan,
menegakkan keadilan baik secara social, ekonomi maupun politik. Dari
sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat dan
pemerintah bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya
demikrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.219

Proses demokratisasi di Indonesia membutuhkan topangan budaya
demokrasi yang genuine. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses
transisi demokrasi masih rentan terhadap terhadapa ancaman budaya dan
perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis
dalam menyuarakan pendapat, politik vang (money politics), pengerahan
masa untuk tujuan politik, dan penggunaan symbol-simbol primordial
(suku dan agama) dalam berpolitik.**’
Melihat pada kenyataan tersebut, Indonesia membutuhkan sebuah

demokrasi keadaban (civilitized democracy) atau apa yang dikatakan oleh

Robert W. Heffner sebagai keadaban demokrasi (democratic civility).

218 Dede Rosyada dkk, Buku Panduan doses civic education, (Jakarta : Prenada Media,
2004), 2-3.

219 Nurcholish, Madjid, Asas-asasPluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat (Jakarta:The
Asia Foundation,2000), 65.

220 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
(Yogyakarta : Paradigma, 2007), 49.
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Namun demikian, menuju tatanan demokrasi keadaban yang lebih genuine
dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan; sebaliknya
membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran dan pengamalan (learning
by doing), serta pendalaman (deepening) demokrasi. Proses panjang ini
tidak lain dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya demokratis
(democratic culture)”®’ Salah salah satu cara untuk mengembangkan
kultur demokrasi berkeadaban adalah melalui program Pendidikan
Kewarganegaraan yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh
pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi.***

Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila
1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3) Pelaksanaan kebebasan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan

Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain

4) Mewujudkan rasa keadilan sosial
5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah
6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Demokrasi Pancasila menurut Prof. S. Pamuji mengandung enam

aspek berikut;

21 1.
Ibid., 42.
222 Moh, Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi:Agama, Kelas Menengah, dan
Perubahan Sosial, (Jakarta:LP3ES, 1999), 88.
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a) Aspek Formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk
wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan
serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat
secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsesus

b) Aspek material, untuk mengemukakan gambaran manusia dan
mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan
gambaran, harkat dan martabat tersebut.

c) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah
yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

d) Aspek optatif, yang mengetengahkan tujuan dan keinginan yang
hendak dicapai.

e) Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadah
pelaksana Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok
dengan tujuan yang hendak dicapai.

f) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para penyelenggara negara
dan semangat para pemimpin pemerint ahan.**

Pilar-Pilar Demokrasi Pancasila menurut Udin Saripudin

Wiinataputra:

1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

2) Demokrasi dengan kecerdasan

3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

4) Demokrasi dengan rule of law

22 Sunarso dkk, “Pendidikan Kewarganegaraan, 40.
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5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
6) Demokrasi dengan hak asasi manusia

7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

8) Demokrasi dengan otonomi daerah

9) Demokrasi dengan kemakmuran

10) Demokrasi yang berkeadilan sosial

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat
kesesuaian atara pilar-pilar demokrasi universal dengan demokrasi
Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat pada
demokrasi universal tetapi merupakan satu pilar demokrasi Pancasila,
yakni; Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan inilah
yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut
dengan istilah feodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasan
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universial adalah
demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah
Demokrasi yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

Dua alasan mengapa pendidikan kewarganegaran merupakan
kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun
demokrasinya. Pertama, meningkatnya gejala dan kecendrungan political
illeracy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi
dan  lembaga-lembaganya dikalangan warga Negara. Kedua,
meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan

dengan sedikitnya keterlibatan warga Negara dalam proses-proses politik.
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Jika demokrasi merupakan suatu yang tak bias ditawar-tawar
dimundurkan bagi bangsa Indonesia, maka pendidikan kewarganegaraan
adalah salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak
bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih
demokratis dan berkeadaban.”*

Terkait dengan pentingnya penyemaian budaya demokrasi melalui
jalur pendidikan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia, sebaiknya tidak
diperlakukan secara trial and eror. Pertumbuhan demokrasi juga tidak bisa
diperlakukan secara taken for granted. Demokrasi tidak hanya
diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan,
dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan
terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, sangat boleh jadi
pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum berurat
akar.”®

Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat
agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik
dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang secara konseptual
menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan

masyarakat madani (civil Society)~’.

Y H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
56.

22 Widodo, Usman dkk, Membongkar Mitos Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000),34.

26 Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education),

13.
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3. Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Civic Education

Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan
amandemen dijelaskan secara rinci sistematis dalam penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945. Sistem pemeritahan Negara Indonesia dibagi
menjadi tujuh yang secara sistematis merupakan pengejawantahan
kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem pemerintahan Negara ini dikenal
dengan tujuh kunci pokok.**’

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara menurut
penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis namun tujuh kunci pokok
mengalami perubahan. Oleh karena itu sebagai komparatif sistem
pemerintahan Negara menurut UUD 1945 setelah amandemen adalah
sebagai berikut:

1. Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum

2. Sistem Konstitusional

3. Kekuasaan Negara tertinggi di tangan rakyat

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi yakni kekuasaan

ditangan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat dalam UUD 1945
sebagai berikut:***

a. Pembukaan UUD Alinea IV

...... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat .....

227
228

Basyir Kurniawi, Civic Education, 118
Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi , 92.
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b. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“Negara yang berkedaulatan, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan” (pokok pikiran III)

c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1)

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik”. Kemudian penjelasan terhadap pasal ini UUD 1945

menyebtkan “Menetapkan bentuk kesatuan dan Republik

mengandung isi pokok Pikiran Kedaulatan rakyat”.
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)

“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan akan dilakukan

menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan dalam
negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau
kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen
kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Presiden tiidak bertanggungjawab kepada DPR

5. Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi disamping MPR dan
DPR

6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada DPR

7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.”*

22 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,93.
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Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945
hasil Amandemen 2002 dan masih sesui dengan pejelasa UUD 1945
dijelaskan sebagai berikut: Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen
2002, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
(UUD 1945 hasilAmandemen 1945 pasal 6A ayat (1). Dengan
demikian dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara Presiden tidak
lagi merupakan mandatearis MPR bahkan sejajar dengan DPR dan
MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun
Undang-Undang Dasar, maka MPR dapat melakukan /mpeachement.”’
Secara lebih rinci, sistem Pemerintahan Indonesia dalam civic
Education sebagai berikut:>'
1) Garis Besar Amandemen UUD 1945
2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
(Pasall)
3) MPR merupakan lembaga birameral yang terdiri dari DPR, dan DPD
(Pasal 2)
4) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal6A)
5) Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7)
6) Pencantuman Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A sampai dengan 28 J)
7) Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara, presiden dapat

membentuk suatu dewan pertimbangan (Pasal 16)

230 11
Ibid., 114.
31 Sunarso, dkk,” Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi “, 148.
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8) Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi
menyusun GBHN

9) Pembentukkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)
tercantum dalam Pasal 24 B dan 24 C.

10)  Anggaran Pendidikan minimal 20% (Pasal 31)

11)  Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37)

12)  Penjelasan UUD 1945 dihapus

13)  Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, = keadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33)

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya
memilih sistem politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada
ideologi ketatanegaraan, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki
watak demokrasi secara umum dan universal.> Watak universal
demokrasi Pancasila seperti pada pengakuan atas prinsip kedaulatan
ditangan rakyat, kebebasan, kesamaan, kemajemukan, dan pentingnya
kesejahteraan bagi rakyat. Karateristik demokrasi pancasila terletak pada
dianutnya prinsip harmoni dan keselarasan ; terutama keselarasan dengan
Tuhan memberikan warna religius dalam demokrasi. Warna religius ini
merupakan pembeda dengan demokrasi barat. Yang sekuler (memisahkan

urusan agama dengan negara). Keselarasan sesama manusia menghasilkan

2 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
77.
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prinsip keseimbangan atau kepentingan individu dan kepentingan
koletif.”’

Disini tampak ideologi pancasila sebagai ideologi alternatif.
Dikatakan sebagai ideologi alternatif selama ini ada dua ideologi yang
sangat berpengaruh didunia, yaitu Liberal dan Sosialis (Komunis).
Ideologi liberal mengutamakan kepentingan individu yang melahirkan
ideologi liberal (westren democracy). ldeologi sosial mengutamakan
kepentingan kolektif. Ideologi sosialis (komunis) kemudian melahirkan
demokrasi timur (eastren democracy). Seperti demokrasi sentralisme di
Uni Soviet dan demokrasi rakyat (di RRC). Negara eastren democracy
menganggap demokrasi mereka lebih murni dari westren democracy dan
dipandang semu karena ada unsur-unsur penindasan kapitalistik. Dalam
kenyataan hidup sehari-hari kedua kepentingan itu (individu dan kolektif)
merupakan hal-hal yang sama-sama penting dan bersifat komplementer
tidak perlu dipertentangkan, tetapi perlu diakomodasi. Ideologi pancasila
menakomodasi kedua kepentingan tersebut. **

Disamping itu demokrasi yang berdasarkan pada ideologi
pancasila mencangkup demokrasi politik dan ekonomi. Bung Karno
memberikan istilah sebagai sociodemocratie dan Bung Hatta
menamakannya demokrasi sosial. Dalam demokrasi sosial, kesejahteraan

rakyat menjadi prioritas. Dalam demokrasi politik terdapat perpaduan

3 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
150.
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kelembagaan politik modern, seperti legislatif, esekutif, yudikatif, partai
politik, pemilu dengan mekanisme pranata sosial budaya seperti
permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.”*® Ini berarti perbedaan
pendapat tetap dijamin, maka oposisi diakui dalam arti oposisi dinamis
(berubah-berubah). Maksudnya, adalah oposisi yang tidak melembaga
(permanen) yaitu menentang kebijakan tertentu yang dipandang tidak
sejalan, tetapi pada sisi lain akan mendukung tau loyal ketika kebijakan
itu sejalan.”*®

Seharusnya dengan karateristik demokrasi pancasila yang
demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi dan
dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan dan politik yang akan
menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis dan
stabil. Namun, dalam kenyataan masih jauh dari harapan karena
mengakomodasi suara rakyat pun masih merupakan barang yang langka.

Hal ini disimak dari perjalanan sistem pemerintahan dan politik di
negara tercinta di era demokrasi parlementer sampai era transisi
demokrasi atau reformasi. Gambaran pelaksanaan pada masing-masing
periode itu adalah sebagai berikut.’’

United Nations Development Program mengemukakan bahwa

karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan

235 1.
Ibid., 76
% H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
76.
7 Ibid, 150.
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dalam praktik penyelengaraan pemerintahan yang baik, adalah sebagai

berikut.”*

1) Partisipasi. Setiap warga negara punya hak yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya
masing-masing.

2) Penegakan Hukum. Hukum dan Perundang-undangan harus
berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan
hukum tentang hak asasi manusia.

3) Transparansi. Transparansi harus dibangun dalam kerangka
kebebasan aliran informasi dan harus dapat juga diakses secara bebas
oleh mereka yang membutuhkannya. Informasi harus disediakan
secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan
sebagai alat pengawasan.

4) Bersikap Melayani. Setiap instansi harus berusaha sebagai pelayan
publik yang baik

5) Konsensus. Pemerintah harus bertindak sebagai penengah bagi
berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau
kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.”’

6) Berkeadilan. Memberikan kesempatan yang sama baik kepada semua

orang untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

238 J. Kristiadi dan Rizal, Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia,

(Jakarta: CSIS, 1999), 22.
239 . Kristiadi dan Rizal, Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia,
(Jakarta: CSIS, 1999), 22.
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7) Efektif dan Efisien. Semua instansi pemerintah harus menghasilkan
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dengan
memanfaatkan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabel. Para pengambil kebijakan publik harus bertanggung
jawab atas keputusannya kepada publik. Penggunaan dana sekecil
apapun harus dapat dipertanggung jawabkan pada publik.**’

9) Memiliki Visi Strategis. Para pemimpin publik harus memiliki
pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Mereka harus paham aspek sejarah, budaya,
kemajemukan dan sebagainya.

10) Bersifat Sistemik. Keseluruhan komponen atau wunsur dalam
pemerintahan harus saling memperkuat dan saling terkait; tidak
berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, informasi semakin mudah
diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan
semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin
efekktif.*"

Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia dalam perspektif
civic education, hubungan antara negara dengan warga negaranya diatasi
oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum hak negara adalah
sebagai berikut: (a). Hak Memaksa, dapat diartikan sebagai hak untuk
memaksakan peraturan-eraturan negara secara legal atau sah; (b). Hak

Monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama

>4 Tbid, 23.
! Sunarso, dkk,” Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi“, 151.
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dari dalam artian kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak; (c). Hak
mencakup semua, dapat diartian sebagai hak untuk mencapai tujuan
negara yang dicita-citakan yaitu menciptakan masyarakat yang tertib,
damai dan sej ahtera.”*?

Selain hak-hak tersebut, negara juga mempunyai kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh organ-organnya. Secara universal kewajiban
negara tersebut adalah: (a) membuat dan menetapkan peraturan, dalam
rangka menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis, negara
mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang; (b)
melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, termasuk
mengontrol pelaksanaan peraturan; (c) kewajiban untuk memelihara,
menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Setiap negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya
dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Secara universal, HAM dapat
dibagi atau dibedakan sebagai beriku: (a) Hak asasi pribadi (personil
rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk
beragama. Kebebasan bergerak dan lain sebagainya; (b) Hak asasi
ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli,
menjualnya dan memanfaatkannya serta hak untuk mendapatkan
kesejahteraan; (c) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama
dalam hukum pemerintahan atau yang biasa disebut (rights of legal

equality), (d) Hak-hak sipil dan politik (civil and political rights), yaitu

22 Ibid., 21.
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hak pilih mendirikan partai politik dan sebagainya; (e¢) Hak asasi sosial
dan kebudayaan (sosial and cultural rights), misalnya hak untuk
mendapatkan dan memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan
kebudayaan dan sebagainya; (f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan
dan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya
dalam penangkaan dan penggeledahan.**

Di Indonesia, hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 dan UU
No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Secara garis besar hak-hak tersebut
adalah sebagai berikut: (a) Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam
pasal 28A UUD 1945 dan pasal 9 UU No. 39 tahun 1999; (b) hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, diatur dalam pasal 28B UUD
1945 dan pasal 10 UU No. 39 tahun 1999; (c) hak mengembangkan diri,
diatur dalam pasal 28C UUD 1945 dan pasal 11 sampai 16 UU No. 39
tahun 1999; (d) hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam pasal
28H dan pasal 281 ayat 2 UUD 1945 serta pasal 17 sampai 19 UU No. 39
tahun 1999; (e) hak atas kebebasan pribadi, diatur dalam pasal 28G ayat 1
dan pasal 281 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 20 sampai 27 UUD 1945 No. 39
tahun 1999; (f) hak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam pasal 28G
ayat 2 UUD 1945 serta pasal 28 sampai 35 UU No. 39tahun 1999; (g) hak
atas kesejahteraan yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945 dan

pasal 36 sampai 42 UU No. 39 tahun 1999; (h) hak untuk turut serta

*3Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, 22.
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dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 dan
pasal 43 dan 44 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kewajiban warga negara secara universal adalah: (a) Menjujung
tinggi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; (b) mengakui
pemerintahan yang sah baik pemerintahan daerah maupun pusat. Secara
khusus kewajiban warga negara Indonesia adalah: (a) Kewajiban untuk
ikut serta dalam usaha pembelaan negara atau pertahanan keamanan
negara, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 68
UU no. 39 tahun 1999; (b) Kewajiban untuk patuh pada peraturan
perundang-undangan hukum tak tertulis serta hukum internasional
tentang hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 67 dan 70 UU
NO. 39 tahun 1999; (c) Kewajiban untuk menjunjung pemerintahan diatur
dalam pasal 27 UUD 1945.

Hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan yang ada di
Indonesiapun bermacam-macam sumber. Hukum nasional mengenal
perbedaan hukum berdasarkan isi masalah yang diatur dan berdasarkan
tugas dan fungsinya.***

a. Berdasarkan isi yang diaturnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu;
1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur dan melindungi
kepentingan umum/publik/negara.
2) Hukum privat, yaitu yang mengatur dan melindungi kepentingan

privat/individu/pribadi.

2% Ibid., 97.
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1) Hukum Publik

Yang termasuk hukum publik, adalah hukum tata negara, hukum

administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara.

a. Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi
negara yang meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan,
lembaga-lembaga negara, dan wewenangnya, hukum antar
lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta
hak dan kewajiban warga negara.

b. Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur
mengenai cara bekerja alat-alat perlengkapan negara dalam
memenuhi tugasnya masing-masing serta dalam hubungannya
dengan alat-alat perlengkapan negara lainnya.

c. Hukum Pidana
Secara materiil, hukum pidana adalah semua perintah dan
larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan
suatu pidana bagi barang siapa yang tidak menaatinya.
Secara formil, hukum pidana merupakan semua aturan untuk
mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.
Bentuk dan jenis pelanggaran dan kejahatan diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
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Pelanggaran adalah hal-hal kecil atau ringan yang diancam
dengan denda. Sedangkan kejahatan adalah hal-hal yang
menyangkut masalah besar, seperti penganiayaan dan
pembunuhan.
Hukum Pidana Indonesia mengenal dua macam hukuman, yaitu
hukuman pokok dan hukuman tambahan.**’
Ada lima macam hukuman pokok, yaitu; hukuman mati,
hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan
hukuman tutupan
Ada tiga macam hukuman tambahan, yaitu; pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
keputusan hakim.
2) Hukum Privat
Yang termasuk hukum privat adalah hukum adat, hukum dagang,
hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum Islam (hukum
perkawinan dan hukum waris)
a. Hukum adat
Hukum adat adalah keseluruhan peraturan tidak tertulis
yang sangat dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Contoh, tata cara

perkawinan daerah Batak dan pembagian warisan secara

matrilineal di Minangkabau

25 1bid.,, 98.
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b. Hukum dagang
Hukum dagang adalah kumpulan peraturan yang mengatur
segala perbuatan antara produsen dan konsumen untuk
memperoleh keuangan.hal-hal yang diatur dalam hukum dagang
adalah; Hubungan hukum antar produsen serta antara produsen
dan konsumen (pembelian, penjualan dan pembuatan perjanjian);
Pemberian kepada makelar, perantara, komisioner, dan pedagang
keliling; Hubungan hukum yang terdapat dalam; asosiasi
perdagangan, pengangkutan, dan asuransi.
¢. Hukum perdata
Hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah
hukum yang mengatur kepentingan perorangan dan sebagaian dari
kepentingan masyarakat. Hukum perdata di Indonesia sangat
berlainan dengan semua golongan, yaitu:

i. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum
adat, yaitu hukum yang sejak dahulu berlaku di kalangan
masyarakat.

ii. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari
Tionghoa dan Eropa berlaku KUH Perdata Burgelijk
Wetboek (BW) dan KUH Dagang (Wetboek van
Koophandel)

iii. Untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan

berasal dari Tionghoa dan Eropa, khusus mengenai bagian
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tentang hukum kekayaan harta benda berlaku BW.

Sedangkan hukum mengenai kepribadian dan kekeluargaan

serta hukum waris berlaku hukum mereka sendiri sesuai

negeri asalnya.

d. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur
bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata
materiil. Proses mempertahankan hukum perdata materiil biasa
dilakukan di muka hakim. Setiap perkara perdata minimal ada dua
pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat
adalah pihak yang mulai membuat perkara atau yang
memperkarakan, sedangkan tegugat adalah pihak yang oelh
penggugat ditarik di muka pengadilan.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini oleh para
penganut agama [slam sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah
melalui wahyu-Nya. Wahyu tersebut terdapat dalam kitab al-
Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya
melalui Sunnah (kitab-kitab hadits). Lima kategori sebagai tolak
ukur untuk menentukan setiap pembuatan yang dilakukan oelh
seseorang dalam berbagai bidang kehidupan adalah jaiz/mubah,

sunnat, makrug, wajib/fardhu, dan haram.**

46 Sunarso dkk, “Pendidikan Kewarganegaraan, 100.
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Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada
hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau
pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi
lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-niali
kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan
unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat
dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini
merupakan Kausa Materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur  Pancasila tersebut kemudian diangkat dan
dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila berkedudukan
sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan demikian sebagai
ideologi, Pancasila berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa,
bukan mengambil dari ideologi bangsa lain. Oleh karena itu seharusnya
Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.**’

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila
adalah Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar
yang normatif  terhadap seluruh penyelenggara Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila merupakan Dasar
Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena membuat norma-norma

yang paling mendasar untuk mengukur dan menentuka keabsahan bentuk-

27 Ibid., 118.
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bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan peting yang
diambil dalam proses pemerintahan.

Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan
penyelenggaraan Negara Kesatuan Rpublik Indonesia adalah fungsinya
dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang
berkepribadian dan percayapada diri sendiri.

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan hidup
kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat
multietnik, multiagama, dan multi ideologi. Kemajemukan tersebut
menunjukan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai
unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih
yang dapat memperkaya khasanah bangsa untuk membangun budaya yang
kuat. Namun sebaliknya bisa memperlemah kekuatan bangsa dengan
berbagai percecokan serta perselisihan. Dalam kondisi masyarakat
Indonesia yang serba majemuk seperti itulah Pancasila hadir sebagai
Ideologi Persatuan.***

4. Islam dan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Hal yang amat penting dari pembicaraan Negara adalah hubungan
Negara dengan agama. Wacana ini mendiskusikan bagaimana posisi agama
dalam konteks Negara modern (nation states). Sampai hari ini wacana

hubungan Negara dan agama masih terus berlangsung secara dinamis.**

248 Ibid., 119.
2% Ibid., 120.
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Hubungan agama dan Negara dalam konteks dunia Islam menjadi
perbedatan yang intensif di kalangan pakar Muslim hingga kini. Menurut
Azyumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad,
dan masih berlangsung hingga dewasa ini. Menurut Azra, ketegangan
perdebatan tentang hubungan Negara dan agama dalam Islam disulut oleh
hubungan agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan Negara
(dullah). Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara
din dan dullah dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim.
Seperti halnyapercobaan demokrasi di sejumlah negaradunia, penyelarasan
din dan dullah di banyak negeri-negeri muslim telah berkembang secara
beragam. >’

Perdebatan Islam dan Negara berangkat dari pandangan dominan
Islam sebagai sebuah sistem pandangan sistem kehidupan yang menyeluruh
(syumuli), yang mengatur kehidupan manusia, termasuk persoalan politik.

Dari pandangan Islam sebagai agama yang komperhensif ini pada
dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan agama dan politik.
Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammadi
Madinah. Di kota hijrah ini Nabi berperan ganda, sebagai seorang
pemimpin agama sekaligus kepala Negara yang memimpin sebuah sistem
pemerintahan awal Islam yang oleh kebanyakan pakar dinilai sangat

modern di masanya.”'

230 Azra, Azyumardi, Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi diDunia Muslim, makalah
seminar nasional civic education di PT. Mataram, 2002.
1 Basyir Kurniawi, Civic Education (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 131.



166

Posisi ganda nabi Muhammad di kota Madinah disikapi beragam
oelh kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara
apakah Islam identik dengan negara atau sebaliknya Islam tidak
meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk Negara, mengingat
sepeninggalnya Nabi Muhammad tak seorangpun dapat menggantikan
peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekular dan si penerima
wahyu Allah sekaligus.

Menyikapi realitas perbedaan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan
bahwa posisi nabi saat itu adalah Rasul yang betugas menyampaikan ajaran
(al-Kitab) bukan sebagai penguasa. Menurut Ibnu Taimiyah kalaupun ada
pemerintahan itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan
kekuasaan bukanlah agama itu sendiri. Dengan ungkpan lain politik atau
Negara dalam Islam hanyalah sebuah alat bagi agama bukan eksistensi dari
agama Islam. Pendapat Ibnu Taimiyah ini dipertegas dengan ayat al-Qur’an
(57:25)

P ok el S 2 Wl e 25 sl
B o T ity 0 ai Gk 56w Sl W5 el

d
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“sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami yang disertai
keterangan-keterangan, dan Kamiturunkan bersama mereka kitab dan
timbangan agar manusia berlaku adil dan kami turunkan besi, padanya
ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia, agar Allah
mengetahui siapa yang menolong-Nya dan (menolong)Rasul-Nya yang
ghaib dari pada-Nya’*”

232 Ibid., 132.
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Dari ayat ini Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa agama yang
benar wajib memiliki buku petujuk dan “pedang” penolong. Hal ini
dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang
menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah

agama itu sendiri. Politik tidak lain sebatas alat untuk mencapai tujuan-

tujuan luhur agama.”>

Mengelaborasi pandangan Ibnu Taimiyah di atasAhmad Syafi’i
Maarif menjelaskan bahwa istilah daulah berarti Negara tidak dijumpai
dalam al-Qur’an.”* Istilah daullah memang ada dalam al-Qur’an pada surat
al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk
Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya’.

253 1.
Ibid., 132.
2% Ahmad Syafi’l Maarif, Is/am dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Pencaturan
dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), 65.
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Ayat tersebut tidak bermakna Negara. Istilah tersebut dipakai
secara figuratif untuk melukiskan peredaran pergantian tangan dari
kekayaan.

Pandangan sejenis pernah dikemukakan oleh beberapa modernis
Mesir antara lain Ali Abdul Raziq dan Muhammad Husein Haikal.*’
Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang
diberikan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan
dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam
tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas
menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin
persamaan antara warga negaranya. Baik hak maupun kewajiban dan
persamaan di depan hukum, dan pelaksanaan urusan negaradiselenggarakan
atas dasar musyawarah (Shura) dengan berpegang kepada tata nilai moral
dan etika yang diajarkan Islam.>*

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik Islam
modern, tidak ditentukan rumusan yang pasti (gath’i) tentang konsep
Negara. Dua sumber Islam, al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak secara tersurat

mendefinisikan model Negara dalam Islam. Namun demikian keduanya

memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan

3% Husein, Muhammad, “Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik” dalam Ahmad
Saudey, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi (Jakarta:LKIS, 2001).78.
236 Basyir Kurniawi, Civic Education, 133.
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konsep yang pasti tentang model/bentuk negara dalam tradisi pemikiran
politik Islam.>’

Seorang pemikir modern dan moderat, seperti Yusuf al-Qardhawy,
mengutip pendapat Ibnu Khaldun dan at-Taffazany bahwa bentuk dan
model konsep Negara dalam Islam tidak terlalu penting, akan tetapi fungsi
dan tujuan dari Negara dalam Islam harus tunduk pada konstitusi dan
hukum dan pemerintahan sipil (daulah syar’iyah dusturiyah/madaniyah)
bukan dalam bentuk teokrasi (daulah diniyah). Daulah atau Negara dalam
sejarah peradapan Islam diturunkan, atau derivative dari teori imamah dan
Khilafah >

Makna imamah adalah kepemimpinan dalam Negara yang dapat
menjadi panutan manusia dan pemimpin Negara bertugas dalam
menegakkan hukum dan konsitusi serta mengayomi masyarakat dengan
makna yang dalam dan menyeluruh, serta dapat dikontrol dan dapat
diminta pertanggungjawaban oleh rakyatnya.

Adapun makna Khilafah adalah institusi perwakilan atas nama
Rasulullah untuk menjaga kelestarian agama dan mengatur kehidupan
social, politik, kenegaraan dan masyarakat dan bertugas sesuai dengan misi

Islam rahmatan lil’alamin.”>’

27 Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, 43.

238 Basyir Kurniawi, Civic Education, 39-40.

9 Yusuf al-Qardhawy, Figih Daulah dalam Prespektif al-Qur’an dan as-Sunnah, terj.
Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 49.
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Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang
yang mendiaminya, Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama.
Tujuan Negara dapat bermacam-macam antara lain;>*

a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaaan
b. Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum
c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum

Dalam Islam, seperti yang dikemukaan oleh Ibnu Arabi, tujuan
Negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik,
jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini
didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah
dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasayarakat, yang
membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling
membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara
adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara
pada kepentingan akhirat. Sementara dalam konsep Negara hukum tujuan
Negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan didasarkan
dan berpedoman pada hukum.*®!

Ditengan proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli
demokrasi, diantara Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset,
menyimpylkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi

demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal.

Hal senada juga dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang meragukan

260 Basyir Kurniawi, Civic Education, 41.
261 Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, 43.
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Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural
lahir di Barat. Karena alasan inilah dunia islam dipandang tidak menjadi
bagian dari proses gelombang demokratisasi di Dunia. Kesimpulan para
ahli tersebut tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan
Demokrasi di Indonesia, negara muslim terbesar di Dunia.>**

Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu
tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pelaksanaan pemilu
2004 dan 2009 di Indonesia secara aman dan damai telah menjadi bukti di
hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan ditengah-tengah
masyarakat muslim mayoritas.

Setidaknya terdapat tiga pandangan tentang islam demokrasi
pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.
Islam tidak bisa disubkordinatkan dengan demokrasi karena islam
merupakan sistem politik yang mandiri (self-sufficient). Dalam bahasa
politik muslim Islam sebagai agama yang Kaffah (sempurna) tidak saja
mengatur persoalan keimanan (akidah) dan ibadah, melainkan mengatur
secala aspek kehidupan umat manusia termasuk kehidupan umat bernegara.
Pandangan ini didukung oleh kalangan pemikir muslim seperti Sayyid Qutb
dan Thabathabai (mutually exclusive). Bagi penganut demokrasi sebagai
satu-satunya sistem terbaik yang tersedia saat ini, Islam dipandang sebagai
sistem politik alternatif terhadap emokrasi. Sebaliknya, bagi pandangan

Islam sebagai sistem yang lengkap (Kaffah), Islam dan demokrasi adalah

202 Rozaq, Abdul & Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, 85.
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dua hal yang berbeda. Karena itu demokrasi sebagai komsep barat tidak
tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam masyarakat muslim, Islam tidak bisa
dipadukan dengan demokrasi.”®

Kedua, islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi
didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di
negara-negara Barat. Kelompok dkedua ini menyetujui adanya prinsip-
prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi mengakui adanya perbedaan antara
Islam dan demokrasi. Bagi kelompok ini, Islam merupakan sistem politik
demokratis kalau demokrasi negara didefinisikan secara subtantif, yakni
kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari
kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok ini,
demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan
penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Diantara
tokoh dari kelompok ini adalah Al-Maududi dan Moh. Natsir.***

Ketiga, Islam adalah sistem yang membenarkan dan mendukung
sistem politi demokrasi seperti dipraktikkan negara-negara maju. Islam
didalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip Shura
(musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtitad dan ijma’
(konsensus). Seperti dinyatakan oleh para pakar ilmu politik R. William
Liddle dan Saiful Mujani, di Indonesia pandangan yang ketiga tampaknya

yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem

263 Billah, MM, Good Governance dan Kontrol Sosial, (Jakarta:Jurnal Prisma, 2001), 31.
264 Rozaq, Abdul & Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, 86.



173

pemerintahan Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya. Diantara
tokoh muslim yang mendukung pandangan ini yaitu Fahmi Hawaidi, M.
Husain Haekal, dan Muhammad Abduh. Di Indonesia diwakili oleh
Nurcholish Madjid. Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi’i
Ma’arif.*®

Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap
demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh kelompok ketiga ini, tidak
berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara Muslim
secara otomatis. Bahkan yang terjadi asalah kebalikannya dimana negara-
negara Muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam
berdemokrasi, sementara kehadiran rezmi, otoriter di sejumlah negara
Muslim pada umumnya menjadi kecenderungan yang dominan.**

Terdapat beberapa argumen teoritis yang bisa menjelaskan
lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam.
Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini
dikembangkan oleh Elie Khudoirie bahwa gagasan demokrasi cukup asing
dalam tradisi pemikiran Islam.

Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung
memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan upaya liberalisasi pemahaman

keagamaan dalam rangka mencari konsensus dan sintesis antara

265 11,3
Ibid.,87.
266 Rian Nugroho, Tantangan Indonesia:Solusi Pembangunan Politik Negara
Berkembang, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 54.
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pemahaman doktrin islam dengan teori-teori modern seperti demokrasi dan
kebebasan.”®’

Kedua, persolanan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba
dinegara-negara Muslim sejak paruh pertama abad dua puluh., tapi gagal.
Tampaknya ia tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena
warisan kultural masyarakat Muslim sudah terbiasa dnegan autokrasi dan
ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun
penguasa. Teori ini dikembangkan oleh Bernard Lewis, karena itu langkah
yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi
tumbuh subur di Eropa, sementara di kawasan dunia islam malah
otoritarianisme yang tumbuh dan berkembang.

Menurut sebagian ahli, persoalan kultur politik (political cultural)
ditengarahi sebagai yang bertanggung jawab atas tidak berkembangnya
demokrasi di negara-negara muslim. Tuduhan ini tidaklah tanpa alasan,
karena jika dikaitkan secara doktrinal pada dasaranya hampir tidak
dijumpai hambatan teologis dikalangan umat islam yang memperhadapkan
demokrasi vis a vis ialam. Oleh karena itu, fokus perdebatannya tidak lagi
apakah islam comatible dengan demokrasi, melainkan bagaimana keduanya
saling memperkuat (mutually reinforcing).>*®
Ketiga, bagaimana lambannnya pertumbuhan demokrasi di dunia

islam tidak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih

27 Andi Faisal Bakti, Good Governance a Workable Solution for Indonesia, (Jakarya:
IAIN Jakarta Press, 2000), 39.
28 Rozaq, Abdul & Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, 87.
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terkaut dengan sifay alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun
demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabarahn diatas segalanya adalah
waktu. John Esposito dan O. Voll adalah diantara tokoh optimis terhadap
masa dempan demokrasi di dunia islam, sekalipun islam tidak memiliki
tradisi kuat berdemokrasi. Tuntutan demokrasi yang tengah terjadi
disejumlah negara muslim, seperti Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Libia,
Sudan, Malaysia, dan Saudi Arabia menguatkan pandangan ini.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, kesungguhan dan kesabaran
dari kalangan elite nasional untuk membangun demokreasi di negeri ini
dengan cara berpolitik santun, bersih dari unsur-unsur politik manipulatif
serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Bagi kalangan elite islam,
kesungguhan dan kesabaran mereka diharapkan tercermin dalam sokongan
mereka untuk meneyerukan nilai-nilai islam seperti amanah dan shidiq
(terpercaya), menjadi sokoguru praktik berdemokrasi di Indonesia, sembara
bersabar dengan hal-hal negatif yang mungkin timbul dari sistem politik
demokrasi.**

Dalam konteks Indonesia, para pendiri Negara republik ini telah
merumuskan Tujuan Nasional berdirinya Negara Republik Indonesia telah
tersurat dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar 1945.
Rumusan Tujuan Nasional tersebut terdapat dalam alinea keempat yang

berbunyi:*”

> Ibid., 88
270 Basyir Kurniawi, Civic Education, 42
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“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh
tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat degan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”*""

21 Ibid., 43.



KOMPONEN KURIKULUM 20 IEI?JBAE;M KMA NO. 165 TAHUN 2014
DAN ISI MATERI KHILAFAH DALAM BAHAN AJAR FIKIH
KELAS XII MADRASAH ALIYAH.

Pada dasarnya pendidikan agama memiliki peran penting dalam
menanamkan nilai-nilai dan pemahaman agama pada peserta didik. Perilaku
siswa akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pemahaman agama yang dia terima.
Jika nilai-nilai dan pemahaman agama yang radikal dan intoleran yang ia terima
maka perilaku keagamaan siswa akan cenderung radikal dan intoleran sebaliknya
jika pemahaman agama yang liberal yang ia terima maka perilaku keagamaannya
pula akan cenderung liberal dan bebas. Akan tetapi jika nilai-nilai dan
pemahaman agama yang moderat yang di ajarkan padanya maka perilaku
keagamaannya pula akan cenderung moderat.

Di tengah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh guru, buku
memiliki posisi penting sebagai penunjang sekaligus sumber pengetahuan kedua
bagi siswa. Sayangnya beberapa tahun belakangan keberadaan buku sebagai
media pembelajaran kembali dipersoalkan. Pada tahun 2015, buku pendidikan
agama Islam digugat oleh berbagai kalangan pemerhati pendidikan karena
dianggap mengandung muatan intoleran, mengajarkan kekerasan serta memuat
ajaran Wahabi. Pada tahun yang sama, buku pendidikan agama Islam untuk SMP
juga digugat karena dianggap bermasalah dan mengandung muatan Syi’ah di
dalamnya. Permasalahan dalam buku pendidikan tidak hanya sampai di situ, di

tahun yang sama, pemerintah kembali menemukan buku ajar bermasalah yang

menempatkan Nabi Muhammad pada urutan ke 13 dan Nabi Isa pada urutan
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terakhir. Di tahun 2016 teks bermuatan radikal kembali ditemukan dalam buku
baca TK.

Berdasarkan beberapa persoalan di atas, maka pada bab ini, penulis akan
memaparkan tentang Komponen Kurikulum 2013 dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 165 tahun 2014 Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam)
Kelas XII Madrasah Aliyah.

Berikut ini adalah komponen kurikulum dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 165 tahun 2014 Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam)
Kelas XII Madrasah Aliyah:

A. Komponen Kurikulum 2013 Dalam KMA Nomor. 165 tahun 2014
1. Komponen Tujuan dan Sasaran Dalam Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah

Kelas XII Materi Khilafah .

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata
pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari Fikih yang telah
dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah / SMP. Peningkatan
tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta
memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun
muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ushul
figh serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup
bermasyarakat. Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki
kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk

mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-
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hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri,

sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab II, bahwa sebuah kurikulum
setidaknya memiliki empat komponen dasar, (1) pernyataan tentang
tujuan dan sasaran; (2) seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran; (3)
bentuk dari kegiatan belajar mengajar; (4) evaluasi hasil belajar’’>

Komponen tujuan Kurikulum dari Mata pelajaran Fikih di
Madrasah Aliyah yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor
165 tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan
tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek
ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam
kehidupan pribadi dan sosial.

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan
benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan
ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah
SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk
lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.*”

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi

22 Asep Jihad, Pengembangan Kurikulum Matematika (Bandung : Multi Pressindo,
2008),7.

273 Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomer 165 tahun 2014
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kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari
suatu satuan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan
Madrasah Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan

keterampilan sebagai berikut:

Madrasah Aliyah
Dimensi Kualifikasi Kemampuan
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap

orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya
diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab serta dampak
fenomena dan kejadian.

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan
konkret sebagai pengembangan dari yang
dipelajari di sekolah secara mandiri.
Tabel 3. 1 Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

2. Komponen Kurikulum Bahan dan Isi Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
Bab Khilafah dalam Keputusan Menteri Agama Nomer 165 Tahun 2014 .
Karakteristik Mata pelajaran Fikih pada Madrasah Aliyah

menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum
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dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah
yang benar dan baik dalam kehidupan schari-hari.””*

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi :
kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam; hukum
Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara
pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam
tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep
perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang
pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang
wakalah dan sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan
kafalah beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam
tentang jinayah, hudud dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan
dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam
tentang siyasah syar’iyah; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-
dasar istinbat dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan
penerapannya.”’

Materi ajar Fikih pada dasarnya mengacu pada silabus dan sistem
penilaian yang dibuat oleh lembaga tingkat satuan pendidikan. Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

2" Lampiran KMA,Bab II, hlm. 50
" Ibid., him. 63



182

dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang
diperlukan untuk mencapainya.

Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir
jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan
Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian
kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA),
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap
akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX,
Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan,
Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta
didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah
sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat
seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan
meningkatnya kelas.

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk
melalui pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar dari sejumlah mata
pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai
sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu
pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti
yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap

mata pelajaran harus mengacu pada Kompetensi Inti yang telah
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dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan
dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan
Kompetensi Inti.

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian
pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-Kompetensi
Dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran
Kompetensi Dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran.
Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta
didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai
pendukung pencapaian.

Berikut ini adalah tabel kesimpulam dari kompetensi inti dan
kompetensi dasar yang terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Agama
Nomor 165 tahun 2014 khususnya pada mata pelajaran Fikih kelas XII
yang terdapat materi Fikih Siyasah:

KELAS XIT SEMESTER GANIJIL

KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan|1.1 Menghayati hikmah Khilafah dalam
mengamalkan ajaran Islam
agama yang|1.2 Meyakini kemuliaan berjihad di jalan
dianutnya Allah SWT.
1.3 Meyakini kebenaran sumber hukum
syariat Islam
1.4 Meyakini bahwa kemampuan
berijtihad merupakan anugerah dari
Allah
1.5 Menerima kebenaran hukum syar*i
2. Menghayati dan 2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan
mengamalkan perilaku tanggung jawab sebagai implementasi
jujur, disiplin, dari pemahaman tentang Khilafah
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KOMPETENSI INTI

tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja
sama, toleran, damai)
santun, responsif dan
pro-aktif dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan dalam
berinteraksi secara
efektif, sosial dan alam
serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia

2.2

2.3

24

pr

Menunjukkan sikap berani dalam
mempertahankan kebenaran sebagai
implementasi dari pemahaman tentang
jihad

Memiliki sikap toleran dan saling
menghargai sebagai implementasi dari
pemahaman mengenai sumber hukum
Islam yang muttatag dan mukhtalaft
Menunjukkan rasa cinta ilmu sebagai

implementasi dari hikmah materi
ijtihad

Menunjukkan sikap patuh kepada
aturan  yang  berlaku  sebagai

implementasi dari pemahaman tentang
konsep hukum dalam Islam

. Memahami,
menerapkan,
menganalisis dan
mengevaluasi
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural,
dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan humaniora
dengan wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

3.1

B
3.3

34

3.5

Menelaah ketentuan Islam tentang
pemerintahan (Khilafah )

Memahami konsep jihad dalam Islam
Mengidentifikasi sumber hukum
Islam yang muttatag dan mukhtalat
Menjelaskan pengertian, fungsi, dan
kedudukan ijtihad

Memahami konsep hukum syar’i
dalam Islam (a/-fahm, al-Mathum fih
dan al Mathm alaih)
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KOMPETENSI INTI

. Mengolah, menalar,
menyaji, dan mencipta
dalam ranah konkret
dan ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan dari

4.1 Menyajikan contoh penerapan dasar-
dasar khalifah
4.2 Menyajikan contoh-contoh jihad yang
benar menurut ketentuan Islam
4.3 Menyajikan peta konsep tentang
hukum Islam yang muttaftag dan

mukhtalaf

4.4 Menyajikan syarat-syarat
seorang mujtahid

4.5 Membuat contoh  macam-macam
hukum tak/ifi dan hukum wars ‘i

yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri,
serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan
metode sesuai kaidah
keilmuan

menjadi

Tabel 3. 2 kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Fikih kelas XII
yang terdapat materi Fikih Siyasah
3. Komponen Kurikulum Metodologi/ Proses Pembelajaran Mata Pelajaran
Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Materi Khilafah .

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan
sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi
baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan
pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan
lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013
menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan
begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang
memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah,

mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan.
Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen

kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang:

l.berpusat pada peserta didik, 2. mengembangkan kreativitas peserta
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didik, 3. menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang,
4.bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 5.
menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan
berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan,
kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.?’®

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran
yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak
langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di
mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir
dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber
belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan
pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik
melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa
yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran
langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau
yang disebut dengan 7nstructional effect.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang
terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam
kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan
pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai

dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata

276 Lampiran KMA......, Bab III, 323
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pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan
moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam
setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat.’’

Berikut ini adalah contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajran Mata
pelajaran Fikih Bab Khilafah (Sistem Pemerintahan) yang formatnya
telah disesuaikan dengan KMA Nomor 165 Tahun 2014 dan mengandung

penguatan karakter serta menumbuhkan pola pikir peserta didik agar lebih

berfikir kritis (HOTS).
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas/Semester :
Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)

1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4

D. Materi Pembelajaran

(materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku
panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian,
konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan
menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial),

277 Ibid., 324.
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materi pembelajaran diklasifikasikan menurut pertemuan
E. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama: (...JP)

a. Kegiatan Pendahuluan

b. Kegiatan Inti **)

[] Mengamati

[] Menanya

[] Mengeksplorasi/mencoba
[ Menalar/mengasosiasi

[] Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup

2. Pertemuan Kedua: (...JP)

a. Kegiatan Pendahuluan

b. Kegiatan Inti **)

[] Mengamati

[] Menanya

[] Mengeksplorasi/mencoba
[] Menalar/mengasosiasi

[] Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup

3. Pertemuan seterusnya.

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian

a. Pertemuan Pertama
b. Pertemuan Kedua
c. Pertemuan seterusnya

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.
G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar
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4. Komponen Evaluasi Mata Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
Materi Khilafah .

Dalam kurikulum 2013 evaluasi yang digunakan yaitu dengan
menggunakan penilaian autentik. Wiggins (dalam Materi Pelatihan Guru
Implementasi Kurikulum 2013) mendefinisikan penilaian otentik sebagai
upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas
dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran,
seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan
analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antarsesama
melalui debat, diskusi dan sebagainya.”’®

Penilaian dalam mata pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
khususnya pada materi Khilafah juga menggunakan penialain autentik
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014.
Adapun bentuk penilaian tersebut terdiri dari 3 macam yaitu penilaian
Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan memiliki
karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian
antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek
(checklist) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik,

sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

"8 Domnis Penilaian .....,7
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Selain itu instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan
substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi
merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan, dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik
dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik.

Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek-
aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari
tingkat yang paling sempurna sampai yang paling buruk dengan kriteria
sebagai berikut:

1) Sederhana/mencakup aspek paling esensial untuk dinilai

2) Praktis/ mudah digunakan

3) Tidak membebani guru

4) Menilai dengan efektif aspek yang akan diukur

5) Dapat digunakan untuk penilaian proses dan tugas sehari-hari

6) Peserta didik dapat mempelajari rubrik dan mengecek hasil
penilaiannya

7) Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria
yang menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat
menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.

Hasil penilaian oleh pendidik setiap semester perlu diolah untuk

dimasukkan ke dalam buku laporan hasil belajar (rapor). Nilai rapor
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merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam satu

semester.

1. Penilaian Pengetahuan

a. Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran

(Pendidik) Penilaian Pengetahuan terdiri atas: Nilai Proses (Nilai

Harian) = NH, Nilai Ulangan Tengah Semester = UTS, dan Nilai

Ulangan Akhir Semester = UAS atau Nilai Ulangan Kenaikan

Kelas = UKK.

b. Nilai Harian diperoleh dari hasil Tes Tulis, Tes Lisan, dan

Penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu

Kompetensi Dasar (KD).

c. Penghitungan nilai Pengetahuan diperoleh dari rerata NH, UTS

dan UAS atau UKK.

d. Penilaian rapor untuk pengetahuan menggunakan penilaian

kuantitatif dengan skala 1 — 4 (kelipatan 0,33), dengan 2 (dua)

desimal dan setiap tingkatan diberi predikat sebagai berikut:

A :3,67-4.00 C" :2,01-2733
A :334-366 C :1,67-2,00
B" :3,01-333 C :1,34-1,66
B :2,67-3,00 D" :1,01-1,33
B :2,34-2,66 D : 1,00

e. Penghitungan Nilai Pengetahuan adalah dengan cara: NH, UTS,
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dan UAS atau UKK menggunakan skala nilai 0 sd 100. Nilai rapor
merupakan hasil konversi dari rerata NH, UTS, dan UAS, dengan
perhitungan sebagai berikut: (rerata NH, UTS, dan UAS atau
UKK /100) x 4

Penilaian Keterampilan

a. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran
(Pendidik). Penilaian Keterampilan terdiri atas: Nilai Praktik,
Nilai Projek, dan Nilai Portofolio

b. Penilaian = Keterampilan  dilakukan pada setiap  akhir
menyelesaikan satu KD.

c. Penghitungan nilai keterampilan diperoleh dari rata-rata Penilaian
Praktik, Penilaian Projek dan Penilaian Portofolio.

d. Pengolahan Nilai Rapor (LHB) untuk Keterampilan menggunakan
penilaian kuantitatif dengan skala 1 - 4 (kelipatan 0,33), dengan 2

(dua) desimal dan diberi predikat tiap tingkatan sebagai berikut:

A 3,67-4.00 S 0 2,01-2,33
A-: 3,34-3,66 C: 1,67-2,00
E : 3,01-3,33 C-: 1,34-1,66
D
B : 2,67-3,00 Lo 1,01 - 1,33
B-: 2,34-2,66 D :<1,00
Catatan:
1) setiap tingkatan (D, C, B, dan A) penambahan nilai sebesar
0,33

2) nilai 2,66 setara dengan 75%.
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e. Penghitungan Nilai Keterampilan adalah dengan cara: Nilai
praktik, projek, produk dan portofolio menggunakan skala nilai 0
sd 100. Nilai rapor merupakan hasil konversi dari rerata nilai
praktik (NPr), projek (NPj),Nilai Produk (NPd) dan portofolio
(NPo) dengan perhitungan sebagai berikut [ ](rerata NPr, NPj,
NPr dan NPo /100) x 4L]

3. Penilaian Sikap

a. Sikap (spiritual dan sosial) untuk Lembar Hasil Belajar (LHB)
terdiri atas sikap dalam mata pelajaran dan sikap antar mata
pelajaran. Sikap dalam mata pelajaran diisi oleh setiap guru mata
pelajaran berdasarkan rangkuman hasil pengamatan guru, penilaian
diri, penilaian sejawat, dan jurnal, ditulis dengan predikat Sangat
Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), atau Kurang (K). Sikap antarmata
pelajaran diisi oleh wali kelas setelah berdiskusi dengan semua
guru mata pelajaran, disimpulkan secara utuh dan ditulis dengan
deskripsi koherensi.

b. Penilaian Sikap dalam mata pelajaran diperoleh dari hasil
penilaian observasi (Penilaian Proses), penilaian diri sendiri,
penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru.

c. Nilai Observasi diperoleh dari hasil Pengamatan terhadap Proses
sikap tertentu sepanjang proses pembelajaran satu Kompetensi
Dasar (KD).

d. Untuk penilaian Sikap Spiritual dan Sosial (KI-1 dan KI-2)
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menggunakan nilai Kualitatif sebagai berikut:

SB = Sangat Baik =80 -100
B = Baik =70 -79
C = Cukup =60 -69
K = Kurang = 60

B.Isi Materi Dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Materi

KhilaFah .

Sebagai bahan kajian kritis dalam disertasi ini, penulis mengambil
buku paket yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dan
di pergunakan pada madrasah-madrasah Aliyah melalui program pengadaan
buku penunjang pendidikan Madrasah Aliyah tahun anggaran 2014 sebagai
buku primer, dan buku-buku pelajaran lain yaitu “Busantik” yang diterbitkan
oleh Tim Tarbiyatul Alamin Mojokerto dan “Hikmah” yang diterbitkan Akik
Pustaka tuban sebagai penunjang.

Materi Fikih Siyasah dalam buku Fikih Madrasah Aliyah kelas XII
dikaji pada Semester Ganjil membahas tentang Sistem Pemerintahan dalam
Islam yaitu “Khilafah .”

Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam) yang disajikan dalam
buku-buku tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pengertian Khilafah
Dalam buku Fikih Madrasah Aliyah berikut gambar halaman

yang berisi tentang pengertian dari Khilafah . Khilafah berasal dari
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bahasa arab khalafa, yakhlifu, khilafatan yang artinya menggantikan.
Dalam konteks sejarah Islam, Khilafah adalah proses menggantikan
kepemimpinan Rasulullah SAW, dalam menjaga dan memelihara
agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang istilah
Khilafah ~ sama artinya dengan suksesi yangjuga berarti proses
pergantian kepernimpinan.279

Sedangkan menurut istilah Khilafah  berarti pemerintahan
yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah  bersifat umum,
meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan
kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah  disebut juga
dengan Imamah atau Imarah. Pemegang kekuasaan Khilafah disebut
Khalifah, pemegang kekuasaan Imamah disebut Imam, dan pemegang
kekuasaan Imarah disebut Amir.**

Bagi kaum Sunni, seperti pendapat al-Mawardi dan Abdul
Qadir Audah bahwa Khilafah dan imamah secara umum memiliki
arti yang sama yaitu system kepemimpinan Islam untuk
menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama

serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Allah berfirman dalam

QS. An Nur: 55

sd 7 7 ﬁ

up)y\ & bl cas il sy 2K0 T ol 47 55

(,_A 23 1\_;.\]\('_74;(.,&&;”1)&“&\;.\!\@;;\@

7 Kementrian Agama RI, Buku Siswa Fikih MA kelas XII (Edisi Revisi), (Jakarta:
Kementrian Agama RI, 2016),7.
0 Ibid., 8.
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@Q}a.w_n.” (..AJ,J)L%@U‘A 235
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana
Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa... ™'
b) Tujuan Khilatah
Secara umum Khilafah mempunyai tujuan untuk memelihara
agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia
agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran
Allah SWT. Adapun tujuan Khilafah secara spesifik adalah:
1. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya
Rasulullah SAW.
2. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang
bersih dan berwibawa
3. Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama.
4. Untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan
berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah SWT.
Khilafah sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan di
dunia, tidak bisa dilepaskan dengan peran Islam sebagai agama
rahmatan lil-alamin yang memiliki misi besar untuk mengarahkan

semua sisi kehidupan dengan berbagaipanduan yang sangat detil dan

konprehensif. Bahkan konsep tauhid yang tampak sebagai urusan

21 Ibid., 9.
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akidah, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dengan politik. Konsep
tauhid yang mengajarkan umat Islam untuk tunduk dan patuh hanya
kepada Allah, sesungguhnya sekaligus mengajarkan tentang
kesetaraan manusia. Dengan demikian Islam menolak secara tegas
adanya perbudakan sesama manusia dengan berbagai macamnya.
Oleh karena itu Rasulullah selalu mengakhiri setiap surat yang
dikirim kepada Ahli Kitab ayat mulia dari surah Ali-Imran sebagai

berikut?* :

—\

T
l
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“Katakanlah: «Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita
menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah». Jika
mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Saksikanlah,
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).»

(0S. Ali-Imran:64).

22 Ibid., 13.
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c) Dasar — Dasar Khilatah
Dasar-dasar pembentukan Khilafah dibangun pada pilar-pilar

teologis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tauhid (meng-esakan Tuhan) sesuai Q.S. al-Baqarah : 163

P
B G 5 )i Y 5 ) K0

2) Ukhwah Islamiyah (Q.S. Ali Imran : 103)
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3) Persamaan derajat sesama manusia (Q.S. al-Hujurat : 13)
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4) Musyawarah dan kedaulatan rakyat (Q.S. ash-Shura : 38),
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5) Keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat (Q.S. al-Nahl

: 90),
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6) Menjaga kehormatan manusia (humanitas) , sesuai dengan firman

Allah dalam Q.S. al-Isra' ; 70.%%
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Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam
(mu’tabar), hukum mendirikan Khilafah itu adalah fardu kifayah
dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1) Ijma’ sahabat.

Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di
kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti
beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah ke perselisihan
di antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dalam suasana demikian
maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara
perwakilan dari kedua kaum tersebut. Sementara sebagian lainnya
tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah
akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah/pengganti

Rasulullah.

23 Ibid., 11 - 12



200

2) Demi menyempurnakan kewajiban.

Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau
kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga
negara. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat
beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin
kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya.
Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus
oleh perseorangan tetapi perlu ada pihak yang berwenang
mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini atas mandat dari rakyat.

3) Memenuhi janji Allah.

Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman
dan beramal saleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah
sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan
penderitaan akibat kezaliman. Tetapi mereka tetap berjuang
menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah yang memungkinkan
terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan
menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Mengemban
amanat keKhilafah an atau pemerintahan demi kehidupan yang
sejahtera, aman, sentausa dan tetap dalam ketundukan terhadap

Allah semata.”®*

24 Ibid., 12-13
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Hikmah Khilatah
Khilatah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan
dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan
bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang,
nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat
Khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari
masyarakat luas. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah
dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan
kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan
tetap menjaga keragaman, baik suku, agama, dan ras, sebagai
anugerah Allah.**
Khalitah
Pengertian Khalifah berarti pengganti Nabi Muhammad saw.
sebagai kepala negara dan pimpinan Agama. Berdasarkan tinjauan
historis, pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan berbagai
cara, yaitu : (1) dipilih langsung oleh umat Islam; (2) diusulkan oleh
khalifah terdahulu; (3) dipilih melalui perwakilan (ahAl al-hall wa al-
"Aqd); dan (4) dipilih melalui persetujuan sebagian besar umat
Islam.”™ Adapun Bashori menyatakan, bahwa khalifah dipilih melalui
tiga cara : (1) bai'at; (2) wilayat al-ahdi, dan (3) al-Qahr wa al-

ghalabah®’

285 1bid., 9.
286 Ibid., 13
27 Ibid., 18
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f) Hak dan Kewajiban Rakyat
Menyangkut hak dan kewajiban rakyat, Islam sangat melindungi dan
menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Diantara hak-hak rakyat, antara
lain :

1. Hak hidup dan jaminan keamanan (Q.S. Qaf: 43)

2. Hak kebebasan beragama (Q.S. al-Baqarah : 256)

3. Hak kemerdekaan berfikir dan berpendapat (Q.S. al-Baqarah : 269)

4. Hak memperoleh keadilan (Q.S. al-Nisa' : 43)

5. Hak kemerdekaan bertempat-tinggal, belajar, dan hak milik

Adapun kewajiban rakyat adalah :

1) tunduk dan patuh kepada khalifah (Q.S. al-Nisa' : 59)

2) Mencintai tanah air (Q.S. al-Baqgarah : 193)

3) Memelihara persatuan dan kesatuan (Q.S. ali Imran : 103)

4) Adapun dalam bukunya, Bashori Alwi menyatakan bahwa maksud
"hak" adalah kewajiban rakyat kepada khalifah, sedangkan
"kewajiban" adalah tugas khalifah kepada rakyatnya.

g) Maylis Shuradan Ahl al-Hall wa al-’Aqd
Majlis Shura adalah tempat bermusyawarah. Adapun menurut istilah
adalah suatu badan negara yang bertugas memusyawarahkan

kepentingan rakyat. Dalam buku tersebut menyamakan maylis shura
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ini dengan lembaga perwakilan DPR atau MPR di negara
Indonesia.”*®

Adapun AAl al-Hall wa al-’Aqd adalah anggota majlis shura sebagai
wakil rakyat. Dalam perspektif fiqgih, ditemukan berbagai pendapat
yang menyamakan substansi maylis shura dengan ahl al-Hall wa al-
"’Aqd, yakni suatu lembaga yang terdiri atas para pakar yang

bermusyawarah tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran

289

21.

suatu pendapat.
h) Syarat-Syarat Menjadi Anggota Majlis Shura
Untuk menjadi anggota majlis shura, seseorang harus memiliki
persyaratan sebagai berikut :
1) beriman dan bertakwa kepada Allah Swt,
2) dipilih langsung oleh rakyat,
3) berkepribadian adil, jujur dan bertanggungjawab,
4) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai,
5) ikhlas, dinamis, dan kreatif,
6) berani dan teguh pendirian,
7) peka dan penuh perhatian terhadap kepentingan rakyat, tanpa
membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya®”"
28 Ibid., 21
> Tbid., 22

2% Mahrus A'ad, Memahami Figih, 5-6; tim MDC, Figih, 86-87; Bashori Alwi, Fikih, 20-
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i) Hak dan Kewajiban Majlis Shura

Majlis shura, sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat

memiliki hak dan kewajiban diantaranya :

l.

2.

. Selalu hadir dalam setiap persidangan majelis shura.”’

Mengangkat dan memberhentikan khalifah,

Berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan khalifah,

. Membuat undang-undang bersama khalifah untuk memantapkan

pelaksanaan hukum Allah,

Menetapkan anggaran belanja negara,

. Merumuskan gagasan demi cepatnya pencapaian tujuan negara,

. Menetapkan atau merumuskan garis-garis besar haluan negara

yang akan dilaksanakan oleh khalifah,

1

21 Ibid., 23.
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ANALISIS DATA

A. Komponen Kurikulum 2013 dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 165
Tahun 2014 Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam) Kelas XII
Madrasah Aliyah Perspektif Civic Education.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab I pendahuluan Disertasi
ini, bahwa dalam mengupayakan perubahan bangsa menuju terwujudnya
masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing,
maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai tujuan dari sisdiknas, maka peran pendidikan menempati posisi
sentral.

Dunia  pendidikan  bertanggung  jawab, terutama  dalam
mempersiapkan peserta didik agar menjadi subyek yang semakin berperan
dalam menampilkan keunggulan dirinya sebagai pribadi yang tangguh,
kreatif, mandiri, dan profesional dalam bidangnya masing-masing sesuai
dengan visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan
reformasi kehidupan Nasional.

Kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya mata-ajar ilmu Fikih
yang menjadi fokus penelitian penulis, memiliki tanggungjawab yang tak
kalah penting dalam mengupas wacana-wacana hukum Islam yang up to date,
dan menjawab tantangan sebagaimana termaktub. Kurikulum Fikih Siyasah

pada Madrasah Aliyah dalam kurikulum 2013 diajarkan pada kelas XII

205
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semester ganjil. Sebaran KI-KD Materi Khilafah  (Pemerintahan Dalam

Islam) dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagaimana telah penulis paparkan di

bab sebelumnya.

Berikut ini analisis penulis lebih rinci tentang idealisasi komponen

kurikulum Fikih materi Khilafah pada Madrasah Aliyah Kelas XII:

1.

Komponen Tujuan dan Sasaran Dalam Kurikulum Fikih Madrasah Aliyah
Kelas XII Materi Khilafah .

Komponen tujuan Mata Pelajaran Fikih telah dipaparkan pada Bab
sebelumnya pada Disertasi ini. Dalam poin tujuan yang pertama terdapat
kalimat yang menyebutkan “Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip,
kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang
menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman
hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial” serta kalimat “Melaksanakan
dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai
perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik
dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu
sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan

lingkungannya”, >

artinya jika kita ingin mencapai tujuan dari
dipelajarinya mata pelajaran Fikih ini maka materi dan komponen —
komponen didalamnya termasuk KI dan KD harus sesuai dengan

kehidupan pribadi dan sosial kita sebagai manusia yang bertempat tinggal

di bumi Indonesia dan sesuai dengan syariat Islam.

292 Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomer 165 tahun 2014.
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Sedangkan dalam perspektif civic education bisa kita lihat salah
satunya dalam buku PPKN Sekolah Menengah Umum Kelas XII,secara
umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan
potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni (1)
sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung
jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic
responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan
kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan
(civie competence and civic responsibility)”

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi

tersebut dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan berikut:

1) menampilkan  karakter yang mencerminkan penghayatan,
pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara

personal dan sosial;

2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif
dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat
kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai

Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
(akarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud,2015), 4.
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Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai
anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial
Budaya.294

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga
negara yang bercirikan tumbuh- kembangnya kepekaan, ketanggapan,
kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai

cerminan dan pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila .

Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku

kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat,

warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan
baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil
berbuat (learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial (social
problem solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socio-
participatory learning), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai

dengan konteks kehidupan masyarakat.’

29 K ementerian PendidikandanKebudayaan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4.
295 K ementerian PendidikandanK ebudayaan, Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan,s.
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No. | Mapel Fikih Mapel PPKN Dalam Teori | Dalam Teori Civic
Fikih Siyasah Education
1. | Komponen Komponen Komponen Komponen
Tyjuan : Tuyjuan: Tuyjuan: Tuyjuan:

e Mengetahui | Terwujudnya e segala Tujuan pendidikan
dan warga negara sesuatu yang | kewarganegaraan
memahami yang cerdas dan terkait pada dasarnya
prinsip- baik, yakni dengan cara | adalah menjadikan
prinsip, warga negara mengurus, warga negara yang
kaidah-kaidah | yang bercirikan mengelola cerdas dan baik
dan tatacara | tumbuh- dan serta mampu
pelaksanaan | kembangnya mengatur mendukung
hukum Islam | kepekaan, manusia keberlangsungan
baik yang ketanggapan, dalam bangsa dan
menyangkut | kritisasi, dan kehidupan Negara. Upaya
aspek ibadah | kreativitas sosial | berbangsa mewarganegarakan
maupun dalam konteks dan individu atau
muamalah kehidupan bermasyarak | orang-orang yang
untuk bermasyarakat, at dengan hidup dalam suatu
dijadikan berbangsa, dan membimbing | Negara merupakan
pedoman bernegara secara | mereka tugas pokok
hidup dalam | tertib, damai, menuju Negara. Konsep
kehidupan dan kreatif, kemaslahata | warga Negara yang
pribadi dan sebagai n dan cerdas dan baik
sosial. cerminan dan menghindark | (smart and good

e Melaksanaka | pengejawantahan | an dari education)

n dan nilai, norma dan | kerusakan / tentunya amat
mengamalkan | moral Pancasila madlarat.”’® | bergantung dari
ketentuan pandangan hidup
hukum Islam dan system politik
dengan benar Negara yang

dan baik, bersangkutan.”’
sebagai

perwujudan

dari ketaatan

dalam

menjalankan

ajaran agama

Islam baik

dalam

hubungan

manusia

2% Lihat Faishal Haq, Bahthul masa'il44.
7 Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education),
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),3.
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dengan Allah
SWT, dengan
diri manusia
itu sendiri,
sesama
manusia, dan
makhluk
lainnya
maupun
hubungan
dengan
lingkunganny
a.

Dari tujuan mata pelajaran tersebut dia atas dapat kita lihat
adanya kesesuaian antara tujuan dari mata pelajaran fikih dengan civic
education dan tidak ada pertentangan di dalamnya.

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan
Madrasah Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang
telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Aliyah.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disebutkan dalam bab
sebelumnya hampir sama makna dengan tujan dari mempelajari mata
pelajaran Fikih itu sendiri sehingga tidak memerlkan analisis lebih lanjt
terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tersebut.

Komponen Kurikulum Bahan dan Isi Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
Terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia Bab Khilafah .
Materi ajar Fikih pada dasarnya mengacu pada silabus dan Standar

Kompetensi Lulusan yang telah dirumuskan. Standar Kompetensi
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Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah
Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk
merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapai
Standar Kompetensi Lulusan tersebut.

Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir
jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan
Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian
kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA),
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap
akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX,
Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

Dari pengamatan penulis terhadap KI-KD Materi Khilafah
(Pemerintahan Dalam Islam) sebagaimana yang terpampang dalam tabel
yang terdapat pada Bab III, terlihat bahwa ruang lingkup kajian Materi
Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam) memiliki keterbatasan dalam isi /
kontent sebagaimana terpapar pada kompetensi dasar.

Apabila kita melihat Kompetensi Dasar Fikih kelas XII dengan
perbandingan Kompetensi Dasar yang terdapat pada mata pelajaran
PPKN kelas XII khususnya dalam materi Fikih Siyasah maka kita akan
mendapatkan ketidak sesuaian di antara keduanya. Hal ini sangat fatal

dikarenakan dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum yang bersifat



212

tematik integral sehingga antara satu mata pelajaran dengan mata
pelajaran yang lain harus bersinergi dan tidak terdapat kontradiksi.
Terlebih lagi dalam materi fikih Siyasah yang merupakan landasan dalil
agama dalam bernegara maka seharusnya menjelaskan bagaimana
konsesus Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila
telah sesuai dengan dasar Agama Islam dengan ijtihad yang mendalam
dari para pendiri bangsa.

Berikut ini penulis perbandingkan antara Kompetensi Dasar
materi Fikih Siyasah dengan Kompetensi Dasar civic education yang di
sebut dengan Pendidikan kewarganegaraan (PKN) yang terdapat pada
salah satu Bab dalam buku PKN Madrasah Aliyah Kelas XII akan
disajikan pada tabel dibawah ini untuk mempermudah penulis dalam
menganalisa Kompetensi Dasar materi Fikih Siyasah khususnya yang
berhubungan dengan sistem Pemerintahan agar sesuai dengan perspektif

civic education.

No. Kompetensi Dasar Fikih Kompetensi Dasar Dalam

KD Dalam KMA No. 165 Tahun PKN MA Kelas XII
2014

1.1 Menghayati hikmah Khilafah | 1.1 Mengamalkan ketaatan
dalam Islam terhadap agama dan

kepercayaan yang dianut
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara.

2.1 Memiliki perilaku jujur, 2.1 Mengamalkan nilai-
disiplin, dan tanggung jawab nilai Pancasila sebagai
sebagai implementasi dari pandangan hidup dan
pemahaman tentang Khilafah ideologi nasional

dalam kehidupan
bermasyarakat,
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berbangsa dan
bernegara.

3.1 Menelaah ketentuan Islam 2.1 Menganalisis dinamika
tentang pemerintahan penyelenggaraan
(Khilafah ) negara dalam konsep

NKRI

4.1 Menyajikan contoh penerapan | 4.1 Menyaji hasil analisis

dasar-dasar khalifah dinamika
penyelenggaraan
negara dalam konsep
NKRI

Tabel 4. 1 KI-KD Fikih dan PKN

Pada perbandingan tabel diatas, Kompetensi Dasar Fikih Siyasah

khususnya yang berhubungan dengan sistem Pemerintahan, menurut

penulis perlu untuk di sesuaikan dengan bentuk pemerintahan Indonesia

atau sesuai dengan civic education dan harus diaplikasikan dalam

pengembangan dan perubahan komponen kurikulum Fikih Madrasah

Aliyah khususnya dalam Kompetensi Dasar Bab Sistem Pemerintahan

(Khilafah ).

Berikut ini penulis sajikan Kompetensi Dasar Fikih Siyasah dalam

perspektif civic education yang akan penulis paparkan dalam uraian di

bawah ini.

No. Kompetensi Dasar Dalam Kompetensi Dasar Persepektif

KD KMA No. 165 Tahun 2014 Civic Education

1.1 Menghayati hikmah Khilafah | 1.1 Menghayati hikmah sistem

dalam Islam pemerintahan (Khilafah )

yang sesuai dengan
ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

2.1 Memiliki perilaku jujur, 2.1 Memiliki perilaku jujur,

disiplin, dan tanggung jawab
sebagai implementasi dari
pemahaman tentang Khilafah

disiplin, dan tanggung
jawab sebagai
implementasi dari
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pemahaman tentang sitem
pemerintahan (Khilafah )
yang sesuai dengan
ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

3.1 Menelaah ketentuan Islam 2.1 Menelaah tentang sistem
tentang pemerintahan pemerintahan (Khilafah )
(Khilafah ) yang sesuai dengan

ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
(NKRI)

4.1 Menyajikan contoh penerapan | 4.1 Menyajikan contoh

dasar-dasar khalifah penerapan sistem
pemerintahan (Khilafah )
di Indonesia yang sesuai
dengan ketentuan Islam
dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

(NKRI).

Tabel 4.2 KD dalam persepektif civic education 1

Pada tabel diatas, terdapat beberapa pengembangan dan perubahan
dalam Kompetensi Dasar yang dipaparkan sesuai dengan pendapat
penulis. Adapun beberapa alasan yang mendasari perubahan tersebut akan
diuraikan lebih detail dalam analisa penulis berikut ini.

Pada KD 1.1. yang berbunyi menghayati hikmah Khilafah dalam
Islam, menurut penulis diubah menjadi Menghayati hikmah berbagai
sistem pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini dikarenakan kata Khilafah yang sesungguhnya berarti
pemerintahan mejadi tereduksi hanya menjadi pemerintahan atau negara
Islam dengan aturan atau undang-undang dasar negara berdasarkan

syari’at Islam. Hal ini sangat berbahaya di negara Indonesia yang
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menggunakan sistem demokrasi karena apabila sistem Khilafah hanya
bagi negara yang berasaskan agama Islam dengan dasar syari’at maka
sistem demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila dapat dinilai
salah dan kafir bagi yang menyetujuinya yakni rakyat Indonesia.
Sehingga muncullah pada dewasa ini istilah negara thaghut bagi negara
kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ada banyak sistem pemerintahan
yang ada di dunia ini yang sesuai dengan apa yang di contohkan oleh nabi
Muhammad serta para khalifah setelah beliau wafat. Karena pada
dasarnya nabi tidak menyebut Madinah dengan keKhilafah an, maka
dapat kita ambil kesimpulan bahwa mendirikan negara adalah urusan
dunia yang bisa dibuat dengan ketersesuaian dan kebutuhan masing-
masing penduduknya.

Khilafah Islamiyah juga menjadikan negara menjadi sebuah hal
yang bersifat suci ( pentaqdisan negara) sedangkan sebagaimana yang
disepakati oleh para pendiri bangsa bahwa Indonesia merupakan negara
kesatuan yang sudah sesuai dengan syari’at Islam bahwasannya tidak ada
landasan pasti bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam.
Sehingga negara merupakan ranah ijtihadi yang diperbolehkan bagaimana
bentuk yang sesuai dengan kebutuhan asalkan sesuai dengan Islam.
Negara merupakan institusi dan bukan sebuah agama akan tetapi
bernegara merupakan bagian dari beragama.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ali Abdul Raziq bahwa

Institusionalisasi agama dalam lintasan sejarah membawa dampak pada
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pentakdisan atau mistifikasi negara. Selain akan menutup pintu
transparansi manajemen pemerintahan, mistifikasi ini juga akan
membelenggu kreasi dan ekspresi warga. Mistifikasi ini bisa mengarah
pada goyahnya kemurnian tauhid seorang Muslim, karena mistifikasi
tiada lain adalah pen-taqdis-an makhluk Allah (negara).**®

Begitu pula dala civic education dimana Negara Kesatuan
Republik Indonesia sejak kemerdekaannya memilih sistem politik
demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi ketatanegaraan,
yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki watak demokrasi secara
umum dan universal.””” Watak universal demokrasi Pancasila seperti pada
pengakuan atas prinsip kedaulatan ditangan rakyat, kebebasan, kesamaan,
kemajemukan, dan pentingnya kesejahteraan bagi rakyat. Karateristik
demokrasi pancasila terletak pada dianutnya prinsip harmoni dan
keselarasan ; terutama keselarasan dengan Tuhan memberikan warna
religius dalam demokrasi. Warna religius ini merupakan pembeda dengan
demokrasi barat. Yang sekuler (memisahkan urusan agama dengan

negara). Keselarasan sesama manusia menghasilkan prinsip keseimbangan

atau kepentingan individu dan kepentingan koletif.>"

71.

150.

% Said Aqil Siroj, “Tasawuf Sebagai Kritik Sosial’, (Bandung: Mizan,2006), 142.
%9 H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,

3% H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,
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Dalam SKL (Standar Kompetensi Lulusan ) dimensi sikap dalam
kualifikasi kemampuan menyebutkan memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya
diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Hal ini jelas sekali bahwa apabila dalam materi Khilafah
disebutkan dengan jelas bahwa Khilafah adalah bentuk pemerintahan
Islam yang telah dicontohkan nabi adalah negara yang di atur dengan
berdasar syari’at Islam, maka kewajiban membuat negara Islam menjadi
hal yang akan terus menerus dibina bagi siswa siswi Madrasah Aliyah
semenjak mereka masuk di kelas XII dan akan semakin berkembang
apabila mereka melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau berguru
kepada orang yang berpandangan bahwa negara haruslah berupa Khilafah
yang berarti negara Islam.

Hal ini bertentangan dengan Civic Educatin seperti yang
dikatakan Ahmad Faishal Haq bahwa Islam tidak pernah menentukan
bentuk pemerintahan secara baku untuk dipraktekkan oleh umatnya,
Islam hanya memberikan dasar-dasarnya saja, seperti keadilan,
musyawarah, persatuan dan lainnya.

Begitu juga dengan Abdul Wahhab Khallaf, Islam memberikan

kebebasan dalam memilih dan menentukan sendiri bentuk dan corak
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pemerintahan yang diinginkan asalkan tidak menyimpang dari prinsip
keadilan yang diatur secara eksplisit dalam shari’ah.>"'

Sedangkan dalam SKL disebutkan mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Ini berarti cerminan dari orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,
percaya diri adalah orang yang mampu berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial.

Negara Indonesia merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat yang
berbagai macam dan ragam baik budaya, suku dan agama merupakan
sebuah lingkungan sosial yang harus dicermati. Bukan hanya satu
golongan tetapi banyak golongan yang bersatu dengan musyawarah
mendapatkan mufakat mendirikan bangsa Indonesia.

Apabila siswa mampu berinteraksi secara efektif dan mempunyai
pengetahuan yang baik maka akan tahu bahwa negara bukanlah agama.
Tetapi negara adalah institusi yang merupakan wujud dari beragama
Islam maka akan didapatilah pemahaman itu dalam materi fikih yang
sesuai dengan agama Islam.

Dalam KD 2.1 yang berbunyi memiliki perilaku jujur, disiplin, dan
tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang Khilafah

berubah menjadi Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab

301 A Faishal Haq, bahthul masa'il, 48.
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sebagai implementasi dari pemahaman tentang sitem pemerintahan yang
sesuai dengan ketentuan Islam.

Hal ini karena pendidik harus menjelaskan bahwasannya Khilafah
adalah negara dan banyak sitem yang sesuai dengan contoh dari rasulullah
dan para shabat dalam pemerintahan. Sehingga inti dari menjalankan
agama dapat dipenuhi bukan hanya menunjukkan Khilafah Islamiyah
sebagai satu-satunya sistem yang benar dan menafikan kebenaran dan
ketersesuain sistem dengan penyebutan yang lain dengan apa yang telah
dilakukan oleh rasulullah dan para sahabat. Hal ini sesuai dengan SKL
yang menyatakan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan tanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Dalam perkembangan didunia ini terdapat berbagai sistem
pemerintahan yang sesuai dengan Islam diantaranya bentuk negara dapat
digolongkan ke dalam tiga kelompok: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.
a) Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh
raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki memiliki dua jenis: monarki
absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model
pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan salah satu raja atau
ratu. Termasuk dalam kategori adalah Arab Saudi. Sedangkan monarki

konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala
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negara (raja atau ratu) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi
negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak
dipraktikkan di beberapa Negara , seperti Thailand, Jepang, Inggris,
Jordania, dan lain-lain.

b) Oligarki
Model pemerintahan oligarki adalah pememrintahan yang dijalankan
oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok
tertentu.

¢) Demokrasi
Pemerintahan model Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya
pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum
(pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman dan adil.’”

Maka menjadi wajib bagi pendidik untuk memasukkan sistem
demokrasi di Indonesia sebagai salah satu sistem yang sesuai dengan apa
yang di ajarkan syari’at Islam.

Dalam KD 3.1 yang berbunyi Menelaah ketentuan Islam tentang
pemerintahan (Khilafah ) menjadi Menelaah ketentuan Islam tentang
sistem pemerintahan (Khilafah ) di Indonesia.

Hal ini menjadi sangat prinsip dikarenakan negara Indonesia

dengan demokrasi Pancasila nya merupakan negara yang sudah sesuai

392 Rozak Abdul & Ubaedillah, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2006), 35



221

dengan syari’at Islam. Dalam education juga terdapat ketentuan-
ketentuan yang sejalan dengan syari’at sehingga keduanya harus saling
menguatkan atas finalisasi bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam SKL disebutkan bahwa siswa diharapkan memiliki
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam
ilmu pengetahuan,teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
serta dampak fenomena dan kejadian. Hal tersebut sangat menguatkan
bahwasannya sejarah berdirinya bangsa dan kesepakatan akan bentuk
serta dasar negara Indonesia tidaklah keluar dari tatanan syari’at harus di
jelaskan secara jelas dengan ketentuan-ketentuan Islam yang mendukung
akan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan dalam perspektif civic education, Negara
Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya memilih sistem
politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi
ketatanegaraan, yakni Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki watak
demokrasi secara umum dan universal. Watak universal demokrasi
pancasila seperti tampak pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di
tangan rakyat, kebebasan, persamaan, kemajemukan, dan pentingnya
kesejahteraan bagi rakyat. Karakteristik demokrasi Pancasila terletak
pada dianutnya prinsip harmoni atau keselerasan; terutama keselarasan
dengan Tuhan dan sesama manusia. Keselarasan dengan Tuhan

memberikan warna religius dalam demokrasi. Warna religius ini
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merupakan pembeda dengan demokrasi Barat yang sekunder
(memisahkan urusan agama dengan negara). Keselarasan sesama manusia
menghasilkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan kolektif ">

Disini tampak ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif.
Dikatakan sebagai ideologi alternatif karena selama ini ada dua ideologi
yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu ideologi liberal dan
sosial/komunis. Ideologi liberal mengutamakan kepentingan individu
yang melahirkan demokrasi liberal (western democracy). 1deologi sosial
mengutamakan kepentingan kolektif. Ideologi sosialis (komunis)
kemudian melahirkan demokrasi timur (eastern democracy), seperti
demokrasi sentralisme (di Uni Soviet) dan demokrasi rakyat (di RRC).
Negara eastern democracy menggangap demokrasi mereka lebih murni
dari western democracy yang dipandang semu karena ada unsur-unsur
penindasan kapitalistik. Dalam kenyataan hidup sehari-hari kedua
kepentingan itu (individu dan kolektif) merupakan hal yang sama-sama
penting dan bersifat komplementer tidak perlu dipertentangkan, tetapi
perlu di akomodasi. Ideologi Pancasila mengakomodasi kedua
kepentingan tersebut.

Disamping itu, demokrasi yang berdasarkan pada ideologi
Pancasila mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Bung Karno

memberikan istilah sebagai sociodemocratie dan Bung Hatta

393 Sunarso dkk, “Pendidikan Kewarganegaan, 148-149
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menamakannya demokrasi sosial. Dalam demokrasai sosial, kesejahteraan
rakyat menjadi prioritas. Dalam demokrasi politik terdapat perpaduan
kelembagaan politik modern, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai
politik, pemilu dan mekanisme pranata sosial budaya seperti
permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Ini berati perbedaan
pendapat tetap dijamin, nama oposisi diakui dalam arti yang dinamis
(berubah-ubah).***

Maksudnya, adalah oposisi yang tidak melembaga (permanen)
yaitu menentang kebijakan tertentu yang dipandang tidak sejalan, tetapi
pada sisi lain akan mendukung atau loyal ketika kebijakan itu sejalan.

Seharusnya dengan karateristik demokrasi Pancasila yang
demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi dan
diopersionalkan dalam sistem pemerintahan dan politik akan
menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis dan
stabil.

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat
kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universial dan demokrasi
Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat pada pilar
demokrasi Pancasila ialah demokrasi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang
Maha Esa. Intilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang
sering disebut dengan Istilah feodemokrasi, yakni demokrasi dalam

konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi

3% Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaan, 149
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universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi
Indonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.’®

Dalam KD 4.1 menyebutkan menyajikan contoh penerapan dasar-
dasar khalifah berubah menjadi menyajikan contoh penerapan sistem
pemerintahan di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam pemilihan umum menunjukkan bahwasannya bai’at dan
musyawarah menjadikan sistem demokrasi sangat sesuai dengan tuntunan
alqur’an maupun al-hadits tentang cara memilih pemimpin.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam SKL: memiliki
kemampuan pikir dan tindak yang efektif dalam ranah abstrak dan konkrit
sebagai pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri.
Sehingga dengan adanya pemilu di Indonesia maka menjadi contoh
konkrit bagaimana siswa mengembangkan ilmunya dalam pemahaman
yang bersifat nyata dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Materi Fikih Siyasah dalam buku Fikih Madrasah Aliyah kelas XII
dikaji pada Semester Ganjil membahas tentang Sistem Pemerintahan
dalam Islam yaitu “Khilafah .”

Penentuan materi atau bahan ajar kurikulum figih Siyasah
mengacu pada pengembangan silabus. Silabus adalah rencana
pembelajaran pada suatu dan / atau kelompok mata pelajaran / tema
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi

pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi

395 Sunarso dkk, Pendidikan Kewarganegaan, 150.
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waktu, dan sumber / bahan / alat belajar’". Silabus merupakan penjabaran
kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam materi pokok /
pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator.

Merujuk pada kompetensi inti dan kompetensi dasar materi figih
Siyasah sebagaimana terurai pada tabel di atas, dapat ditentukan ruang
lingkup mata pelajaran figih Siyasah di Madrasah Aliyah meliputi kajian
terhadap ketentuan hukum Islam tentang Khilafah dan Majelis Shura.
Kedua materi pokok kurikulum figih Siyasah ini selanjutnya penlis
jabarkan dalam indikator-indikator pencapaian hasil belajar yang ideal

sebagaimana terekam dalam tabel berikut :

Kompetensi Dasar

Perbahan Indikator Keberhasilan
. Menghay.atl 1.1.1 Menyadari konsep Khilafah (sistem
hikmah sistem . .
) pemerintahan) yang sesuai dengan
peme{mtahan ketentuan ~ Islam  dan  Negara
(Khilafah ) yang

Kesatuan Republik Indonesia

sesuai dengan (NKRI).

ketentuan Islam
dan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia (NKRI)
2.1 Memiliki perilaku
jujur, disiplin, dan

2.1.1 Menunjukan perilaku jujur, disiplin,
dan tanggungjawab sebagai

tanggupgjawab implementasi dari materi Khilafah
§ebagal o (sistem pemerintahan) yang sesuai
implementasi dari dengan ketentuan Islam dan Negara
pemahaman Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
tentang sitem

pemerintahan

(Khilafah ) yang

sesuai dengan

39 Muhaimin, dkk. Pengembangan Model K TSP pada Sekolah dan Madrasah (Jakarta :
Rajagrafindo Press, 2008), 112.
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Kompetensi Dasar

Perbahan Indikator Keberhasilan

ketentuan Islam
dan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia (NKRI)

3.1 Menelaah
tentang sistem
pemerintahan

3.1.1 Menjelaskan pengertian sistem
pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai

o dengan ketentuan Islam dan Negara
(Khﬂ?fah ) yang Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sesuai dengan

ketentuan Islam B-1.2 Menjelaskan contoh 5 dasar sistem

dan Negara pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai
Kesatuan dengan ketentuan Islam dan Negara
Republik Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Indonesia 3.1.3 Menjelaskan hikmah berbagai sistem
(NKRT) pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai

dengan ketentuan Islam dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

3.1.4 Menjelaskan tujuan berbagai sistem
pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai
dengan ketentuan Islam dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

3.1.5 Menjelaskan hukum membentuk
berbagai sistem pemerintahan (Khilafah
) yang sesuai dengan ketentuan Islam
dan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia (NKRI)

3.1.6 Menjelaskan pengertian khalifah
(Pemimpin) yang sesuai dengan
ketentuan Islam dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)

3.1.7 Menjelaskan syarat-syarat khalifah yang
sesuai dengan ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)
3.1.8 Menjelaskan pengertian majlis syuro
yang sesuai dengan ketentuan Islam dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)

3.1.9 Menjelaskan pengertian ahlul halli wal
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Kompetensi Dasar

Perbahan Indikator Keberhasilan

‘aqdi

3.1.10 Menjelaskan syarat-syarat menjadi
anggota majlis Shura

3.1.11 Menjelaskan hak dan kewajiban
anggota majlis Shura

4.1 Menyajikan

contoh penerapan 4.1.1 Menyajikan contoh penerapan dasar-

dasar sistem pemerintahan (Khilafah )

sistem .

intah yang sesuai dengan ketentuan Islam dan
PeTiSiiNih Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Khilafah ) di (NKRI)
Indonesia yang

sesuai dengan
ketentuan Islam
dan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Tabel 4 .3 Perubahan KD-Indikator Fikih Materi Khilafah 2

Analisis tentang isi materi Sistem Pemerintahan dalam Islam yaitu
“Khilafah” dalam bahan ajar Fikih pada Disertasi ini akan dikaji lebih
lanjut secara jelas dan detail pada analisis masalah yang terdapat pada
Rumusan Masalah yang ketiga.

Komponen Kurikulum Metodologi/ Proses Pembelajaran Mata Pelajaran
Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII Materi Khilafah .

Penyampaian materi ajar yang terangkum dalam komponen
kurikulum figih Siyasah hasil idealisasi pengembangan kurikulum di atas
dalam pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan berbagai
pendekatan dan model pembelajaran. Berbagai jenis pendekatan
pembelajaran meliputi: imposisi (ekspositoris), teknologis, personalisasi,

interaksional, konstruktivis, pengolahan Informasi, inquiry, dan
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Pemecahan Masalah (Problem solving), Mastery Learning, Unit Learning
dan lainnya®”’ Macam-macam pendekatan tersebut berpijak pada teori-
teori belajar yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan, seperti teori
behaviourisme, kognitivistisme, konstruktivisme, humanisme, cybernetik,
sosio-cultural revolution, dan multiple intellegence™. Oleh karena itu,
para  pendidik  penting untuk  mengembangkan  kompetensi
pengetahuannya tentang berbagai jenis pendekatan pembelajaran.

Banyak metode pembelajaran yang dapat dikembangkan, mulai
dari yang sederhana seperti ceramah, tanya-jawab, hingga berbagai
metode yang inovatif, semacam Jigsaw, STAD, Snowball, Quantum
Learning dan sebagainya’”. Namun, perlu dicermati bahwa ada sebuah

modus atau pola pengalaman belajar siswa dan kemungkinan hasil yang

dicapainya seperti tergambar dalam bagan berikut :

3971 ihat Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran (Bandung : Wacana Prima, 2008),
43-50; Omar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajara (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 124-136.

3%Secara detail teori-teori Belajar tersebut dapat disimak pada Asri Budiningsih, Belajar
dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2005); Baharuddin, 7eori Belajar dan Pembelajaran
(Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2010); Omar Hamalik, Kurikulum, dan buku-buku lain yang berkaitan.

3% Contoh berbagai metode pembelajaran dapat dilihat pada Martinis Yamin,
Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007),138-155.
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Yang diingat Modus

10 %
Verbal

20% l
30% i Visual
50 % Lihat dan Dengar
70 % Katakan
90 % Katakan dan Lakukan Berbuat

Bagan 4 1 Kerucut Pengalaman Belajar

Bagan tersebut mengindikasikan bahwa semakin metode
pembelajaran dikembangkan melalui kompleksitas aktivitas belajar
(verbal, visual dan motorik / kinestesis), maka tingkat keberhasilan yang
dicapai akan semakin tinggi. Karena itu, guru harus berfikir untuk
mengolah kurikulum dengan strategi pembelajaran dari bawah ke atas
sebagaimana ditunjukkan oleh bagan di atas.

Komponen Evaluasi Mata Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
Materi Khilafah .

Langkah terakhir dalam pengembangan silabus fikih Siyasah
adalah menentukan jenis evaluasi. Pengembangan alat evaluasi
merupakan bagian integral dalam pengembangan sistem pembelajaran

yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dalam
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KI-KD telah terpenuhi, sehingga evaluasi menjadi salah satu faktor
penting dalam pembelajaran.

Dalam kurikulum 2013Penilaian pada mata pelajaran Fikih
Madrasah Aliyah Kelas XII khususnya pada materi Khilafah juga
menggunakan penialain autentik sesuai dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 165 Tahun 2014. Adapun bentuk penilaian tersebut terdiri
dari 3 macam yaitu penilaian Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan memiliki
karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian
antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek
(checklist) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik,
sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Selain itu instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan
substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi
merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan, dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik
dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta

didik.
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B. Isi Materi Khilafah  (Pemerintahan Dalam Islam) Kelas XII Madrasah
Aliyah Perspektif Civic Education
1. Isi Materi Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam) Kelas XII Madrasah
Aliyah Perspektif Civic Education Dalam Buku Fikih Terbitan Kementrian
Agama RI.

Materi Fikih Siyasah khususnya yang membahas sistem
pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai dengan ajaran Islam pada dasarnya
sudah penulis paparkan pada bab ini dalam pembahasan rumusan masalah
yang pertama.

Adapun menurut pengamatan penulis, jika Materi Khilafah
(Pemerintahan Dalam Islam) dikorelasikan dengan kontent / isi kurikulum
mata pelajaran serumpun (kelompok mata-pelajaran Agama dan Akhlak
mulia), ditemukan adanya missing-link antara topik kajian dalam Fikih
Siyasah dengan materi al-Qur'an-hadis maupun Aqgidah Akhlak pada tiap
jenjangnya, sehingga tidak tercipta intra-relasi materi yang kuat diantara
materi ajar dalam kelompok mata-pelajaran Agama. Contohnya, kajian
tentang demokrasi disinggung oleh mata-pelajaran al-Qur'an Hadis pada
kelas X semester 2, sedangkan pada Fikih Siyasah justru baru dibahas pada
kelas XII semester 1.

Terlebih lagi apabila materi Khilafah pada mata pelajaran fikih
kelas XII dikorelasikan dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang
merupakan materi civic education maka jelas akan terjadi benturan diantara

kedua mata pelajaran tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena terjadi
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ketidak sinkronan sehingga menimbulkan kontra-relasi antar mata
pelajaran.

Disamping problem intra-relasi dan antar-relasi antara materi dalam
kelompok mata-pelajaran sebagaimana penulis paparkan, content / isi
kurikulum Fikih Siyasah juga mengandung problematika internal, yakni
dalam hal relevansi teori yang disajikan dengan realitas sosial-politik yang
dihadapi peserta didik.

Dengan kata lain, terdapat gap (kesenjangan) antara teori-teori yang
disajikan dalam content / isi kurikulum Fikih Siyasah dengan kondisi sosio-
politik yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Referensi kajian yang merujuk pada pendapat para fuqaha klasik seperti
Imam al-Mawardi melalui al-Ahkam al-Sultaniyah-nya, Ibnu Khaldun
(Mugaddimah), Tbonu Hazm (al-Fasl) dan al-Shaukani (Nail al-Autar) juga
dengan pendapat para imam madzhab tentang konsep Khilafah atau
imamah belum cukup menjebatani gap yang terjadi antara teori dan praktek
dalam kehidupan politik tanah air. Apalagi topik yang dikaji dalam content
/ isi kurikulum Fikih Siyasah tersebut hanya sebatas kajian tentang seputar
pengertian, tujuan dan dasar penegakan Khilafah , proses pemilihan
khalifah, hak dan kewajiban rakyat serta mengatur tentang majlis shura.

Topik kajian materi dalam kurikulum yang membahas tentang
sistem pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam
seyogyanya ditujukan untuk menemukan rumusan tentang sejauhmana

konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang di anut negara sesuai
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dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam. Topik kajian juga perlu
dikembangkan untuk mencari rumusan tentang partisipasi publik dalam
sistem demokrasi, serta tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya
yang memiliki keberagamanan (pluralitas) dalam kehidupan sosial, politik
dan agama yang menjadi jati-diri bangsa Indonesia ditinjau dari sudut
pandang ilmu Fikih Siyasah shar'iyyah.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sistem politik dan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut bangsa Indonesia secara
tegas dinyatakan sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia yang
menganut sistem demokrasi Pancasila dengan semboyan "Bhinneka
Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Realitas politik inilah yang seharusnya menjadi asas dan landasan
berfikir dalam mengkaji budaya politik bangsa. Sistem pemerintahan
Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dimaksud dalam kajian Fikih-Fikih
klasik yang dicoba untuk digaungkan kembali melalui berbagai pergerakan
politik seperti Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang di
Indonesia, sesungguhnya perlu dilakukan re-interpretasi dalam konteks
sistem politik kontemporer karena kurang sesuai dengan karakteristik,
watak dan jiwa bangsa Indonesia. Namun, apakah sistem demokrasi yang
dianut oleh bangsa Indonesia ini memiliki landasan syariah, atau
setidaknya tidak menyalahi konsep syariat Islam tentang kekuasaan politik,
hal tersebut merupakan sesuatu yang urgen untuk dianalisis dan

dirumuskan.
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Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap paham adanya
keragaman dalam masyarakat (pluralisme). Kenyataan bahwa negara
Indonesia terbentuk dari berbagai macam masyarakat dengan ragam tradisi,
budaya, dan sistem kepercayaan agama yang berbeda menuntut
tanggungjawab segenap pihak untuk mengembangkan sikap toleransi demi
menjaga integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara.

Dalam hal ini, penting untuk dirumuskan bagaimana seharusnya
pemahaman perbedaan (pluralisme) dalam masyarakat menurut sudut
pandang syariat Islam, sementara kajian materi Khilafah dalam kurikulum
madrasah Aliyah sama sekali belum menyentuh substansi masalah ini.

Dengan diterimanya konsep demokrasi sebagai sistem politik
bangsa Indonesia, menjadi hal yang urgen bagi dunia pendidikan Islam
untuk mencari dasar teologis dari sistem politik kontemporer ini melalui
tinjauan Fikih Siyasah.

Berikut ini penulis paparkan tinjauan tentang materi Khilafah yang
terdapat dalam buku fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementrian
Agama RI.

a. Pengertian dan hukum penegakan Khilafah
Gagasan tentang Fikih politik (Fikih Siyasah) yaitu pada materi
Khilafah  (sistem pemerintahan) yang disajikan dalam kurikulum
Fikih pada Madrasah Aliyah berangkat dari pemikiran bahwa
pemerintahan diperlukan untuk mengatur umat dalam rangka mencapai

kemaslahatan umum (maslahat amm). Hal ini sejalan dengan prinsip-
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prinsip dasar dari maqasid shari'ah yang tidak lain adalah guna
menegakkan kesejahteraan masyarakat (tatbiq masalih al-'ibad). Hanya
saja, wujud sistem pemerintahan menjadi sebuah konsep yang masih
diperdebatkan.

Penggunaan term Khilafah dalam kurikulum Fikih Siyasah
merujuk pada konsep-konsep Fikih klasik sebagaimana penulis
paparkan di bagian sebelumnya. Para penulis buku pelajaran Fikih
tidak mempertimbangkan penggunaan term lain dalam sistem politik,
seperti term pemerintahan republik, presiden, atau sistem demokrasi.
Hal ini, secara inheren justru menyisakan persoalan-persoalan internal
bagi kurikulum Fikih Siyasah.

Pernyataan bahwa, "...Khilafah  berarti pengganti Nabi
Muhammad saw sebagai kepala negara dan kepala agama..."
memperkuat daya tawar dan posisi sistem politik ini secara teologis
daripada model sistem politik manapun. Apalagi dinyatakan pula,
bahwa Khilafah perlu diwujudkan oleh umat Islam untuk menciptakan
persatuan dan kesatuan untuk memelihara ketertiban kehidupan
bersama umat Islam.’'”

Dalam konteks pemikiran hukum Islam, sistem Khilafah —
yang saat ini tengah gencar-gencarnya dikampanyekan oleh Hizbut-
Tahrir Indonesia (HTT)—walaupun organisasi ini sudah di larang oleh

pemerintah - adalah sebuah tata pemerintahan Islam yang bersifat

310

Kementrian Agama R, Buku Siswa., 7
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historis. Dinamika konteks serta kondisi sosio-politik dan kultural
yang meliputi sebuah tindakan hukum seyogyanya turut dijadikan
pertimbangan dalam memahami sistem ke-tata-negaraan Islam.
Sebagai sistem pemerintahan Islam, Khilafah merujuk pada tradisi-
tradisi politik zaman khulafa’ al-Rashidah yang dipandang sesuai
dengan konteks sosio-politik dan kultural di zamannya. Namun, sejalan
dengan kaidah fiqih “Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-Azmina wa
al-Ahwal wa  al-Imkan”, dinamisasi konteks dan semakin
berkembangnya perangkat sistem sosial dan ilmu tata-negara,
memungkinkan diterimanya demokrasi sebagai sistem pengaturan
publik dalam tata-pemerintahan dan sistem politik Islam.

Hal ini membawa implikasi hukum lebih jauh, yang meletakkan
urusan pemerintahan sebagai sistem pengaturan kepentingan publik —
pada awalnya bersifat profan, pragmatis dan duniawi sampai pada
tingkat doktrin agama / teologis yang berimplikasi jatuhnya sanksi
agama, bersifat suci / sakral, dan ukhrawi. Konsep yang diadopsi oleh
para penulis buku pelajaran terhadap sistem Khilafah sebagaimana
dipahami dalam kitab-kitab Fikih klasik, pada akhirnya menempatkan
model sistem politik lain pada posisi yang berlawan, bahkan tidak
sederajat seperti halnya posisi sistem negara demokrasi (kedaulatan di
tangan rakyat) melawan sistem Khilafah (kedaulatan di tangan

Tuhan).
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Pemahaman tersebut justru membuat siswa Madrasah Aliyah
memiliki pandangan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang
dianut oleh bangsa dan negara Indonesia sebagai sistem politik yang
tidak ideal karena tidak Islami. Hal ini justru menimbulkan sikap
eksklusifisme dalam keyakinan beragama dan menjadi radikalisme jika
pemahaman tersebut disertai dengan aksi penolakan terhadap sistem
politik yang dianut oleh negara.

Kenyataan ini, menurut penulis, berpotensi memunculkan
problematika mendasar dalam kurikulum madrasah, yakni tidak
tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam membentuk
warganegara yang bersikap demokratis seperti diamanatkan UU No. 20
tahun 2003, yakni :

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung

jawabn 311

Dalam kajian perspektif civic education, Menurut Montesquieu
pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan
nama Trias Political baik itu legislatif (membuat undang-undang),
eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif

(mengawasi pelaksanaan undang-unda.ng).312

31! Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan, Pasal 3.
%12 Budiajo, Dasar — Dasar llmu Pendidikan, (Jakarta: Gramedia, 1986), 151
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Pengertian demokrasi secara istilah menurut para ahli, adalah
sebagai berikut:*"
Joseph A. Shumpter
“Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk
mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara
rakyat”.
Sidney Hook:
“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas
dari rakyat dewasa’.
Henry B. Mayo:
“Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik’.
Setidaknya terdapat tiga pandangan tentang Islam demokrasi.
Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.
Islam tidak bisa disubkordinatkan dengan demokrasi karena islam
merupakan sistem politik yang mandiri (self-sufficient). Dalam bahasa
politik muslim Islam sebagai agama yang Kaffah (sempurna) tidak saja
mengatur persoalan keimanan (akidah) dan ibadah, melainkan

mengatur secala aspek kehidupan umat manusia termasuk kehidupan

umat bernegara. Pandangan ini didukung oleh kalangan pemikir

313 R Masri Sareb Putra (ed), Etika dan Tertib Warga Negara, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010),hal. 148
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muslim seperti Sayyid Qutb dan Thaba’ thabai (mutually exclusive).
Bagi penganut demokrasi sebagai satu-satunya sistem terbaik yang
tersedia saat ini, Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif
terhadap demokrasi. Sebaliknya, bagi pandangan Islam sebagai sistem
yang lengkap (Kaffah), Islam dan demokrasi adalah dua hal yang
berbeda. Karena itu demokrasi sebagai komsep barat tidak tepat untuk
dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Dalam masyarakat muslim, Islam tidak bisa dipadukan
dengan demokrasi.’"*

Kedua, islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi
didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di
negara-negara Barat. Kelompok dkedua ini menyetujui adanya prinsip-
prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi mengakui adanya perbedaan
antara Islam dan demokrasi. Bagi kelompok ini, Islam merupakan
sistem politik demokratis kalau demokrasi negara didefinisikan secara
subtantif, yakni kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan
terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian, dalam
pandangan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan
dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep
demokrasi itu sendiri. Diantara tokoh dari kelompok ini adalah Al-

Maududi dan Moh. Natsir.>"?

34 Billah, MM, Good Governance dan Kontrol Sosial, (Jakarta:Jurnal Prisma, 2001), 31.
315 Rozaq, Abdul & Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan, 86.
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Ketiga, Islam adalah sistem yang membenarkan dan
mendukung sistem politi demokrasi seperti dipraktikkan negara-negara
maju. Islam didalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip
syura (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtitad dan ijma’
(konsensus). Seperti dinyatakan oleh para pakar ilmu politik R.
William Liddle dan Saiful Mujani, di Indonesia pandangan yang ketiga
tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi
bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan beberapa negara
muslim lainnya. Diantara tokoh muslim yang mendukung pandangan
ini yaitu Fahmi Hawaidi, M. Husain Haekal, dan Muhammad Abduh.
Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid. Abdurrahman Wahid,
Amin Rais, dan Ahmad Syafi’i Ma’arif.*'®

Apabila masih istilah “Khilafah masih selau dipergunakan dengan
hanya di artikan dengan negara Islam maka bertentangan juga dengan teori
pengembangan kurikulum dari Roger dimana Menurut Rogers manusia
berada dalam proses perubahan (becoming, developing, changing),
sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang
sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan
orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan
tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu

memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik

316 Ibid.,87.
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lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu perkembangan anak,
mereka hanyalah pendorong dan pemelancar perkembangan anak. *'’
Konsepsi Islam menurut kebanyakan ahli politik Islam modern,
tidak ditentukan rumusan yang pasti (gath’i) tentang konsep Negara.
Dua sumber Islam, al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak secara tersurat
mendefinisikan model Negara dalam Islam. Namun demikian keduanya
memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat.
Ketidakadaan konsep yang pasti tentang model/bentuk negara dalam
tradisi pemikiran politik Islam.’'®
Seorang pemikir modern dan moderat, seperti Yusuf al-
Qardhawy, mengutip pendapat Ibnu Khaldun dan at-Taffazany bahwa
bentuk dan model konsep Negara dalam Islam tidak terlalu penting,
akan tetapi fungsi dan tujuan dari Negara dalam Islam harus tunduk
pada konstitusi dan hukum dan pemerintahan sipil (daulah syar’iyah
dusturiyah/madaniyah) bukan dalam bentuk teokrasi (daulah diniyah).
Begitu juga salah satu pandangan dari modernis Mesir
Muhammad Hasan haikal. Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar
kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur’an dan as-
Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu

sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem

pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan

317 Nana Syaodih S, Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktek), 89.
318 Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, 43
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antara warga negaranya. Baik hak maupun kewajiban dan persamaan di
depan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas
dasar musyawarah (Shura) dengan berpegang kepada tata nilai moral
dan etika yang diajarkan Islam.*"’

Dari analisis di atas dapat disimpulkan wujud penggunaan term
Khilafah dalam buku Fikih madrasah Aliyah tidak lagi merujuk pada
konsep-konsep Fikih klasik. Para penulis buku pelajaran Fikih harus
mempertimbangkan penggunaan term lain dalam sistem politik, seperti
term pemerintahan republik, presiden, atau sistem demokrasi. bukan
hanya menggunakan istilah “Khilafah ” yang merujuk pada negara
Islam sebagai satu-satunya sistem yang diperbolehkan dalam syariat.
Dasar — dasar Khilafah dan cara Pengangkatannya

Dasar-dasar teologis penegakan Khilafah sama sekali tidak
bertentangan dengan prinsip hukum dan dasar negara yang
berketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diyakini bangsa Indonesia.
Jika kita telisik lebih jauh bahwa pilar-pilar dasar di bangunnya
Khilafah memiliki kesamaan visi dengan Pancasila yang menjadi
falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Sebagaimana disebutkan dalam buku Fikih madrasah Aliyah

kelas XII disebutkan bahwa Khilafah atau pemerintahan yang

dijalankan oleh Khulafaur Rasyiddin berdasarkan hal- hal sebagai

319

Basyir Kurniawi, Civic Education.., 133
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berikut: 1. Kejujuran, keihklasan dan tanggung jawab; 2. Keadilan; 3.
Tauhid (mengesakan Allah); dan 4. Kedaulatan rakyat.**

Namun ada satu hal yang perlu untuk dikritisi, bahwa nilai-nilai
persaudaraan tidaklah cukup hanya dikaitkan dengan kelompok
seagama (al-ukhwah al-Islamiyah), melainkan harus dikembangkan
pula dalam skala yang lebih luas dan universal, sehingga nilai-nilai
persaudaraan harus pula mencakup pada seluruh bagian umat manusia
(al-ukhwah al-bashariyah) dan sesama warga-negara (al-ukhuwah al-
wataniyah).

Jika hal ini dikaitkan dalam perspektif civic education maka
sebagaimana dinyatakan dalam UUD RI 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1,
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Namun hal ini tidak
berarti bahwa Indonesia sebagai negara agama, karena telah ditegaskan
dalam Bab I pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum.

Konsep kerukunan yang sempit, justru akan melahirkan
kelompok masyarakat muslim yang intoleran kepada masyarakat non-
muslim. Pemaksaan keyakinan terhadap kelompok lain yang berbeda
pandangan keagamaan juga tidak bisa ditolerir karena negara telah

menjamin kebebasan beribadah sebagaimana bunyi UUD pasal 29

ayat2.

320

Kementrian Agama RI, Buku Siswa..,10 -11.
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Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan
amandemen dijelaskan secara rinci sistematis dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemeritahan Negara Indonesia
dibagi menjadi tujuh yang secara sistematis merupakan
pengejawantahan kedaulatan rakyat, oleh karena itu sistem
pemerintahan Negara ini dikenal dengan tujuh kunci pokok.321

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara menurut
penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis namun tujuh kunci
pokok mengalami perubahan. Oleh karena itu sebagai komparatif
sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 setelah amandemen
adalah sebagai berikut:

(1) Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum

(2) Sistem Konstitusional

(3) Kekuasaan Negara tertinggi di tangan rakyat

(4) Presiden tiidak bertanggungjawab kepada DPR

(5) Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi disamping MPR
dan DPR

(6) Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada DPR

(7) Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.**

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada

hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau

321 Kurniawi, Civic Education, 118.
32 Ibid., 118.
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pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-
ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,
nilai-niali kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam
pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara,
dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan)
Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat
Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan Kausa Materialis
(asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan
dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila
berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan
demikian sebagai ideologi, Pancasila berakar pada pandangan hidup
dan budaya bangsa, bukan mengambil dari ideologi bangsa lain. Oleh
karena itu seharusnya Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa
Indonesia.’”

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa
Pancasila adalah Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila
merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain
Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara,

karena membuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur

dan menentuka keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara

323 Sunarso dkk, “Pendidikan Kewarganegaraan, 118.
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serta kebijakan-kebijakan peting yang diambil dalam proses
pemerintahan.

Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan
penyelenggaraan Negara Kesatuan Rpublik Indonesia adalah
fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi
bangsa yang berkepribadian dan percayapada diri sendiri.

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan
hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia
bersifat multietnik, multiagama, dan multi ideologi. Kemajemukan
tersebut menunjukan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi.
Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat
merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah bangsa
untuk membangun budaya yang kuat. Namun sebaliknya bisa
memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percecokan serta
perselisihan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang serba
majemuk seperti itulah Pancasila hadir sebagai Ideologi Persatuan.***

Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila
1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3) Pelaksanaan kebebasan bertanggung jawab secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain

4) Mewujudkan rasa keadilan sosial

324 1bid, 119.
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5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah
6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
Adapun konsep persamaan derajat dikembangkan sesuai
firman Allah swt :

Ql bﬁjl.;.:.] J.)LJ) L:)a...qvg:o- &‘);JU.AM;- CJ&CJ

z

D ol TG R AT e K

" Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

C

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" **

Dari hasil analisis hasil penelitian di atas yaitu antara
materi dasar - dasar Khilafah yang ada pada buku Fikih Madrasah
Aliyah kelas XII dengan perspektif civic education yang telah di
bahas dalam Bab II pada disertasi ini maka dapat disimpulkan bahwa
Khilafah yang diartikan dengan negara Islam jelas tidak mempunyai
dasar yang jelas dari Alqur’an dn Al-hadits. Sehingga Khilafah yang
diartikan dengan pemerintahan saja maka bersifat terbuka sebagai
ijtihad dengan model dan sistemnya asalkan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

325 Al-Qur'an, 49 (al-Hujurat) : 13; Abou el-Fadl, "The Place of Tolerance In Islam; Abou
el-Fadl, "Islam" edied by Joshua Cohen and Ian Lague for Boston Review (Boston : Beacon
Press), 15.
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Luasnya ruang-lingkup ijtihad dalam mengaplikasikan kuasa
Tuhan yang didelegasikan kepada umat manusia selaku wakil-Nya
(Khalifah) sesungguhnya tidak dibatasi pada sebuah sistem politik
tertentu. Karenanya, menegakkan sistem Khilafah yang bersifat
Islam-historis dan sangat terkait dengan konteks sosial, budaya dan
politik yang bersifat temporal. Bahkan, pemaksaan penegakan sistem
Khilafah dengan prinsip kedaulatan mutlak di tangan Tuhan jika
dilakukan melalui pemaksaan penerapan hukum Tuhan dalam regulasi
Negara secara ketat, rigid, literal-skriptualis dan non-kontektual
justru berpotensi menghilangkan nilai-nilai maslahah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang pluralis dan
bahkan dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar
berupa bahaya dis-integrasi bangsa dan runtuhnya kedaulatan Negara.
Atas pertimbangan ini tindakan mencegah kerusakan lebih
diprioritaskan daripada keinginan untuk meraih maslahah, seperti
bunyi kaidah figih:

cllaal s e 384 auldal) £33
"Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat"

Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila memberikan
solusi yang tepat sebagai dasar sebuah negara yang menerapkan
sistem demokrasi sebagai salah satu sistem yang sesuai dengan
syari’at Islam. Sistem demokrasi sebagai salah satu sistem yang

menurut pendapat penulis sesuai dengan syari’at Islam harus lebih
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dikedepankan dalam materi fikih Siyasah agar siswa Madrasah Aliyah
tidak menjadi salah dalam menafsirkan arti Khilafah menjadi satu-
satunya sistem yang harus di ikuti tanpa mempunyai pengertian
bahwasannnya Khilafah adalah tatanan pemerintahan dengan
berbagai model dan sistem yang dapat digunakan serta sesuai dengan
syari’at Islam.

Hal ini sangat penting dikarenakan apabila dasar-dasar
Khilafah  dimanipulasi dengan hanya di artikan sebagai kewajiban
orang Islam untuk mendirikan negara Islam dengan dasar syari’at
Islam maka akan membentuk benih- benih radikalisme yang dapat
membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sudah
jelas merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari banyaknya masalah radikalisme dan keinginan
sekelompok orang yang ingin mengganti negara Indonesia menjadi
Khilafah sudah di mulai dari materi fikih Siyasah di kelas XII ini
yang hanya memberikan gambaran akan kebenaran tentang
romantisme sejarah dari Khilafah disertai dalil-dalil pembenar yang
tidak mempunyai kepastian secara jelas sehingga apabila materi ini
terus dilanjutkan tanpa ada perbaikan dengan masuknya pemahaman
civic education khususnya demokrasi Pancasila dalam sistem Khilafah
maka bangsa Indonesia ini akan terus berada dalam bahaya laten
pendirian Khilafah menggantikan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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Adapun mengenai metode pengangkatan khalifah yang telah
disebutkan dalam buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII pada materi
Khilafah telah sesuai dengan perspektif civic education.

Hal tersebut dapat dilihat dibawah ini yang menyebutkan
secara detail tata cara pengangkatan khalifah atau pemimpin yang ada
di Indonesia.

“Keempat sifat pemilihan dan pengangkatan khalifah itu
menunjukkan bahwa islam sangat menghargai aspirasi dan kehendak
rakyat. Berbagai ragam aspirasi rakyat harus dipertimbangkan dengan
matang melalui jalan musyawarah untuk menemukan mufakat agar
keputusan yang diambil relative dapat memuaskan semua pihak.Di
Indonesia sitat pengangkatan pemimpin (presiden) pernah dilakukan
dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Pemilihan tidak langsung :@ yakni pemilihan melalui perwakilan
Ahlul Halli Wal’aqdi (DPR/MPR) yang berhak menentukan dan
memutuskan segala hal yang menyangkut kehidupan rakyat,
termasuk umat islam.

2. Pemilihan secara langsung : yakni suatu pemilihan yang dilakukan
langsung oleh seluruh rakyat. Setiap warga Negara dan warga
masyarakat berhak memilih langsung dan memberikan dukungannya
sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan langsung ini
pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah berpuluh-puluh tahun
lamanya dilakukan melalui lembaga perwakilan secjak 18 agustus
1945, Yakni pemilihan soekarno menjadi presiden pertama Indonesia
melalui musyawarah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Kedua bentuk pemilihan tersebut relative bersesuaian dengan bentuk
pemilihan khalifah seperti contoh dalam sejarah pemilihan pada masa
khalitah ar-rasyidin. Setidaknya dari segi sifatnya yang langsung dan
tidak langsung.

Sigah mubaya’ah (kalimat baiat atau pengangkatan khalifah). Setelah
terpilih seorang pemimpin, baik melalui pemilihan langsung maupun
tidak langsung atau melalu lembaga perwakilan, selanjutnya ia
dilantik atau dibaiat dengan misalnya mengucapkan kalimat sebagai
berikut : “kami angkat engkau menjadi khalifah untuk menjalankan
agama Allah dan Rasul-Nya, dan kami akan taat kepada perintahmu
selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.”
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Hal ini menunjukan bahwasanya civic education telah sesuai
dengan kaidah Khilafah tentang pemilihan khalifah, sehingga tidak
perlu ada perdebatan tentang metode pengangkatan khalifah dengan
pengangkatan Presiden dalam sistem Demokrasi Pancasaila yang ada
di Indonesia.

Adapun tentang majlis syuro dalam buku Fikih madarasah
Aliyah telah dibahas pada halaman 21 sampai dengan halaman 23
sebagaimana dibawah ini.

“Majlis Shura dalam islam. Hal terpenting terkait majelis Shura ini
adalah pelaksanaan musyawarah seperti yang diperintahkan Allah
melalui firmannya dalam (Q.s Ali Imran 159)

Pengertian Majlis Shura. Majlis Shura menurut bahasa artinya tempat
musyawarah,  sedangkan  menurut  istilah  ialah  lembaga
permusyawaratan rakyat. Atau dengan pengertian lembaga
permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan
kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dengan demikian majlis
Shura ialah suatu lembaga Negara yang bertugas nenusyawarahkan
kepentingan rakyat. Di Negara kita dikenal dengan lembaga Majlis
Permusyawarat Rakyat (MPR).Pada masa rasulullah, belum ada
lembaga perwakilan seperti yang ada di Negara-negara sekarang.
Tetapi praktiknya telah beliau kerjakan. Saat itu musyawarah
dilakukan di masjid atau tempat lain yang mereka kehendaki.
Berbeda dengan zaman sekarang, manusia semakin banyak
Jjumlahnya, memiliki keinginan politik yang beragam, sehingga
memerlukan suatu lemabag resmi, tempat yang resmi dan tata tertib
musyawarah atau siding yang detil agar dapat memenuhi tuntutan
zaman yang semakin kompleks.

Pengertian Ahlul Halli Wal’aqdi. Secara bahasa, ahlu halli wal’aqdi
artinya orang yang berhak (halli) dan mengikat (aqdi). Dikatakan
“melepaskan’ karena merekalah yang menentukan untuk melepaskan
atau tidak memilih orang-orang yang tidak sepakat.”

Kemudian materi tentang hak dan kewajiban Majelis Shura:
“Hak dan Kewajiban Anggota Majelis Shura Anggota Majelis

Shura, sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat memiliki hak dan
kewajiban. Menurut Dzajuli berdasarkan kajian atas berbagai
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pendapat ulama, di antaranya adalah Muhammad Rasyid dan Abdul
A’la Al-Maududi, adalah sebagai berikut, Hak-hak anggota majelis
Shura:
1. Memilih dan membaiat khalitah terpilih;
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan,
3. Membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak
diatur secara tegas dalam Alguran dan hadis;
4. Memberi pertimbangan pada khalifah dalam menentukan
kebijakannya;
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.
Kewajiban anggota majelis Shura
1. Memberikan kekuasaan kepada khalitah
2. Mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat
islam
3. Melaksanakan syariat Islam (Sesuai Alquran, hadis, ijma’,
giyas, dan lain-lain)
4. Mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat
5. Menegakan keadilan’.

Dari materi fikih diatas kita mengetahui penjelasan tentang
majis syuro dan ahlul hal wal agd. Apabila hal tersebut kita
bandingkan dengan perspektif civic education maka akan dapat kita
bandingkan sebagaimana berikut ini; Dalam demokrasi politik
terdapat perpaduan kelembagaan politik modern, seperti legislatif,
eksekutif, yudikatif, partai politik, pemilu dan mekanisme pranata
sosial budaya seperti permusyawaratan dalam pengambilan
keputusan. Ini berati perbedaan pendapat tetap dijamin, nama oposisi
diakui dalam arti yang dinamis (berubah-ubah). Maksudnya, adalah
oposisi yang tidak melembaga (permanen) yaitu menentang kebijakan
tertentu yang dipandang tidak sejalan, tetapi pada sisi lain akan
mendukung atau loyal ketika kebijakan itu sejalan. Seharusnya

dengan karateristik Demokrasi Pancasila yang demikian, apabila
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diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi dan diopersionalkan
dalam sistem pemerintahan dan politik akan menghasilkan sistem
pemerintahan dan politik yang demokratis dan stabil %

Sehingga dengan hal tersebut diatas perlu kiranya ada
pengurangan kata pada kewajiban anggota majlis Shura pada poin
“mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat Islam’.
Sebagaimana demokrasi Pancasila di Indonesia maka dapat dirubah
menjadi “mempertahankan negara dan undang-undang negara’.

Begitu juga apa yang terdapat dalam poin selanjutnya yaitu
“melaksanakan syariat Islam (sesuai Alqur’an, hadits, ijma’, giyas,
dan lain-lain) seharusnya bisa dihilangkan sesuai kesepakatan para
pendiri bangsa yang telah menghapus kalimat itu pada piagam
Jakarta. Agar siswa Madrasah Aliyah tidak menjadi kaku dalam
menyikapi hukum dari negara yang harus bedasarkan syariat Islam
dan menjadikan para siswa tidak berpaham keras pada masa
kedepannya.

Sebagaimana piagam jakarta yang berbunyi “Kefuhanan Yang
Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya’ diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa’ saja. Hal
ini dianggap tidak menyalahi syariat oleh para ulama bangsa dengan
dasar kejadian dalam perjanjian Hudaibiyah. Perundingan antara nabi

Muhammad dan kaum quraisy yang diwakili oleh Suhail. Dalam

326 Sunarso dkk, “Pendidikan Kewarganegaan, 149.
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perundingan itu Suhail tampak keras untuk memaksakan pendapatnya
mengenai isi kesepakatan. Bahkan ia mengedit kalimat demi kalimat
yang disusun pihak Muslim. Misalnya terhadap penulisan
"Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (Dengan nama Allah yang Pengasih
dan Penyayang) di awal perjanjian. Suhail memaksakannya mengubah
menjadi "Bismikallahumma" (Dengan nama-Mu ya Allah). Ia juga
menolak  pemakaian istilah "Muhammad Rasululllah" dan
menggantinya dengan "Muhammad bin Abdullah." Dan semua
perubahan itu diterima oleh Rasulullah.**’

Demikian pula tentang isi perjanjian. Di antaranya adalah
bahwa saat itu umat Islam harus kembali ke Madinah. Mereka
diizinkan untuk berziarah pada tahun depan. Selain itu, jika akan
orang-orang Mekah lari ke Madinah (untuk masuk Islam), pihak
Muhammad harus menolaknya sehinga yang bersangkutan kembali ke
Mekah. Sebaliknya, bila ada orang Madinah yang lari untuk
bergabung dengan Qurais di Mekah, orang-orang Qurais tidak
berkewajiban mengembalikannya. Perjanjian tersebut mengikat
seluruh warga Mekah dan Madinah. Juga mengikat Bani Bakar yang
berpihak pada kubu Mekah, serta Bani Khuza'a yang berpihak pada

kubu Madinah.>*®

3*"Muhammad, PerjanjianHudaibiyahdalamhttps:/id.wikibooks.org/wiki/Muhammad/Per
janjian Hudaibiyah, (17 Desember 2018,), 1.

328 Ibid., https:/id.wikibooks.org/wiki/Muhammad/Perjanjian_Hudaibiyah,2.
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Muhammad tampak mengalah dalam perjanjian itu. Hal
demikian membuat gusar kaum muslimin lainnya. Umar yang paling
tidak sabar. Ia menemui Abu Bakar. "Abu Bakar, bukankah dia
Rasulullah. Bukankah kita ini Muslimin? Mengapa kita mau
direndahkan dalam soal agama kita?". Umar bahkan menyampaikan
itu langsung pada Muhammad. Muhammad dengan sabar
mendengarkan Umar. Namun ia kemudian menutup pembicaraan
dengan kalimat: "Saya hamba Allah dan Rasul-Nya. Saya tak akan
melanggar perintah-Nya, dan Dia tidak akan menyesatkan saya."

Rombongan kemudian kembali Madinah. Muhammad memang
mengalah dalam perjanjian Hudaibiyah itu. Tapi sebenarnya, ia baru
memperoleh kemenangan besar. Untuk pertama kalinya kaum Qurais
mengakui keberadaan Islam secara resmi, dan mereka juga tak dapat
lagi menolak umat Islam untuk berkunjung ke ka'bah tahun depannya.
Muhammad telah mengalihkan bentuk perjuangannya dari perjuangan
bersenjata ke perjuangan politik.**’

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Buku
fikih Madrasah Aliyah kelas XII materi Khilafah pada halaman 9
yaitu:
“Namun perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya
mewujudkan Khilatah secara legal formal. Melainkan ada hal yang

lebih penting yaitu upaya menegakkan nilai-nilai [luhur Islam di
tengah-tengah kemajuan masyarakat indonesia.”

32 Ibid., 3.
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Sehingga sangat jelas terdapat kontradiksi dalam Buku Fikih
Madrasah Aliyah yang terdapat dalam halaman 9 dengan apa yang
tercantum dalam halaman 23 yang mana pada halaman 9 sudah sangat
sesuai dengan civic education dan tidak bertentangan dengan syariat
Islam.

Begitu juga dalam poin 4 dari hak-hak anggota majelis Shura
sudah sangat jelas menyebutkan “membuat undang-undang dalam
berbagai hal yang tidak di atur secara tegas dalam al-qur’an dan al-
hadits”. Hal ini sudah dapat disimpulkan bahwa ketika Khilafah tidak
disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an maupun al-Hadits sebagai
negara Islam maka sudah seharusnya dalam materi Fikih Siyasah ini
khususnya Bab Khilafah , menjadi materi belajar warga negara
Indonesia tentang kesesuaian Negara Kesatuan Repiblik Indonesia
dengan Syariat Islam.

Tujuan Khilafah

Tujuan Khilafah dalam buku Madrasah Aliyah Kelas XII
sebelumnya telah dipaparkan penulis pada hasil penelitian dalam bab
ini. Tujuan tersebut diantaranya adalah: Melanjutkan kepemimpinan
agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, Untuk mencapai
kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa,
Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama dan Untuk
membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan,

serta mendapat ampunan dari Allah SWT.
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Sementara itu apabila kita bandingkan tujuan Khilatah
menurut civic education maka Negara sebagai sebuah organisasi
kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara
harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan Negara dapat
bermacam-macam antara lain;33 )

a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaaan
b. Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum
c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum

Dalam Islam, seperti yang dikemukaan oleh Ibnu Arabi, tujuan
Negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan
baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.
Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia
diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan
bermasayarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu
satu sama lain saling membutuhkan bantuan.

Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara adalah untuk
mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada
kepentingan akhirat. Sementara dalam konsep Negara hukum tujuan
Negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan
didasarkan dan berpedoman pada hukum.**'

Dalam konteks Indonesia, para pendiri Negara republik ini telah

merumuskan Tujuan Nasional berdirinya Negara Republik Indonesia

330 Kurniawi, Civic Education, 41.
33! Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan:, 43
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telah tersurat dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar
1945. Rumusan Tujuan Nasional tersebut terdapat dalam alinea
keempat yang berbunyi:***

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu
pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat degan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat
kesesuaian atara pilar-pilar demokrasi universal dengan demokrasi
Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat pada
demokrasi universal tetapi merupakan satu pilar demokrasi Pancasila,
yakni; Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan inilah
yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut
dengan istilah feodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasan
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universial adalah

demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia

adalah Demokrasi yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

332
333

Kurniawi, Civic Education, 42.
Kurniawi, Civic Education, 43.



259

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Khilafah yang telah
disebutkan dalam buku Fikih Madrasah Aliyah kelas XII pada dasarnya
sama dengan tujuan sebuah negara dalam perspektif civic education
karena tidak hanya untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan
dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat yakni; Demokrasi
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan
ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah
teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasan Tuhan Yang
Maha Esa.

Hikmah Khilafah

Hikmah Khilafah yang disebutkan dalam buku Fikih Madrasah
Aliyah Kelas XII terdapat pada halaman 13 yang berbunyi sebagai
berikut:

“Khilatah  yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan
dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan
bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang,
nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat
Khilafah  semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari
masyarakat luas. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah
dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran
bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga
keragaman, baik suku, agama, dan ras, sebagai anugerah Allah.”>”

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dalam buku Fikih
Madrasah Aliyah Kelas XII, hikmah Khilafah yang disebutkan

tersebut sebetulnya sangat sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia

yang merupakan negara demokrasi dan sesuai dengan prinsip civic

334

Kurniawi, Civic Education, 9.
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education. Akan tetapi apabila tidak diperjelas bahwa Khilafah adalah
sistem pemerintahan negara dan hanya mengartikan Khilafah sebagai
negara Islam sebagaimana dimaksud dalam materi Khilafah dalam
buku Fikih Madrasah Aliyah kelas XII maka sama sekali belum
menyentuh aspek realita sistem pemerintahan yang diterapkan di
Indonesia. Karena perspektif Khilafah  yang disebutkan masih
cenderung memiliki pengertian institusi perwakilan atas nama
Rasullullah untuk menjaga kelestarian agama dan mengatur kehidupan
sosial, politik, kenegaraan dan kemsyarakatan dan bertugas sesuai
dengan misi islam rahmatal lil’alamin.®® Sedangkan kebanyakan
ulama mengartikan Khilafah adalah sebuah institusi formal bukan
institusi agama maka sangat penting bagi siswa madrasah aliyah
mendapatkan penjelasan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia sudah memenuhi hikmah adanya Khilafah dalam
Islam.

Seharusnya dalam buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII
dijelaskan hikmah Khilafah juga sebagai suatu sistem pemerintahan
yang sesuai dengan civic education yang di dalamnya terdapat sistem
pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila sebagaimana

yang kita terapkan di negara Indonesia.

335 Yusuf Qordhawi, Figih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Assunnah, Terj.
Kathur Suhardi (Jakarta:Pustaka, 1998), 49
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Syekh Mahmud Al Shaltout menyebutkan bahwa dasar negara

didalam ajaran islam ini adalah:**

1.

Pengakuan kepada Allah SWT. Yang mempunyai kekuasaan
mutlaq

Perikemanusiaan

Ukhwabh islamiyyah

Al-Takaful Al-Ijtima’i atau tanggung Jawab Sosial

Keadilan

Hasbi Ash Shiddiq didalam bukunya “asas-asas hukum

tatanegara menurut Syariat Islam” menjabarkan dua buah ayat surat

Annisa ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan islam”,

yaitu:

1.

2.

Menunaikan amanah

Menegakkan keadilan

. Manaati Allah dan Rasulnya

Menegakkan kedaulatan Rakyat dengan jalan mengadakan
permusyawaratan atau perwakilan rakyat dan mengangkat kepala

negara menurut kehendak rakyyat.

. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-

baiknya dan sejujur-jujurnya.>’

338 Dzazuli, Figih Syiyasah (Jakarta:Kencana, 2009), 104.
337 T M Hasbi Assidiq Asas-asas hukum tatanegara menurut syariat islam, mahahari
massa, 1969, 25.
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Apa yang dikemukakan oleh T.M. hasbi Ash-Shidiqqi
sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh
Syekh Mahmud Syaltout, bahkan saling menjelaskan. Sebab
menunaikan amanah dan menegakkan keadilan oleh Mahmud Syaltout
dimasukkan didalam istilah keadilan. Sedangkan menaati Allah dan
rasulnya adalah konsekuensi logis dari pengakuan terhadap kekuasaan
Allah SWT bersifat mutlaq, selanjutnya adalah permusyawaratan dan
menjalankan hukum-hukum dan undang-undang termasuk kedalam
attakaful Ijtima’i.

Sedangkan di negara Indonesia bisa kita lihat dari pembukaan
undang-undang dasar 1945. Kita melihat dasar negara kita republik
Indonesia adalah Pancasila yang susunannya sebagaimana tersebut
diatas.

1. Ketuhanan yang maha esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**®

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli politik islam
modern, tidak ditentukan rumusan yang pasti (Qath’i) tentang konsep

negara. Dua sumber islam, Al-Qur’an dan Assunnah, tidak secara

338

Dzazuli, Fiqih Syiyasah, 10.
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persurat mendefinisikan model negara dalam islam. Namun demikian
keduanya membuat prinsip-prinsip dasar tatacara hidup bermasyarakat.
Ketidakadaan konsep yang pasti tentang modal atau bentuk negara
telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam
transisi pemikiran politik islam.>*

Seorang pemikir modern dan moderat, seperti Yusuf Al
Qordhawy, mengututip pendapat ibnu Khaldun dan at-taffazany bahwa
bentuk model konsep negara dalam islam tidak terlalu penting, akan
tetapi fungsi dan tujuan dari negara dalam islam harus tunduk pada
konstitusi dan hukum dan pemerintahan sipil ( daulah syar’iyah
dusturiyyah/madaniyyah) bukan dalam bentuk teokrasi (daulah
diniyyah).

Adanya ketersesuaian dalam hikmah Khilafah dengan
didirikannya Negara Kesatuan republik Indonesia maka sebagai warga
negara Indonesia yang harus selalu menjaga keutuhan NKRI, maka
sangat penting memasukkan civic education dalam pembahasan materi
hikmah Khilafah ini sehingga mata pelajaran fikih bisa memberi dasar
penguat terhadap hikmah dari finalisasi bentuk Negara Kesatuan
Republik  Indonesia dan memberikan kejelasan yang bisa
dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan dasar dan landasan

syari’at Islam.

339

Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan, 43.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi Fikih

Siyasah Madrasah Aliyah kelas XII dalam perspektif civic education

adalah sebagai berikut:
MATERI FIKIH BAB PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION
SIYASAH KELAS XII MA
1. Penggunaan term Khilafah [ 1. Dalam kurikulum Fikih harus
dalam  kurikulum  Fikih mempertimbangkan penggunaan
Siyasah  merujuk  pada term lain dalam sistem politik,
konsep-konsep Fikih klasik seperti term pemerintahan
republik, presiden, atau sistem
demokrasi. bukan hanya
menggunakan istilah “Khilatah
yang di artikan menjadi negara
Islam sebagai satu-satunya sistem
yang diperbolehkan dalam syariat
Islam
2. Dasar-dasar teologis | 2. NKRI Tidak bertentangan dengan
penegakan Khilafah prinsip hukum Islam dalam

penegakan Khilafah dan Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia
telah sesuai dengan dasar -dasar
teologis di tegakkannya Khilafah .

3. Metode  pengangkatan | 3. Metode pengangkatan khalifah

khalifah yang Dberarti pemimpin sudah
sesuai dengan perspektif civic
education.

4. Majis syuro dan ahlul hal wal | 4. Dalam  demokrasi  Pancasila

aqd terdapat perpaduan kelembagaan

politik modern, seperti legislatif,
eksekutif, yudikatif, partai politik,
pemilu dan mekanisme pranata

sosial budaya seperti
permusyawaratan dalam
pengambilan keputusan.
Demokrasi Pancasila yang

demikian, apabila diterjemahkan
secara tepat dalam konstitusi dan
diopersionalkan ~ dalam  sistem
pemerintahan dan politik akan
menghasilkan sistem
pemerintahan dan politik yang
demokratis dan stabil. Sehingga
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dengan hal tersebut diatas perlu
kiranya ada pengurangan kata
pada kewajiban anggota majlis
Shura pada poin
“mempertahankan negara dan
undang-undang  sesuai  syariat
Islam”. Sebagaimana demokrasi
Pancasila di Indonesia maka dapat

dirubah menjadi
“mempertahankan negara dan
undang-undang dasar”. Begitu

juga apa yang terdapat dalam poin
selanjutnya yaitu “melaksanakan
syariat Islam (sesuai Alqur’an,
hadits, ijma’, qiyas, dan lain-lain)
seharusnya  bisa  dihilangkan
seperti kesepakatan para pendiri
bangsa yang telah menghapus
kalimat semacam itu pada piagam
Jakarta.

5. Tujuan Khilafah dalam buku

Madrasah Aliyah Kelas XII
sebelumnya telah dipaparkan
penulis pada hasil penelitian
dalam bab ini. Tujuan
tersebut diantaranya adalah:
Melanjutkan kepemimpinan

agama Islam setelah
wafatnya Rasulullah SAW,
Untuk mencapai

kebahagiaan lahir dan batin
dengan aparat yang bersih
dan  berwibawa, Untuk
menjaga stabilitas negara
dan kehormatan agama dan
Untuk membentuk suatu
masyarakat yang makmur,
sejahtera dan berkeadilan,
serta mendapat ampunan
dari Allah SWT.

. Bila dibandingkan sesungguhnya

secara esensial terdapat
kesesuaian atara tujuan Khilafah
dengan Demokrasi Pancasila dan
UUD 1945 yang menjadi dasar
NKRI. Demokrasi berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan
inilah yang merupakan ciri khas
demokrasi Indonesia yang sering
disebut dengan istilah
teodemokrasi, sehingga tujuan
Negara Indonesia sangat sesuai
dengan Syariat Islam. Terlebih
lagi apabila term Khilatah itu
berarti pemerintahan atau negara,
maka Indonesia adalah bentuk

yang sudah sesuai dari tujuan
Khilatah .

Hikmah Khilafah yang
disebutkan dalam buku Fikih
Madrasah Aliyah Kelas XII
terdapat pada halaman 13
yang  berbunyi  sebagai

Adanya  ketersesuaian  dalam
hikmah  Khilafah dengan
didirikannya Negara Kesatuan
republik Indonesia maka sebagai
warga negara Indonesia yang
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berikut: “Khilafah yang
ditegakkan dengan tujuan
yang jelas dan dasar-dasar
yang berpihak pada
kepentingan dan
kesejahteraan bersama pada
akhirnya akan  membuat
masyarakatnya hidup
tenang, nyaman, dan aman di
satu pihak. Di pihak lain
Jjustru akan membuat
Khilatah semakin kuat dan
stabil karena adanya
kepercayaan dari masyarakat
luas. Upaya pengendalian
yang dilakukan pemerintah
dengan disertai pemenuhan

aspirasi rakyat dapat
melahirkan kesadaran
bersama untuk mencapai
persatuan  dan  kesatuan
dengan  tetap  menjaga

keragaman,  baik  suku,
agama, dan ras, sebagai
anugerah Allah.

harus selalu menjaga keutuhan
NKRI, maka sangat penting
memasukkan  civic  education
dalam pembahasan materi hikmah
Khilafah ini sehingga mata
pelajaran fikih bisa memberi dasar
penguat terhadap hikmah dari
finalisasi bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan
memberikan kejelasan yang bisa
dipertanggung jawabkan
kebenarannya dengan dasar dan
landasan syari’at Islam.

Tabel 4.1.4 Materi Fikih Siyasah MA XII perspektif Civic Education

2. Isi Materi Bahan Ajar Fikih pada Madrasah Aliyah Kelas XII Perspektif

Civic Education yang diterbitkan oleh Akik Pustaka

Buku teks yang diteliti selanjutnya adalah buku teks Fikih

Madrasah Aliyah Kelas XII yang diterbitkan oleh Akik Pustaka dalam

perspektif civic education.

Yang pertama pada halaman 5 yang menyebutkan:

“Khilatah ini perlu diwujudkan oleh umat Islam untuk menciptakan
persatuan dan kesatuan untuk memelihara ketertiban kehidupan bersama

B3l 4
umat Islam 3%

0 Tim MGMP MAN Tuban, Modul Hikmah Fikih MA kelas XII, (Tuban: Akik

Pusataka, 2016), 5
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Selanjutnya pada halaman 7 tentang hikmah Khilatah yang
menyebutkan

“Umat Islam berkewajiban mewujudkan Khilaftah dalam rangka

menegakkan kalimat Allah swt sehingga terhindar dari berbagai

kerusakan di kolong jagad ini »341

Penegasan kewajiban mewujudkan khilafah dalam kalimat diatas,
bagi penulis kalimat ini akan bertentangan dengan pengetahuan siswa
pada demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan demokrasi Pancasila bisa
jadi dianggap bertentangan dengan syari’at Islam.

Padahal sejatinya, Pancasila sama sekali tidak bertentangan
dengan Islam bahkan pengamalan Pancasila dengan sebaik-baiknya
merupakan bentuk dari pengamalan Islam.

Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi pendapat para tokoh
demokrasi yang menyatakan bahwa Islam adalah sistem yang
membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti
dipraktekkan negara-negara maju. Islam didalam dirinya demokratis tidak
hanya karena prinsip Shura (musyawarah), tetapi juga karena adanya
konsep ijtitad dan ijma’ (konsensus). Seperti dinyatakan oleh para pakar
ilmu politik R. William Liddle dan Saiful Mujani, di Indonesia pandangan
yang ketiga tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah
menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan beberapa
negara muslim lainnya. Diantara tokoh muslim yang mendukung

pandangan ini yaitu Fahmi Hawaidi, M. Husain Haekal, dan Muhammad

1 \bid., 7
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Abduh. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid. Abdurrahman
Wahid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi’i Ma’arif,**
Sedangkan bentuk negara kita sudah jelas menjadi harga mati yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana dalam Civic Education
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1)
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik”’. Kemudian penjelasan terhadap pasal ini UUD 1945
menyebtkan “Menetapkan bentuk kesatuan dan Republik
mengandung isi pokok Pikiran Kedaulatan rakyat”.

Kalimat yang menegaskan adanya kewajiban mewujudkan
Khilatah bagi umat Islam menjadikan negasi bagi umat beragama lain di
Indonesia, termasuk kalimat intoleran. Tujuan mata pelajaran Fikih pada
hakikatnya bukan hanya mengukuhkan menyampaikan konsep
habluminallah akan tetapi juga habluminannas. Sehingga seharusnya
pernyataan-pernyataan dalam buku mata pelajaran Fikih tidak
memberikan gambaran permusuhan akan tetapi lebih pada toleransi dan
kebebasan berkeyakinan.

Pada halaman 7 juga disebutkan salah satu syarat menjadi khalifah
adalah beragama Islam.

“syarat menjadi khalifah adalah beragama Islam. »343
Pada kalimat diatas bisa dikatakan juga mengandung intoleransi

dalam bernegara. Negara Indonesia adalah negara yang pluralis karena

342 1bid.,87.
3 |bid., 7
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terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan bahasa. Sehingga
kalimat diatas terkesan deskriminatif terhadap agama lain.

Sedangkan dalam Civic education jelas disebutkan bahwa Dalam
Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bagaimanapun, secara resmi
mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha
dan Khonghucu.

Dan pada halaman selanjutnya yakni halaman 11 tentang hak dan
kewajiban maijlis syura, salah satunya disebutkan:

‘MembSli?t UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum
Allah”

Kewajiban majlis Shura untuk membuat Undang — Undang dalam
rangka memantapkan pelaksanaan hukum Allah dapat diartikan bahwa
seorang khalifah haruslah muslim yang taat. Pembahasan tentang
kepemimpinan haruslah dijabarkan secara jelas, komprehensif dan
kontekstual. Persoalan kepemimpinan non muslim khususnya
kepemimpinan di sektor politik merupakan persoalan sensitif yang banyak
menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sejatinya
persoalan ini dibahas secara komprehensif dengan Civic Education bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam
UUD RI 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1, Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang maha Esa. Namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia sebagai

34 Ibid., 11
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negara agama, karena telah ditegaskan dalam Bab I pasal 1 ayat 3, bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan
Pancasila yang merupakan Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila
merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila
merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena membuat
norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentuka
keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-
kebijakan peting yang diambil dalam proses pemerintahan.345

3. Isi Materi Dalam Bahan Ajar Fikih Pada Madrasah Aliyah Kelas Xii Yang
Diterbitkan Oleh Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto Dalam
Pespektif Civic Education.

Buku teks selanjutnya yakni buku teks Fikih Madrasah Aliyah
Kelas XII terbitan Tim Pendidikan Tarbiyatul Alamin Mojokerto. Dalam
buku teks ini penulis juga menemukan beberapa teks yang bertentangan
dengan civic education.

Teks yang pertama ditemukan dalam halaman 6 yaitu

‘khalifah harus berasal dari suku Quraisy »340

Pada teks diatas yang di artikan secara literal tidak komprehensif

dengan mensyaratkan bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy tanpa

%45 Sunarso DKk, Pendidikan Kewarganegaraan,100.
%6 Alhakam Faisol dan Tamani, Buku Pendekatan Saintifik dan Penilaian Autentik,
(Mojokerto: Tim Tarbiyatul Alamin, 2014), 6
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penjelasan lanjut bertendensi pada kesukuan dan dapat berakibat fatal bagi
kehidupan bangsa . Teks tersebut berasal dari hadist yang bersifat temporal
bukan universal, sehingga jika sampai pada saat ini teks tersebut masih
dijadikan syarat untuk mengangkat seorang pemimpin maka hal tersebut
bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa tidak hanya dikalangan
sesama umat muslim tetapi juga non muslim.

Selanjutnya pada halaman 7 disebutkan bahwa pengangkatan
khalifah dapat dilakukan dengan tiga cara yang salah satunya yaitu:
“M?nnggz%kat khalifah dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan
senjata

Pada teks diatas jelas sekali secara eksplisit mengandung benih-
benih radikalisme. Mengangkat khalifah dengan menggunakan kekerasan
atau kekuatan senjata sangat tidak sejalan dengan prinsip Islam yang
Rahmatan Lil Alamin. Sehingga teks teks seperti ini sangat berbahaya
apabila difahami oleh siswa karena dengan diperbolehkannya merebut
kekuasaan dengan kekuatan senjata maka dikhawatirkan akan muncul
gerakan-gerakan yang radikal dalam rangka untuk merebutkan sebuah
kekuasaan.

Pada halaman 9 seperti halnya buku-buku yang disebutkan diatas
juga disebutkan hak dan kewajiban majlis Shura yang salah satunya yaitu

“Membuat UU bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum
Allah™*

37 \bid., 7
348 |bid., 9
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Dan pada halaman 10 disebutkan bahwa good governance ada
syarat yang harus dilakukan yaitu:

“konstitusi yang berdasarkan AlQuran dan Sunnah™**

Teks diatas juga bertentangan dengan civic education seperti yang
sudah ada pada buku-buku sebelumnya. Dimana faham salafi merupakan
faham yang sangat menginginkan sebuah bentuk negara yang sepenuhnya
menggunakan Undang Undang berdasarkan syariat Islam. Hal ini tentulah
sangat berbahaya jika pemikiran tersebut diterapkan di negara Indonesia
yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya.

Sehingga sangat berbahaya apabila teks ini tidak di sesuaikan

dengan civic education yang jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia

adalah negara hukum dengan berdasar Pancasila dan UUD 1945.

%49 |bid., 10



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Komponen kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat KI-KD Materi
Khilafah (Pemerintahan Dalam Islam) sebagaimana yang terdapat dalam
buku fikih kelas XII terlihat ruang lingkup kajian Materi Khilafah
(Pemerintahan Dalam Islam) memiliki keterbatasan dalam isi / kontent
sebagaimana terpapar pada kompetensi dasar. Materi Fikih Siyasah
seharusnya berhubungan secara integral dengan civic education yang
terdapat dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan dan juga realita
terhadap sistem pemerintahan di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila
yang sudah sesuai dengan syariat Islam, menurut penulis perlu untuk
diaplikasikan dalam rethinking Standar Isi kurikulum Fikih Madrasah
Aliyah khususnya dalam Kompetensi Dasar Bab Sistem Pemerintahan

(Khilafah ) yang akan dapat di paparkan dalam uraian di bawah ini:

No. KD | Kompetensi Dasar Dalam KMA | Kompetensi Dasar Dalam

No. 165 Tahun 2014 KMA No. 165 Tahun
2014Persepektif Civic
Education
1.1 Menghayati hikmah Khilafah |1.1 Menghayati hikmah
dalam Islam sistem pemerintahan
(Khilafah ) yang sesuai

dengan ketentuan Islam
dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia
(NKRI)
2.1 Memiliki perilaku jujur, 2.1  Memiliki perilaku jujur,
disiplin, dan tanggung jawab disiplin, dan tanggung
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sebagai implementasi dari jawab sebagai
pemahaman tentang Khilafah implementasi dari
pemahaman tentang
sitem pemerintahan
(Khilafah ) yang sesuai
dengan ketentuan Islam
dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia
(NKRI)
3.1 Menelaah ketentuan Islam 3.1 Menelaah tentang
tentang pemerintahan (Khilafah sistem pemerintahan
) (Khilafah ) yang sesuai

dengan ketentuan Islam
dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia
(NKRI)
4.1 Menyajikan contoh penerapan 4.1 Menyajikan contoh
dasar-dasar khalifah penerapan sistem
pemerintahan (Khilafah

) di Indonesia yang
sesuai dengan
ketentuan Islam dan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
(NKRI).

Tabel 5. 1 Tabel Perubahan KI-KD Fikih Siyasah

2. Sedangkan isi materi Fikih Siyasah dalam persepektif civic education
adalah sebagai berikut:

MATERI FIKIH BAB PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION
SIYASAH KELAS XII MA
1. Penggunaan term Khilafah | 1. Dalam kurikulum Fikih harus
dalam  kurikulum Fikih | mempertimbangkan penggunaan term
Siyasah  merujuk  pada | lain dalam sistem politik, seperti term
konsep-konsep Fikih klasik | pemerintahan republik, presiden, atau
sistem demokrasi. bukan hanya
menggunakan istilah “Khilafah ”
yang di artikan menjadi negara Islam
sebagai satu-satunya sistem yang
diperbolehkan dalam syariat Islam
2. Dasar-dasar teologis | 2. NKRI Tidak bertentangan dengan
penegakan Khilafah prinsip hukum Islam dalam penegakan
Khilafah dan Pancasila sebagai dasar
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negara Indonesia telah sesuai dengan
dasar -dasar teologis di tegakkannya
Khilafah .

3. Metode
khalifah

pengangkatan

3. Metode pengangkatan khalifah
yang berarti pemimpin sudah sesuai
dengan perspektif civic education.

4. Majis syuro dan ahlul hal wal
aqd

4. Dalam demokrasi Pancasila
terdapat  perpaduan  kelembagaan
politik modern, seperti legislatif,

eksekutif, yudikatif, partai politik,
pemilu dan mekanisme pranata sosial
budaya seperti permusyawaratan
dalam  pengambilan keputusan.
Demokrasi Pancasila yang demikian,
apabila diterjemahkan secara tepat
dalam konstitusi dan diopersionalkan
dalam sistem pemerintahan dan
politik akan menghasilkan sistem
pemerintahan dan  politik  yang
demokratis dan stabil. Sehingga
dengan hal tersebut diatas perlu
kiranya ada pengurangan kata pada
kewajiban anggota majlis Shura pada
poin “mempertahankan negara dan
undang-undang sesuai syariat Islam’
Sebagaimana demokrasi Pancasila di
Indonesia maka dapat dirubah menjadi
“mempertahankan negara dan undang-
undang dasar’. Begitu juga apa yang
terdapat dalam poin selanjutnya yaitu
“melaksanakan syariat Islam (sesuai
Algur’an, hadits, ijma’, qiyas, dan
lain-lain) seharusnya bisa dihilangkan
seperti  kesepakatan para pendiri
bangsa yang telah menghapus kalimat
semacam itu pada piagam Jakarta.

5. Tujuan Khilafah dalam buku
Madrasah Aliyah Kelas XII
sebelumnya telah dipaparkan
penulis pada hasil penelitian
dalam bab ini. Tujuan tersebut
diantaranya adalah:
Melanjutkan kepemimpinan
agama Islam setelah wafatnya
Rasulullah SAW, Untuk

5. Bila dibandingkan sesungguhnya
secara esensial terdapat kesesuaian
atara tujuan Khilafah dengan
Demokrasi Pancasila dan UUD 1945
yang menjadi dasar NKRI. Demokrasi
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Dan inilah yang merupakan ciri
khas demokrasi Indonesia yang sering
disebut dengan istilah teodemokrasi,
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mencapai kebahagiaan lahir dan
batin dengan aparat yang bersih
dan berwibawa, Untuk menjaga
stabilitas negara dan
kehormatan agama dan Untuk
membentuk suatu masyarakat
yang makmur, sejahtera dan
berkeadilan, serta mendapat
ampunan dari Allah SWT.

sehingga tujuan Negara Indonesia
sangat sesuai dengan Syariat Islam.
Terlebih lagi apabila term Khilafah
itu berarti pemerintahan atau negara,
maka Indonesia adalah bentuk yang
sudah sesuai dari tujuan Khilafah .

6. Hikmah Khilafah yang
disebutkan dalam buku Fikih
Madrasah Aliyah Kelas XII
terdapat pada halaman 13 yang
berbunyi sebagai
berikut: “Khilatah yang
ditegakkan dengan tujuan yang
jelas dan dasar-dasar yang
berpihak pada kepentingan dan
kesejahteraan  bersama pada
akhirnya akan membuat
masyarakatnya hidup tenang,
nyaman, dan aman di satu
pihak. Di pihak lain justru akan
membuat Khilafah semakin
kuat dan stabil karena adanya
kepercayaan dari masyarakat
luas. Upaya pengendalian yang
dilakukan pemerintah dengan
disertai pemenuhan  aspirasi
rakyat dapat melahirkan
kesadaran  bersama untuk
mencapai  persatuan dan
kesatuan dengan tetap menjaga
keragaman, baik suku, agama,
dan ras, sebagai anugerah Allah.

6. Adanya  ketersesuaian  dalam
hikmah  Khilafah dengan
didirikannya Negara Kesatuan
republik Indonesia maka sebagai
warga negara Indonesia yang harus
selalu menjaga keutuhan NKRI,
maka sangat penting memasukkan
civic education dalam pembahasan
materi hikmah Khilafah ini
sehingga mata pelajaran fikih bisa
memberi dasar penguat terhadap
hikmah dari finalisasi bentuk
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan memberikan
kejelasan yang bisa dipertanggung
jawabkan kebenarannya dengan
dasar dan landasan syari’at Islam.

Tabel 5..2.2 materi fikih Siyasah perspektif civic education

Maka civic education haruslah menjadi bagian yang dibahas dalam

fikih Siyasah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ditambah lagi

dengan realitas kita yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang demokratis maka sudah menjadi kewajiban setiap warga Negara untuk
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melindungi tanah tumpah darah dari setiap bahaya yang ingin mengganti
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem Khilafah .
B. IMPLIKASI TEORITIK

Ruang lingkup kajian Fikih Siyasah pada Madrasah Aliyah yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014, nyata
sekali bahwa kurikulum Fikih Siyasah belum menyentuh aspek dan nilai
yang lebih mendasar dan urgen sesuai realitas politik dan sosial yang
dihadapi bangsa Indonesia, seperti sistem politik demokrasi dan
pandangan tentang keragaman (pluralitas) bangsa dalam keyakinan,
ekonomi, sosial, budaya, ras, dan etnis.

Padahal kajian-kajian tersebut justru memiliki peran yang amat
vital untuk membekali generasi muda Islam sebuah pemahaman tentang
nilai dan moralitas Islam sebagai agama rahmatan [li al-'alamin yang
menjunjung tinggi etika sosial dan harkat kemanusiaan sebagai khalifat
Allah fi al-ard.

Sedangkan bentuk negara Islam bukanlah satu satunya pilihan.
Suatu negara itu haruslah memenuhi tiga sendi pola bernegara, yaitu
keadilan (A/ adalah), persamaan derajat (musawwah) dan Demokrasi
(Shura), sehingga apabila terdapat tiga unsur ini maka diterima
keabsahannya oleh Islam.

Dalam kajian perspektif civic education, konsepsi Islam menurut
kebanyakan ahli politik Islam modern, tidak ditentukan rumusan yang

pasti (gath’i) tentang konsep Negara. Dua sumber Islam, al-Qur’an dan
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as-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model Negara dalam
Islam. Namun demikian keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara
hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang
model/bentuk negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Penelitian ini menguatkan pendapat Yusuf al-Qardhawy,
mengutip pendapat Ibnu Khaldun dan at-Taffazany bahwa bentuk dan
model konsep Negara dalam Islam tidak terlalu penting, akan tetapi
fungsi dan tujuan dari Negara dalam Islam harus tunduk pada konstitusi
dan  hukum  dan  pemerintahan  sipil (daulah  syar’iyah
dusturiyah/madaniyah) bukan dalam bentuk teokrasi (daulah diniyah).

Begitu juga salah satu pandangan dari modernis Mesir Muhammad
Hasan haikal. Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan
kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ada
yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan.

Dalam perspektif civic education maka sebagaimana dinyatakan
dalam UUD RI 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1, Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang maha Esa. Namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia
sebagai negara agama, karena telah ditegaskan dalam Bab I pasal 1 ayat
3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Topik kajian materi dalam kurikulum yang membahas tentang
sistem pemerintahan (Khilafah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam
seyogyanya ditujukan untuk menemukan rumusan tentang sejauhmana

konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang di anut Negara
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Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh
syariat Islam.
Hal ini juga akan sesuai dengan teori pengembangan kurkulum
Roger dimana Menurut Rogers manusia berada dalam proses perubahan
(becoming, developing, changing).

Penelitian ini juga menguatkan apa yang dinyatakan oleh al-
Mawardi dan Abdul Qadir Audah bahwa Khilafah dan imamah secara
umum memiliki arti yang sama yaitu system kepemimpinan Islam untuk
menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta
mengatur urusan duniawi umat Islam.

Materi fikih Siyasah di kelas XII ini yang hanya memberikan
gambaran akan kebenaran tentang romantisme sejarah dari Khilafah
disertai dalil-dalil pembenar yang tidak mempunyai kepastian secara jelas
sehingga apabila materi ini terus dilanjutkan tanpa ada perbaikan dengan
masuknya pemahaman Civic Education khususnya demokrasi Pancasila
dalam sistem Khilafah ~maka bangsa Indonesia ini akan terus berada
dalam bahaya laten pendirian Khilafah yang di artikan sebagai Negara
Islam menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. SARAN
Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa rekomendasi
yang kiranya dapat penulis sampaikan :
1. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama

perlu mengkaji lebih lanjut sejauhmana materi tentang sistem
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pemerintahan Islam (Khilafah ) dapat sesuai dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan memasukkan pemahaman Civic Education
sebagai model pemerintahan (Khilafah ) yang tidak bertentangan dengan
agama Islam di tingkat satuan pendidikan untuk mengatasi berbagai
kelemahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, khususnya mata
pelajaran figih yang belum integral dengan materi Civic education
sehingga dapat memicu radikalisme dan tidak memberi pemahaman dasar
keabsahan dalil agama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Guru pengajar mata pelajaran Fiqih, perlu memperhatikan bahan ajar yang
sesuai dengan realita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
baik dari kajian figih klasik maupun kontemporer dan mempunyai
pengetahuan tentang Civic Education sehingga mampu melakukan analisa
hukum secara komprehenship dalam materi Siyasah, karena guru sebagai
ujung tombak dalam sistem pendidikan madrasah dalam mencerdaskan
calon generasi penerus bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya.

. Materi fikih Siyasah yang di dalamnya termasuk membahas Khilafah
merupakan khazanah keilmuan Islam. Sehingga penting untuk di ajarkan
pada madrasah aliyah, akan tetapi ketersesuaian dan keterkaitan dengan
materi Civic Education dengan memperluas arti Khilafah dari
pemerintahan dalam Islam menjadi pemerintahan yang Islami atau dari
Khilafah yang di artikan menjadi negara Islam menjadi negara yang

sesuai dengan Islam jauh lebih penting.
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